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ABSTRAKSI 

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan otonomi daerah 
berdasarkan prinsip kesatuan dari sebuah negara-bangsa yang mengharuskan 
keterjaminan hubungan yang serasi antardaerah. Namun demikian, berbagai 
persoalan masih sering terjadi berkaitan dengan sengketa perbatasan antardaerah. 
Hal ini sekaligus merupakan salah satu penghambat pelaksanaan otonomi daerah 
di Indonesia. Penentuan batas yang belum pasti menimbulkan konflik batas 
antardaerah, yang berupa perebutan sumber daya alam di wilayah perbatasan; 
pengeluaran perizinan pengelolaan sumber daya alam, surat keterangan, dan 
bukti hak atas tanah di wilayah perbatasanan; pengelolaan sumber daya alam, 
swat keterangan, dan bukti hak atas tanah di wilayah perbatasan; serta 
pengaturan tata ruang daerah. Kenyataan ini menjadi alasan bagi peneliti untuk 
melakukan pengkajian terhadap: IMPLEMENTASI PERATURAN 
GUBERNUR RIAU NOMOR 28 TAHUN 2005 TERHADAP 
PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN ANTARA INDRAGIRI 
HILIR DENGAN INDRAGIRI HULU DI KILOMETER 17 DESA 
SENCALANG. 

Tesis ini menggunakan metode penelitian, dengan sumber data primer 
dan sekunder yang diperoleh dari lapangan dan sumber-sumber yang bersifat 
kepustakaan. Metode. pendekatan penelitian ini bersifat doktrinal, sehingga 
menekankan pada yuridis normatif yang membahas obyek penelitian dengan 
menitikberatkan pada aspek-aspek yuridis berdasarkan pada peraturan 
perundang-undangan. Analisis data dari penelitian ini bersifat kualitatif dengan 
cara melakukan penafsiran-penafsiran terhadap data-data yang sudah tersedia 
yang kemudian dilakukan pengelompokkan dan sistematis. Berbagai data-data 
yang sudah ada kemudian dikaji dan dianalisis secara yuridis normatif. 

Sengketa perbatasan antardaerah yang terjadi di Provinsi Riau, tepatnya 
di perbatasan antara Kabupaen Indragiri Hulu dengan Indragiri Hilir pada titik 
Kilometer 17 Desa Sencalang, telah berlangsung lama sejak ditandatanganinya 
kesepakatan pada tanggal 1 Juli 1999. Persengketaan perbatasan di Km 17 Desa 
Sencalang tersebut, meskipun telah bertemu 2 kali, yaitu pada tanggal 1 Juli 
1999 dan 22 Agustus 2004, tetap saja belum ada hasil yang final. Meskipun 
demikian, berbagai permasalahan masih terus terjadi ketika kesepakatan yang 
dibuat oleh kedua pemerintahan daerah ini tidak menemukan titik persamaan 
pandangan. 

Dalam rangka mempercepat penyelesaian perselisihan perbatasan antara 
Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir, gubernur Riau pada 
tanggal 28 Desember 2005 engeluarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 28 
Tahun 2005 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Antara Kabupaten 
Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir. Peraturan Gubernur ini telah 
menetapkan tapal batas antara kedua Kabupaten pada titik Km 17 Desa 
Sencalang. Akan tetapi belum memberikan hasil yang baik bagi kesepakatan 
antar kedua pemerintahan daerah. Berbagai permasalahan yang masih sering 
terjadi pasca keluarnya Peraturan Gubernur tersebut seperti sengketa lahanltanah, 
peralihan hak-hak bangunan urnum yang sudah ada sebelumnya seperti 
puskemas, dan persoalan kepemilikan lahan dari pihak swastafperusahaan. 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. 

Demikianlah bunyi Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Sebagaimana tujuan Nasional 

bangsa Indonesia yang tersurat dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 adalah 

membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 

Negara kesatuan Republik Indonesia menjalankan sistem ketatanegaraan 

berdasarkan prinsip kesatuan dari sebuah negara-bangsa, termasuk dalam 

penyelenggaraan otonomi daerah. Implementasi dari prinsip kesatuan dalam 

otonomi daerah, mengharuskan keterjaminan hubungan yang serasi antar daerah. 

Problematika hubungan antar daerah menambah ruwet kompleksitas 

otonomi daerah di Indonesia. Dropping wewenang yang mendadak terhadap 

daerah kabupatedkota, disertai penyerahan banyak piranti material yang 

memungkinkan kabupatenkota yang mengembangkan rentang kendali persoalan 

daerahnya, banyak daerah kabupatedkota yang didapati keasyikan dengan over 

exercise of power. Banyak daerah yang deras kepentingan daerahnya dapat 

ditegakkan semata-mata dengan melakukan klaim eksklusif atas eksplorasi dan 

eksploitasi surnber daya alam. Belum muncul kesadaran bahwa sumberdaya dam 

selalu memiliki konteks yang melampui entitas politik dan adrninistrasi sehingga 



pengelolaan yang terencana dan integratif dengan kepentingan-kepentingan 

daerah lain justru akan jauh lebih menguntungkan bagi semua pihak.' 

Belum lagi secara faktual, sebagian besar daerah Provinsi, Kebupaten, 

dan Kota belum melakukan penegasan batas daerah sebagaimana diamanatkan 

UU. Penentuan batas yang belum pasti menimbulkan konflik batas antar daerah, 

yang berupa perebutan surnber daya alam di wilayah perbatasan, pengeluaran 

perizinan pengelolaan surnber daya alam di wilayah perbatasan, dan bukti hak 

atas tanah di wilayah perbatasan, serta pengaturan tata ruang daerah. Sebagian 

dari kondisi ini terjadi di Provinsi Riau, tepatnya di perbatasan antara Kabupaten 

Indragiri Hulu dengan Indragiri Hilir. 

Masalah yang memiliki eksternalitas lintas daerah yang terjadi antara 

Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu pada titik Kilometer 

17 Desa Sencalang, bukan semata hanya menjadi konflik antar pemerintahan 

daerah, akan tetapi telah melibatkan berbagai unsur termasuk masyarakat. 

Konflik yang telah berlangsung lama sejak ditandatanganinya kesepakatan pada 

tanggal 1 Juli 1 999, melahirkan permasalahan-permasalahan yang semakin 

menukik ketika kesepakatan yang dibuat oleh kedua pemerintahan daerah ini 

tidak menemukan titik persamaan pandangan dalam pelaksanaannya. 

Kemudian pada akhirnya, dalam rangka mempercepat penyelesaian 

persoalan yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan perbatasan antara 

Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu, gubernur Riau pada 

tanggal 28 Desember 2005 mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 

2005 Tentang Penentapan dan Penegasan Batas Darah Antara Kabupaten 

' Abdul Gafar Karim (Editor), Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, 
Pustaka Pelajar Bekerjasama Jurusan Ilmu Pemerintahan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Cetakan 11, s006, hlm xxii. 



Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir. Penyelesaian batas wilayah 

dengan keluarnya Peraturan Gubernur dapat diterima oleh sebahagian kalangan 

yaitu Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi sebaliknya tidak 

demikian dengan Kabupaten Indragiri Hulu yang tetap menolak keberadaan dari 

Peraturan Gubernur tersebut melalui beberapa swat yang ditujukan kepada 

Pemerintah Provinsi Riau. Penolakan tersebut tidak saja berlangsung pada 

tingkat atau unsur pemerintahan saja, tetapi juga pada tingkat masyarakat 

penolakan terhadap tapal batas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur 

juga berlangsung. 

Apabila konflik tersebut dilihat dalam konteks tujuan daripada 

penyelenggaraan otonomi daerah merupakan hambatan dan kendala dari 

berjalannya otonomi daerah yang diharapkan. Sebagaimana menurut HAW. 

wijaya2 tujuan otonomi daerah adalah mencapai dan efisiensi dalam pelayanan 

kepada masyaraka. 

Korelasi antara tujuan otonomi daerah dan kehyataan konflik yang masih 

terjadi pada daerah yang melaksanakan otonomi dapat menjadi penghambat 

berjalannya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada 

masyarakat. Sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

Tentang Pemerintah Daerah, yang menyuratkan makna dari pemberian otonomi 

kepada daerah diarahkan untuk mempercepat tenvujudnya kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran 

sertamasyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas daerah diharapkan mampu 

meningkatkan daya saing dengan memperhatikan demokrasi, pemerataan, 

HAW. Widjaya. Gtonomi Daerah dun Daerah Otonom, PT. RadjaGrafindo Persada, 
Jakarta, Cetakan Ketiga, 204, hlm 22. 



keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman 

daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Seperti diketahui UU No. 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan 

kepada Gubernur untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antardaerah 

Kabupaten, dan sifat dari penyelesaian tersebut adalah final dan definitif, dengan 

tidak membutuhkan persetujuan dari pemerintah pusat. Gubernur mempunyai 

kewenangan untuk itu. Depdagri hanya memverifikasi patoknya. 

Keberadaan Gubernur selaku wasit dari penyelesaian konflik antardaerah 

merupakan bagian dari alasan dipilihnya desentralisasi atau otonomi daerah. 

Sebagaimana diungkdpkan oleh Afan Gaffar dkk, alasan dalam memilih 

desentralisasi salah satunya adalah efesiensi-efektivitas penyelenggaraan 

pemerintahan. Pemerintah negara mengelola berbagai dimensi kehidupan, seperti 

misalnya bidang sosial, kesejahteraan masyarakat, ekonomi, keuangan, politik, 

integrasi, sosial, pertahanan, keamanan dalam negeri, dan lain-lainnya. 

Pemerintah negara juga mempunyai fungsi regulatif.3 

Dalam aspek fungsi yuridis negara, keberadaan dari peraturan Gubernur 

ini merupakan bentuk dari jaminan negara adanya rasa keadilan dalarn kehidupan 

masyarakat. Sebagaimana dengan fungsi yuridis (7egal function), dalam 

melaksanakan fungsinya, negara hams dapat menjamin adanya rasa keadilan 

dalam kehidupan masyarakat. Dalam ha1 ini negara berkewajiban untuk 

mengatur tata bernegara dan tata bermasyarakat, agar setiap konflik-konflik yang 

terjadi dalam masyarakat dapat diselesaikan menurut kriteria yang telah hidup 

dan diakui kebenarannya oleh masyarakat itu sendiri, yakni kriteria hukurn. 

Afan Gaffar dkk, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar 
bekerjasarna dengan Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan, Yogyakarta, cetakan VI, 
2005, hlm 20. 



Segala perbuatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun negara 

sendiri harus dapat dikembalikan kepada aturan hukum yang berlaku. Segala 

sepak terjang pemerintah harus berlandaskan kepada aturan permainan yang 

diatur oleh kaidah-kaidah h u k ~ m . ~  

Keinginan yang sangat urgen dari adanya Peraturan Gubernur untuk 

menyelesaikan perselisihan tapal batas antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan 

Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana fingsi negara secara yuridis tersebut di 

atas, melahirkan harapan dan kendala. Harapan tersebut muncul ketika kalangan 

yang bertikai menerima konskuensi dari Peraturan Gubernur, dan menjadi 

kendala muncul ketika penerimaan oleh sebagian lainnya atas Peraturan 

Gubernur tidak sepenuh hati, bahkan konflik dan penolakan seperti yang te~jadi 

di daerah-daerah perbatasan Km 17 masih terjadi. 

Kondisi-kondisi dengan kenyataan yang memperlihatkan bahwa konflik 

pada daerah perbatasan merupakan ancaman penegakkan integralisasi negara 

Indonesia, maka perlu segera diselesaikan dengan arif dan bijaksana agar makna 

negara kesatuan dan otonomi dapat berjalan dengan seimbang. Mengutip dari 

buku Ni'matul Huda, bahwa Negara kesatuan merupakan landasan batas dari isi 

pengertian otonomi. Berdasarkan landasan batas tersebut dikembangkanlah 

berbagai peraturan (rules) yang mengatur mekanisme yang akan menjelma 

keseimbangan antara tuntutan kesatuan dan tuntutan otonomi. Disini pulalah 

letak kemungkinan spanning yang timbul dari kondisi tarik menarik antar kedua 

kecenderungan tersebut. Tarik menarik itu bukanlah suatu yang perlu 

dihilangkan. Upaya untuk menghilangkan tidak akan pernah berhasil karena ha1 

Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dun Peradilan 
Tata Usaha di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, cetakan ketiga, 2000, hlm 3. 



ini merupakan suatu yang alami. Kehidupan bemegara dan pemerintahan tidak 

pernah terlepas dari kehidupan masyarakat, baik masyarakatnya sendiri maupun 

masyarakat diluamya. Negara atau pemerintah yang baik adalah yang berkiprah 

sesuai dengan dinamika masyarakatnya dalam kondisi itulah semestinya dilihat 

kecenderungan ke arah kesatuan atau otonorni5 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang perrnasalah tersebut di atas. berkaitan 

dengan sengketa yang terjadi antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan 

Kabupaten Indragiri Hilir mengenai daerah perbatasan di Krn 17 Desa 

Sencalang, dengan ini penulis dapat dirumuskan beberapa persoalan dalarn 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana sengketa perbatasan antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan 

Kabupaten Indragiri Hilir. 

2. Bagaimana implementasi Sengketa Perbatasan di Km 17 Desa Sencalang 

antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir 

berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2005. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perurnusan masalah tersebut di atas, kiranya dapat 

dirumuskan beberapa tujuan dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan memahami garnbaran tentang persengketaan 

perbatasan di Km 17 Desa Sencalang yang terjadi sebelum keluarnya 

5 Ni'matul Huda, Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah, FH UII Press, Yogyakarta, cetakan pertama, 2007, hlm 7. 



Peraturan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2005 antara Kabupaten 

Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir. 

2. Untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian sengketa perbatasan di 

Km 17 Desa Sencalang antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan 

Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 

28 Tahun 2005. 

D. Kerangka Teori 

Dasar penting dari pelaksanaan kehidupan bernegara adalah dmokrasi. 

Sebagaimana diketahui demokrasi merupakan pengertian dari makna kedaulatan 

rakyat, yang memberikan kekuasaan tertinggi kepada rakyat. Hal ini berarti 

kekuasaan tertinggi dan tidak terbatas ada pada rakyat. Pada hakikatnya 

. kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. 

Konsep seperti ini salah satunya dianut UUD 1945 seperti nampak dalam 

pembukaan UUD 194.5 alinea keempat yang berbunyi: " .... Maka disusunlah 

kemerdekaan berbangsa Indonesia itu dalam suatu UUD Negara Indonesia yang 

terbentuk dalarn suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan 

rakyat dengan berdasar kepada . . . .". 
Konsep demokrasi yang berasal dari kebudayaan Yunani telah banyak 

mengalami perkembangan dan perubahan yang pesat, baik dalam teori maupun 

praktek di sejumlah negara yang disebut demokratis. Demokrasi dipandang 

sebagai pengejawantahan yang paling tepat dan ideal untuk semua sistem 

organisasi politik dan sosial modern. 



Secara urnurn di dalam sistem pemerintahan demokrasi mengandung 

unsur-unsur yang paling penting dan mendasar diantaranya berkaitan dengan 

ketertiban warga negara dalam pembuatan keputusan politik dan tingkat 

persamaam tertentu diantara warga negara serta tingkat kebebasan atau 

kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Dalam 

pandangan yang lainnya, demokrasi setidak-tidaknya harus terdapat unsur sistem 

penvakilan dan adanya suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas. 

Demokrasi sebagai sebuah prinsip dari kehidupan bernegara, memiliki 

srti penting bagi suatu pembangunan masyarakat dalam suatu negara, sehingga 

pilihan terhadap demokrasi adalah sesuatu yang hams diarnbil untuk dijalankan 

dalam sistem pemerintahan dan sistem bernegara. Makna demokrasi tersirat 

dalam konteks pemencaran kekuasaan baik secara vertikal maupun horizontal. 

Pemencaran kekuasaan ini dapat juga dikenal dalam istilah otonomi atau 

desentralisasi. 

Definisi tentang desentralisasi tidak ada yang tunggal, namun banyak 

definisi dikemukakan oleh para pakar mengenai desentralisasi. Dari semua 

definisi yang ada, secara garis besar ada dua definisi tentang desentralisasi, yaitu 

definisi dari perspektif administratif dan perspektif politik. Berdasarkan 

perspektif administratif, desentralisasi didefinisikan sebagai the transfer of 

administrative responsibility @om central to local governments. Disini 

desentralisasi sesungguhnya kata lain dari dekonsentrasi. Dekonsentrasi sendiri 

menurut Parson, adalah the sharing of power between members of the same 

ruling group having authority respectively in different area of the state. Atau 

dalam bahasa Rondinelli dekonsentrasi adalah pengalihan beberapa kewenangan 



atas tanggung jawab administrasi di dalam suatu kementerian atau jawatan. 

Disini tidak ada transfer kewenangan yang nyata, bawahan hanya menjalankan 

kewenangan atas narna atasannya dan bertanggungjawab kepada atasannya. 

Dalarn bahasa UU Otonomi Daerah, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang 

dari pemerintah pusat ke pemerintah daeraIx6 

Dalam perspektif politik, Smith mengatakan desentralisasi adalah the 

transfer of power, from top level to lower level, in a territorial hierarchy, which 

could be one of government whitin a state, or ofJices whitin a large organization. 

Sementara Mawhod mengatakan bahwa desentralisasi adalah devolution of 

power @om central government. Sedangkan dalam pengertian UU Otonomi 

Daerah, desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan wewenang dari 

pemerintah pusat ke pemerintah daerah.7 

Cheema dan Rondinelli, dalam memberikan pengertian desentralisasi 

cukup luas. Mereka dalam memberikan batasan mencakup juga perspektif 

desentralisasi politik dan perspektif politik. Dalam konteks itu mereka 

mengartikan desentralisasi mencakup dekonsentrasi, delegasi, devolusi, 

dan privatisasi atau debir~kratisasi.~ 

Dari penjelasan di atas, sekali lagi bahwa konsep desentralisasi secara 

urnurn dapat dikatagorikan ke dalam dua perspektif utama, yakni perspektif 

desentralisasi politik dan desentralisasi administrasi satu diantara perbedaan 

mendasar dari dua perspektif ini terletak pada rumusan definisi desentralisasi itu 

sendiri. Perspektif desentralisasi politik mendefinisikan desentralisasi pusat 

Lili Romli, Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal, Pustaka 
Pelajar, Yogyakarta, cetakan I, 2007, hlm 4. 

' Ibid., hlm 5 
Ibid.,hlm5 



kepada pemerintah daerah. Sementara perspektif desentralisasi adrninistrasi 

mendefinisikan desentralisasi sebagai delegasi wewenang adrninistratif, 

administrative azcthorithy, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah? 

Adanya perbedaan antara dua perspektif dalam mendefinisikan 

desentralisasi, telah memiliki implikasi pada perbedaan dalam merumuskan 

tujuan utama yang hendak dicapai. Perspektif desentralisasi politik menekankan 

bahwa tujuan utama dari desentralisasi adalah untuk mewujudkan demokratisasi 

di tingkat lokal sebagai persarnaan politik, akuntabilitas lokal, dan kepekaan 

lokal. Disisi lain, perspektif desentralisasi adminsitrasi lebih menekankan pada 

aspek efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan ekonomi 

di daerah, sebagai tujuan utama dari desentralisasi. Selain memiliki beberapa 

perbedaan mendasar, seperti dikemukakan di atas, perspektif desentralisasi 

politik dan desentralisasi administrasi juga memiliki persamaan, yakni kedua- 

duanya mendudukan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai faktor penentu bagi 

pencapai atau sebaliknya tujuan desentralisasi. lo  

Desentralisasi bukan merupakan pilihan yang mudah bagi Indonesia. 

Dengan wilayah geografis yang sangat luas yang terurai dalam puluhan ribu 

pulau, serta masyarakat yang sangat heterogen, desentralisasi memang seringkali 

menjadi dilema. Apresiasi terhadap keberagaman menuntut desentralisasi yang 

pada gilirannya melahirkan otonomi daerah. Penghargaan ini bisa menghasilkan 

dukungan daerah terhadap pemerintah nasional. Oleh karena itu, negara-bangsa 

Ibid., hlm 5-6 
' O  Ibid., hlm 6 , 



Indonesia memulai perjalanannya dengan pilihan pemerintahan yang 

desentralisasi. " 

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia menganut asas desentralisasi 

dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk 

menyelenggarakan otonomi daerah. Desentralisasi merupakan salah satu sendi 

susunan negara yang diterima dan disepakati oleh para pembentuk Negara 

Republik Indonesia. l2 

Para pendiri bangsa Indonesia menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah 

bangsa yang heterogen dan terdiri dari berbagai daerah yang mana masing- 

masing daerah memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Lebih lanjut dalam buku 

Affan Gafar dkkI3 mengatakan, proses terjadinya integrasi nasional merupakan 

pengalaman yang sangat panjang bagi bangsa Indonesia, karena Negara 

Indonesia seperti yang dikenal sekarang ini merupakan ciptaan dari kalangan 

pejuang kemerdekaan untuk membebaskan diri dari kolonialisme dan 

imperialisme Belanda. Kalangan pejuang kemerdekaan pada waktu itu tentu 

sudah memiliki imajinasi seperti apa sebuah negara yang &an dibentuk, atau 

seperti apa nation state yang kemubian dikenal dengan nama Indonesia. 

Reinhard Bendix menyatakan bahwa integrasi nasional merupakan 

sebuah proses perubahan loyalitas dari loyalitas yang bersifat sempit, yang 

bersurnber dari nilai-nilai yang askriptif atau melekat dalam kelompok 

masyarakat, ke dalam sebuah loyalitas yang luas yang bernama "Negara- 

Bangsa". Proses tersebut bermula dari pemberian atau pengakuan hak 

" Abdul Gaffar Karim (Editor), Op.Cit., hlm 33 
l2 Bagir Manan, Hubungan antara Pusat dun Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar 

Harapan, Jakarta, 1994, hlm 19 
l3 Afan Gaffar dkk, Op-Cit., hlm 263-264 



kewarganegaraan atau hak-hak politik kepada warga masyarakat yang semula 

tidak memilikinya. l4 

Alasan tersebutlah kemudian menjadi penegasan atas kesepakatan 

masyarakat Indonesia tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, sebagaimana penegasan tersebut dituangkan dalam UUD 1945 Pasal 1 

ayat (I), Negara Indonesia secara tegas dinyatakan sebagai suatu negara kesatuan 

yang berbentuk republik. Ni7matul ~ u d a ' ~  menyatakan, prinsip pada negara 

kesatuan ialah bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap 

urusan negara ialah pemerintah pusat tanpa adanya suatu delegasi atau 

pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah (local government). Dalarn 

negara kesatuan terhadap asas bahwa segenap urusan negara tidak dibagi antara 

pemerintah pusat dengan pemerintah lokal sedemikian rupa, sehingga urusan- 

urusan negara dalarn negara kesatuan tetap merupakan suatu negara dalam 

negara kesatuan tetap merupakan kebulatan dan bahwa pemegang kekuasaan 

tertinggi di negara itu ialah pemerintah pusat. 

Mengapa Indonesia mengadopsi sebuah kebijaksanaan desentralisasi. atau 

otonomi daerah yang barn dan berbeda sekali dengan pengalaman 

penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 30 tahun yang ditempuh 

pemerintah Orde Baru? Ada beberapa rasionalitas bagi munculnya sebuah 

agenda baru kebijaksanaan nasional tentang pemerintah daerah yang 

menekankan kepada desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang luas 

kepada daerah. Ada beberapa alasan yang dapat diuraikan di bawah ini:16 

l4 Ibid., hlm 264 
Ni'matul Huda, Op-Cit., hlm 6 

l6 Afan Gaffar dkk, Op-Cit., hlm 36 - 43 



terciptanya masyarakat demokratis yang berkeadilan berjalan lebih cepat, 

merupakan gambaran sebuah dinamika dari bangsa Indonesia dalam menjawab 

tantangan perubahan zarnan dan memberikan visi dalam upaya menciptakan 

masa depan yang lebih baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat tersebut. Majelis 

Permusyawaratan Rakyat berpendapat bahwa penyelenggaraan otonomi daerah 

merupakan salah satu upaya strategis yang memerlukan pemikiran yang matang, 

mendasar, dan berdimensi jauh ke depan. Pemikiran itu kemudian dirumuskan 

dalam kebijakan otonomi daerah yang sifatnya menyeluruh dan dilandasi oleh 

prinsip-prinsip dasar demokrasi, kesetaraan, dan keadilan disertai oleh kesadaran 

akan keanekaragaman kehidupan kita bersama sebagai bangsa dalam semangat 

Bhineka Tunggal Ika. Kebijakan otonomi daerah diarahkan kepada pencapaian 

sasaran-sasaran sebagai berikut: 

1. Peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreatifitas 

masyarakat serta aparatur pemerintahan di daerah. 

2. Kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah 

daerah dan antar pemerintah daerah dalam kewenangan dan 

keuangan. 

3. Untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi, dan 

kesejahteraan masyarakat di daerah. 

4. Menciptakan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah. 

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan penegasan tentang 

pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan 

pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan 



mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak- 

hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari daerah-daerah Provinsi 

yang di dalamnya terdiri dari daerah-daerah Kabupaten dan Kota, yang terikat 

dalam wadah Negara Kaesatuan Republik Indonesia. Walaupun daerah-daerah 

tersebut memiliki otonomi dalam mengurus urusan rumah tangganya sendiri 

narnun masih terikat dalam ikatan Negara Kesatuan dan tidak merupakan bagian- 

bagian yang terpisah sebagai negara bagian.bijakan desentralisasi dan otonomi 

daeerah diharapkan dapat mengatasi berbagai gejala dan kemungkinan 

berkembangnya disintegrasi bangsa sekaligus meningkatkan pemberdayaan 

masyarakat dalam dinamika pertumbuhan pembangunan secara mandiri dari 

bawah yang lebih menjarnin keadilan di masa mendatang. Walaupun dalam 

prakteknya tidak dapat dipngkiri bahwa desentralisasi cenderung untuk diartikan 

sebagai suatu kewenangan dan kebebasan mengatur dan mengurus rurnah 

tangganya sendiri, sehingga banyak yang melupakan bahwa Negara Republik 

Indonesia adalah Negwa Kesatuan. 

Pada era reforrnasi ini pemerintah telah mengeluarkan dua kebijakan 

tentang otonomi daerah. Pertama adalah UU No. 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua adalah UU No. 32 Tahun 

2004 Tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 

Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

Kelahiran UU No. 32 Tahun 2004 sebagai revisi terhadap UU No. 22 

Tahun 1999, menerapkan prinsip otonomi seluas-luasnya dan prinsip otonomi 



yang nyata serta bertanggungiawab. Dalam penjelasan undang-undang ini 

dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi seluas-luasnya dalam arti 

daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan 

pemerintahan, diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam 

undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah 

untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan 

masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Kemudian dalam penjelasan UU No. 22 Tahun 2004 disebutkan tentang 

prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan 

pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang 

senyatanya telah ada dan berpotensi untuk turnbuh, hidup dan berkembang sesuai 

dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi 

bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang 

dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam 

penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud 

pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan 

nasional. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus 

selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu 

memperhatikan keperitingan dan aspirasi yang turnbuh dalam masyarakat. 

Berbeda dengan UU No. 22 Tahun 1999 yang menggunakan tenninologi 

pembagian kewenangan, sedangkan UU No. 32 Tahun 2004 menggunakan 

terminologi pembagian urusan, dimana ada yang menjadi urusan pemerintah dan 

urusan daerah otonom. Dalam pembagian ini, yang disebutnya urusan 



pemerintah, ada yang menjadi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

pemerintahan dan ada urusan pemerintahan yang bersifat concurrent, yang dalam 

pengaturannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama 

antara pemerintah dan pemerintah daeral~.'~ 

Penjelasan UU No. 32 Tahun 2004 menegaskan, urusan pemerintah yang 

bersifat concurrent artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam 

bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dm 

Pemerintah Daerah. Dengan demikian setiap urusan yang bersifat concurrent 

senantiasa ada baian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, ada bagian 

urusan yang diserahkan kepada Provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan 

kepada KabupatenKota. 

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah meliputi: 

politik luar negeri dalam arti mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk 

warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasionalm menetapkan 

kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan 

kebijakan perdagangan luar negeri, dan sebagainya; pertahanan misalnya 

mendirikan d m  membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, 

menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, 

membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, 

menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara 

dan sebagainya; keamanan misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian 

negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang yang 

melanggar hukum negara, menindak kelompok atau organisasi, yang kagiatannya 

l 7  Lili Romli, Op-Cit., hlm 23 



mengganggu keamanan negara dan sebagainya; moneter misalnya mencetak 

uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, 

mengendalikan peredaran uang dan sebagainya; yustisi misalnya mendirikan 

lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga 

pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, 

memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, Peratura 

Pemerintah pengganti undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan lain 

yang berskala nasional dan lain sebagainya; dan agama, misalnya menetapkan 

hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan 

terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam 

penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan sebagainya, dan bagian tertentu 

m s a n  pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada 

daerah. 

Pengalaman dari banyak negara mengungkapkan pemberian otonorni 

secara luas kepada daerah-daerah merupakan salah satu resep politik penting 

untuk mencapai sebuah stabilitas sistem dan sekaligus membuka kemungkinan 

bagi proses demokratisasi yang pada gilirannya semakin mengukuhkan stabilitas 

sistem secara keseluruhan. Spanyol melakukannya selepas meninggal Franco. 

Jerman bahkan dipaksa untuk menerima sebuah format federasi ketika sekutu 

menaklukkannya dalam Perang Dunia 11, Philipina berusaha mengakhiri 

pemberontakan panjang di Mindanao dengan merancang sebuah format 

hubungan khusus antara Manila dengan kawasan yang dikuasai sparatis muslim 

ini.I8 

18 Abdul Gaffar Karim (Editor), Op-Cit., hlm 17 



Argumen-argumen pokok yang bisa ditelusuri dari pengalaman berbagai 

negara di atas mengungkapkan secara gamblang bahwa derajat stabilitas sistem 

bisa dicapai melalui pengaturan politik dan pemerintah yang bercorak 

desentralisasi, bahkan federatif justru karena di dalam format yang ada dapat 

mengakomodasi empat hal paling sensitif dalam dunia politik, yalcni sharing of 

power, sharing of revenue, empowering lokalitas serta pengakuan dan 

perhonnatan terhadap identitas kedaerahan. Pengalaman Indonesia sendiri 

pengungkapkan inilah empat area paling sensitif yang selalu menjadi ganjalan 

hubungan pusat-daerah yang berakibat pada instabilitas sistem secara makro.lg 

Jika substansi dari pergulatan politik kebangsaan Indonesia adalah untuk 

mewujudkan sebuah sistem yang stabil yang ditegakan di atas kebanggaan dan 

kepatuhan pada "Keindonesiaan", maka pilihanpada pemberian otonomi daerah 

yang seluas-luasnya merupakan jawaban tak terhindarkan. Bahkan lebih dari 

sekedar itu, pemencaran kekuasaan secara geografis lewat pemberian otonomi 

yang luas sekaligus akan berakibat pada proses demokratisasi sistem secara 

kesel~ruhan.~' 

Pemencaran kekuasaan secara geografis, secara jelas menihilkan 

terjadinya konsentrasi kekuasaan secara spatial dengan segala akibat negatif. 

Dengan alasan ini, maka penyebaran kekuasaan secara geografis (sharing of 

power) akan menciptakan kemungkinan bagi terjadinya pelunakan-pelunakan 

sejumlah parameter primordial seperti yang saat ini sangat menonjol di berbagai 

Ibid., hlm 17-18 
20 Ibid., hlm 18 



daerah. Di samping itu tentunya, akan memfasilitasi proses demokratisasi yang 

sehat2' 

Demikian pula sharing revenue akan memberikan kepuasan ekonomi 

bagi daerah-daerah. Akan tetapi terdapat peluang yang sangat besar bagi 

terjadinya ketimpangan antar daerah sebagai h g s i  dari penguasaan SDA yang 

berbeda. Tetapi pengalaman banyak negara menunjukkan, sebuah strategi 

pembangunan yang tepat dan pengembangan sistem alokasi anggaran yang tepat, 

dm introduksi teknologi serta penerapan sebuah sistem distribusi nasioanal yang 

baik akan mampu . menjembatani persoalan ini. Hal ini secara jelas 

didemonstrasikan oleh kasus Jerrnan. Kawasan Bavaria yang dulunya sangat 

tertinggal justru kini menjadi salah kontributor paling utama yang hams 

menanggung kesulitan-kesulitan dari sejumlah kawasan yang di masa lalu sangat 

luar biasa secara ekonomi karena merupakan pusat dari aktivitas eksplorasi 

Surnber Daya ~ 1 a . m . ~ ~  

E. Metode Penelitian 

1. Obyek Penelitian 

Sengketa perbatasan antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten 

Indragiri Hilir. Penyelesaian Sengketa Perbatasan di Km 17 Desa 

Sencalang antaa Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri 

Hilir berdasarkan Peraturan Gubernur No. 28 Tahun 2005. 

2. Surnber Data 

Ibid, hlm 18-19 
22 Ibid., hlm 19 



Berupa data-data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang 

peneliti peroleh dari lapangan yang berkaitan dengan sengketa perbatasan 

antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir. 

Sedangkan data sekunder terdiri dari: 

a. Bahan hukum primer, yaitu: 

berupa peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Dasar 

1945, Undang-undang lVomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang 

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah 

Otonom, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan 

Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2005 Tentang 

Penetapan dan Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Indragiri 

Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir. 

b. Bahan hukum sekunder 

Berupa literatur-literatur seperti buku-buku, makalah, hasil penelitian, 

swat kabar, internet dan lain sebagainya. 

c. Bahan hukum tertier, terdiri kamus. 

Metode Pendekatan 

Penelitian ini bersifat doktrinal, sehingga menekankan pada yuridis 

nonnatif yang membahas obyek penelitiam dengan menitikberatkan pada 

aspek-aspek yuridis berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. 



4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Pustaka, dimana beberapa data sekunder berusaha dikumpulkan 

yang meliputi bahan hukum primer maupun sekunder dan tertier yang 

sesuai dengan penelitian. 

b. Dekumentasi, dalam ha1 ini peneliti mengumpulkan beberapa bahan 

yang berupa dokumen yang terkait dengan sengketa antar daerah di 

Kabupaten Indragiri Hulu dekumen dengan Kabupaten Indragiri Hilir, 

baik yang berupa swat dari Pemerintahan Provinsi Riau, swat 

Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, swat Pemerintahan 

Kabupaten Indragiri Hilir, swat Kepala Desa, Swat Kecamatan, 

dan lain sebagainya. 

5. Analisis Data 

Kualitatif denga cara melakukan penafsiran-penafsiran terhadap data-data 

yang sudah tersedia yang kemudian dilakukan pengelompokan dan 

sistematisasi. Berbagai data-data yang sudah ada kemudian dikaji dan 

dianalisis secara yuridis normatif. 

F. Sistematika Penulisan 

BAB I : merupakan bab pendahuluan yang didalarnnya akan terdiri latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan peneltian, kerangka 

teori dan metode penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB I1 : bab ini merupakan bab teori yang akan menyajikan dan meninjau 

tentang Demokrasi, IVegara Hukum dan Otonomi Daerah. Dalam 

bagian ini akan dibahas satu persatu mulai dari demokrasi. 



Selanjutnya dalarn bagian negara hukum akan dibahas tentang 

pengertian nengara hukum dan syarat-syarat dari negara hukum. 

Kemudian dalam bagian otonomi akan dibahas tentang otonomi 

daerah dalam konsep negara kesatuan Republik Indonesia, yang 

terdiri dari pengertian desentralisasi dan otonomi daerah, arti 

penting desentralisasi, pengertian otonimi daerah dan kewenangan 

daerah, serta pemerintah daerah. 

BAB I11 : bab ini merupakan bab pembahasan dan rumusan masalah. Dalam 

bagian ini akan dikaji tentang Penyelesaian Sengketa Perbatasan 

Antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Indragiri Hilir di 

Kilometer 17 Desa Sencalang Menurut Peraturan Gubernur 

Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas 

Daerah Antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten 

Indragiri Hilir. Dalam bagia pertama akan coba digambarkan 

konflik atau perselisihan yang terjadi sebelum adanya Peraturan 

Gubernur Nomor 28 Tahun 2005 yang mencakup alasan lahirnya 

konflik tersebut, kemudian dilanjutkan dengan upaya-upaya 

dalam mengenai perselisihan yang terjadi. Pada bagian 

selanjutnya akan dibahas dan dikaji terkait dengan penyelesaian 

perselisihan yang terjadi di daerah perbatasan pada Km 17 Desa 

Sencalang dengan mendasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 

28 Tahun 2005. 

BAB IV : bagian ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan 

dan saran. Dalam bagian kesimpulan akan diberikan jawaban 



ringkas terhadap pennasalahan yang sudah dikaji. Kemudian pada 

bagian saran akan dijabarkan beberapa saran atas usulan dalam 

kerangka penyelesaian perselisihan antardaerah Kabupaten 

Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir. 



BAB I1 

TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM, DEMOKRASI 

DAN OTONOMI DERAH 

A. Tinjauan tentang Negara Hukum 

Pemikiran atau konsepsi manusia merupakan anak zaman yang lahir dan 

berkembang dalam situasi kesejarahan dengan berbagai pengaruhnya. Pemikiran 

atau konsepsi manusia tentang negara hukum juga lahir dan berkembang dalam 

situasi kesejarahan. Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap 

sebagai konsep universal, tetapi pada tataran implementasi ternyata memiliki 

karakteristik beragam. Hal ini karena pengaruh-pengaruh situasi kesejarahan 

tadi, di samping pengaruh falsafah bangsa, ideologi negara, dan lain-lain. Atas 

dasar itu, secara historis dan praktis, konsep negara hukurn muncul dalam 

berbagai model seperti negara hukum menurut Alqur'an dan Sunnah atau 

Nomokrasi Islam, negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang 

dinamakan rechtsstaat, negara hukurn menurut anglo saxon (rule of law). 23 

Pengertian tentang negara hukurn masih terus berkembang. Pertarna kali 

cita negara hukum ini dikemukakan dalam Abad XVII di Inggris dan merupakan 

latar belakang Revolusi 1688, serta merupakan reaksi terhadap kesewenang- 

wenangan di masa lampau.24 Pengertian negara hukum sebenarnya sudah lama. 

Dalam perpustakaan Yunani Kuno sudah disinggung tipe negara yang ideal yang 

- 

23 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, FH UII Press,Yogyakarta, cetakan ketiga, 
2003,hlm 1 

24 Azhary, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya, 
UI Press, Jakarta, cetakan pertama, 1995, hlm 1 



dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles. Dalam filsafatnya, keduanya 

menyinggung angal-angan manusia yang berkorespondensi dengan dunia yang 

mutlak yang disebut: (1) Cita-cita untuk mengejar kebenaran, (2) Cita-cita untuk 

mengejar kesusilaan, (3) Cita-cita untuk mengejar keindahan, (4) Cita-cita untuk 

mengejar keadilan.25 

Cita negara hukum yang dikemukakan oleh Plato dan kemudian 

pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles. Kedua buku hasil pemikiran dari 

Plato sebagai b e r i k ~ t : ~ ~  

1. Politeic ditulis oleh Plato yang mengungkapkan rasa prihatinnya 
melihat keadaan negaranya yang dipimpin oleh orang yang haus 
akan harta, kekuasaan, dan gila horrnat. Pemerintah sewenang- 
wenang yang tidak memperhatikan penderitaan rakyatnya. Dalam 
buku ini dikemukakan ide berupa suatu negara yang ideal sekali 
sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari 
pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung 
tinggi. Namun cita negaranya Plato ini tidak pernah bisa 
dilaksanakan, karena hampir tidak mungkin mencari manusia 
yang sempurna, bebas dari hawa nafsu dan kepentingan pribadi. 

2. Oleh karena itu sudah dalam karya ilmiahnya yang kedua yang 
berjudul Politicos, Plato sekali lagi hanya warga negaranya saja, 
karena hukum dibuat manusia tentunya tidak hams berlaku bagi 
penguasa itu sendiri, karena penguasa di samping memiliki 
pengetahuan untuk memerintah juga termasuk pengetahuan 
membuat hukurn. Akan tetapi dalam karya ilmiahnya yang ketiga 
yang dihasilkannya ketika usia sudah lanjut dan sudah banyak 
pengalaman, Plato mulai mengubah pendiriannya dengan 
memberikan perhatian dan arti yang lebih tinggi pada hukurn. 
Penyelenggaraan pemerintah yang baik ialah yang diatur oleh 
hukurn. 

Cita Plato dalam Nomoi ini kemudian dilanjutkan oleh muridnya bernama 

Aristoteles. Karya ilmiahnya yang relevan dengan masalah negara ialah yang 

berjudul Politica. Dalam karyanya disamping membahas masalah kenegaraan 

juga meneliti dan memperbandingkan 158 konstitusi dari negara-negara Yunani. 

25 Moh Kusnardi dan Bintan Saragih, Ilmu Negara, Gaya Media Pratama, Jakarta, 
1988, hlm 14 

26 Azhary., Op-Cit, hlm 20 



Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan 

konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ia mengatakan:27 

"Aturan yang konstitusional dalam negara berkaitan secara erat, juga 
dengan pertanyaan kembali apakah lebih baik oleh manusia atau 
hukum terbaik, selama suatu pemerintahan menurut hukum, oleh 
sebab itu spremasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai tanda 
negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tak 
selayaknya". 

Dikemukakannya juga bahwa ada tiga unsur dari pemerintahan 

berkonstitusi, yaitu pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan 

umum; kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasar 

ketentuan-ketentuan umum, bukan hukurn yang dibuat secara sewenang-wenang 

yang mengenyampingkan konvensi dan konstitusi; ketiga, pemerintahan 

berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, 

bukan berupa paksaan tekanan seperti yang dilaksanakan pemerintah despotis. 

Pemikirannya ini jelas sekali merupakan kelanjutan cita pemikiran Plato yang 

merupakan cita negara hukum yang dikenal sekarang. Ketiga unsur yang 

dikemukakan Aristoteles ini dapat ditemukan di semua negara hukum. Dalarn 

bukunya Politica, Aristoteles mengatakan:28 

"Konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara, dan 
menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan, dan 
apa akhir dari setiap masyarakat, konstitusi merupakan aturan-aturan, 
dan penguasa hams mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut" 

Dalam prinsip negara hukum, kekuasaan hams dijalankan berdasarkan 

aturan-aturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan tertulis yang 

tertinggi sampai kepada aturan tertulis yang paling rendah. Pelaksanaan hukum 

yang konsisten dengan nilai-nilai yang terkandung di dalarnnya, memberikan 

27 Ibid, hlm 20 
28 Ibid., hlm 20 



jaminan terhadap berlangsungnya demokrasi. Demokrasi yang hendak dijalankan 

membutuhkan adanya suatu keadilan dan kepastian hukum. Oleh karenanya 

setiap penyelenggara negara hams marnpu mengimplementasikan prinsip-prinsip 

hukum. 

Dengan mengikuti jalan perubahan pikiran Pluto yang layak bagi 

penentuan pelaksanaan pemerintahan, hukum sudah mulai berperan. Dan hukum 

yang bukan merupakan paksaan dari penguasa melainkan diberlakukan sesuai 

dengan kehendak warganegara, yang dengan hukum itu diharapkan akan tercapai 

keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Cita negara hukum ini lama 

dilupakan orang, baru pada awal Abad XVII timbul kembali di Barat. Timbulnya 

pemikiran negara hukum ini merupakan reaksi terhadap pemikiran kekuasaan 

absolut, terutama sekali adanya kekuasaan raja yang sewenang-wenang. Jadi 

sesuai situasi dan kondisinya pada waktu Plato dan Aristoteles mengemukakan 

cita negara hukumnya. Sedangkan istilah negara hukum itu sendiri baru dikenal 

pada Abad X I X . ~ ~  

Pengertian dari negara hukum, tidak terlepas dari pengertian kedaulatan 

sebagai suatu kekuasaan tertinggi dalarn negara. Mengenai kadaulatan atau 

kekuasaan hukum adalah kedaulatan atau kekuasaan yang ada pada badan 

pembuat undang-undang. Dengan demikian negara mempunyai kekuasaan untuk 

membuat aturan (hukum) dan memberlakukannya, untuk dipatuhi semua orang. 

Di dalamnya mengandung dua aspek yaitu kemandirian mutlak dari satu negara 

terhadap negara lainnya secara keseluruhan dan dimilikinya kekuasaan tertinggi 

29 Ibid., hlm 21. 



oleh orang atau badan pada negara, kepada orang atau badan atau kelompok 

masyarakat dalam wilayahnya. 

Negara hukum menurut F.R. Bothlingk adalah Negara, di mana 

kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum. Lebih 

lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasi pembatasan pemegang 

kekuasaan tersebut, maka diwujudkan dengan cara disatu sisi pembatasan hakim 

dan pemerintah melalui undang-undang dan di sisi lain pembatasan kewenangan 

oleh pembuat undang-undang. A. Hamid S. Attamimi, dengan mengutip 

Burkens, mengatakan bahwa negara hukum (rechtsstaat) secara sederhana 

adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan 

penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah 

kekuasaan hukum. Berkenaan dengan negara hukum ini P.J.P. Tak 

menyebutkan sebagai berikut?' 

Pengejewantahan pemisahan kekuasaan, demokrasi, kesamarataan 
jaminan undang-undang dasar terhadap hak-hak dasar individu adalah 
tuntutan untuk mewujudkan negara hukum, yakni suatu negara dimana 
kekuasaan pemerintah tunduk pada ketentuan undang-undang dan 
undang-undang dasar. Dalam melaksanakan tindakannya, pemerintah 
tunduk pada aturan-aturan hukum. Dalam suatu negara hukum, 
pemerintah terkait pada ketentuan undang-undang yang dibuat oleh 
lembaga perwakilan rakyat berdasarkan keputusan mayoritas. Dalam 
suatu negara hukum, pemerintah tidak boleh membuat keputusan yang 
membedakan (hak) antar warganegara, pembedaan ini dilakukan oleh 
hakim yang merdeka. Dalam suatu negara hukum terdapat satuan unit 
untuk menghindari ketidakbenaran dan kesewenangan-wenangan pada 
bidang pembuat undang-undang dan peradilan. Akhirnya, dalam suatu 
negara hukum setiap warganegara mempunyai jaminan undang-undang 
dasar terhadap suasana yang bebas pengaruh. 

30 Ridwan HR, Op.Cit., Hlm 17 



Adapun pengertian negara hukum belum terdapat kesamaan pendapat 

antara para sarjana. Akibatnya ialah, bahwa di Eropa dikenal dua tipe pokok 

Negara Hukum, yaitu:31 

1. Type Anglo Saxon (Inggris, Amerika), yang berintikan Rule of 
Law; 

2. Type Eropa Kontinental (Jerman, Belanda, Belgia, Skandinavia), 
yang berdasarkan pada kedaulatan hukum (Rechtsouvereiniteit); 
jadi berintikan Rechsstaat (Negara Hukum). 

Unsur Negara Hukum Formal (Rechctstaat), menurut Julius Friderich 

Stahl, a d a l ~ : ~ ~  

1. Adanya perlindungan hak-hak asasi manusia. 
2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin 

hak-hak asasi manusia itu (di negara-negara Eropa Kontinental 
disebut Trias Politika). 

3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan. 
4. Ada peradilan administrasi dalam perselisihan. 

Sedangkan menurut A.V Dicey salah seorang pemikir Inggris yang 

termashur mengemukakan tiga unsur utama pemerintahan yang kekuasaannya di 

bawah hukum (the rule of law), yaitu:33 

1. Superemacy of law, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan 
tertinggi di dalam negara adalah hukum (kedaulatan hukum) 

2. Equality before the law, artinya persamaan dalam kedudukan 
hukum bagi semua warga negara, baik selaku pribadi maupun 
dalam kualifikasinya sebagai pejabat negara. 

3. Constitution based on individual rights, artinya konstitusi itu 
tidak merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia dan jika hak- 
hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi itu hanya 
sebagai penegasan bahwa h a .  asasi itu hams dilindungi. 

Moh Mahfud menjelaskan bahwa konsep rechtsstaat mengutamakan 

prinsip wetmatigheid .yang kemudian menjadi rechtmatigheid, sedangkan the 

31 CST. Kansil d m  Christine ST. Kansil, Hukum Tufa Negara Republik Indonesia 1, 
Rineka Cipta, Jakarta, cetakan ketiga, 2000, hlm 87. 

32 M. Solly Lubis. Ilmu Negara, Alumni, Bandung. Cetakan ke-1, 1975, hlm 57. 
33 Dahlan Thaib, Keadilan Rakyaz, Negara Hukum, d m  Komtitusi, Liberty, Yogyakarta. 

Cetakan kesatu, 1999, hlm 24. 



rule of law mengutamakan equality before the law. Dengan adanya perbedaan 

titik berat dalam pengoperasiannya itu, maka kedua konsep itu juga merinci ciri- 

ciri yang berbeda.34 Persamaan pokok antara Rechtsstaat dengan Rule of law 

adalah adanya keinginan untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak asasi 

manusia, keinginan memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak 

asasi manusia itu, telah diimpikan sejak berabad-abad lamanya dengan 

perjuangan dan pengorbanan yang besar. Faktor utama penyebab timbulnya 

penindasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu karena terpusatnya 

kekuasaan negara secara mutlak pada satu tangan, yakni raja atau negara 

(absolute). Karena itu adanya keinginan untuk memisahkan atau membagikan 

kekuasaan kepada beberapa badan atau lembaga negara lainnya, merupakan 

salah satu cara untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi 

manusia dan sekaligus memberikan jaminan serta perlindungan terhadap hak-hak 

asasi manusia. Demikian pula harapan agar pemerintahan dijalankan berdasarkan 

hukurn atas dasar persamaan dihadapan hukum, terkandung maksud untuk 

mewujudkan pemerintah bukan oleh manusia tetapi oleh hukum (Government by 

laws, nor by men). 35 

Menurut International Commision of Jurist pada kongresnya di Bangkok 

tahun 1965, syarat-syarat yang hams dipenuhi oleh suatu negara 

hukdpemerintah yang demokratis di bawah rule of l m  sebagai b e r i k ~ t : ~ ~  

1. Adanya proteksi konstitusional. 
2. Pengadilan yang bebas dan tidak memihak. 
3. Pemilu yang bebas. 

34 Moh. Mahfud MD, Hukum dun Pilar-pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta, 1999, 
hlm 127. 

" S.F. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dun Upaya Administratif di Indonesia, 
Lebe?; Y ogyakarta, 1997, hlrn 10 - 1 1. 

Dahlan Thaib, Op. Cit., hlrn 25. 



4. Kebebasan untuk berpendapat. 
5. Kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroperasi. 
6. Pendidikan kewarganegaraan. 

Adapun tujuan daripada negara hukum menurut berbagai ahli masing- 

masing berbeda-beda. Adapun dari ahli-ahli tersebut antara lain:37 

1. Ajaran Plato : Negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan 
manusia, baik sebagai perorangan (individu) dan sebagai makhluk 
sosial. 

2. Ajaran Negara Kekuasaan (Machiavelli dan Shang Yang) : 
Negara bertujuan untuk memperluas kekuasaan semata-mata. 
Orang mendirikan negara maksudnya untuk menjadikan agar 
negara tersebut besar dan jaya. 

3. Ajaran Theokratis : Tujuan negara untuk mencapai penghidupan 
dan kehidupan aman tentram dengan taat kepada dan dibahwa 
pimpinan Tuhan. Pemimpin negara menjalankan kekuasaan 
hanyalah berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan 
kepadanya, 

4. Ajaran Negara Polisi (Immanuel Kant) : Negara bertujuan 
mangatur semata-mata keamanan dan ketertiban dalam negara. 

5. Ajaran Negara Hukum : Negara bertujuan menyelenggarakan 
ketertiban hukum, dengan berdasarkan dan berpedoman pada 
hukum. Dalam negara hukum segala kekuasaan dari alat-alat 
pemerintahannya didasarkan atas hukum, hanya hukumlah yang 
berkuasa di negara itu (Government Not by Men, But By Law = 

The Rule of Law). 
6. Negara kesejahteraan (Walfare State = Social Service State): 

Tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Negara 
dipandang sebagai alat belaka yang dibentuk manusia untuk 
mencapai tujuan bersama kemakmuran dan keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat negara tersebut. 

Bagaimana pengertian Negara Hukum di Indonesia? Prof.R.Djokosutono, 

SH mengatakan bahwa negara hukum menurut UUD 1945 adalah berdasarkan 

pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara adalah merupakan 

subyek hukum, dalarn arti rechstaat (badan hukum publik). Karena negara itu 

37 CST.Kansil., Op. Cit., hlm 27 



dipandang sebagai subyek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut di depan 

pengadilan karena perbuatan melanggar huk~m.~ '  

Satu asas yang merupakan pasangan logis dari asas demokrasi adalah 

asas negara hukum, artinya bagi satu negara demokrasi pastilah menjadikan pula 

"hukum" sebagai salah satu asasnya yang lain. Alasannya, jika satu negara 

diselenggarakan dari, oleh dan untuk rakyat, maka untuk menghindari hak rakyat 

dari kesewenang-wenangan dan untuk melaksanakan kehendak rakyat bagi 

pemegang kekuasaan negara haruslah segala tindakannya dibatasi atau dikontrol 

oleh hukum, pemegang kekuasaan yang sebenarnya tak lain hanyalah memegang 

kekuasaan rakyat, sehingga tidak boleh sewenang-wenang. Disebutkan bahwa 

negara hukum menentukan alat-alat perlengkapannya yang bertindak menurut 

dan terikat kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan terlebih dahulu yang 

dikuasakan untuk mengadakan peraturan-peraturan  it^.^' 

Sebagai ciri pertama dari negara hukum adalah adanya pengakuan dan 

perlindungan atas hak-hak asasi manusia. Tentang ciri ini bisa kita temui 

jaminannya di dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-undang Dasar 

1945, yaitu di dalam Pembukaan alinea I bahwa kemerdekaan ialah hak segala 

bangsa, kemudian di dalam alinea IV disebutkan pula salah satu dasar yaitu 

"Kemanusiaan yang adil dan beradab", sedangkan di dalam Batang Tubuh 

Undang-undang Dasar 1945 dapat kita temui beberapa pasal seperti Pasal 27 

(persamaan kedudukan setiap warga negara di dalam hukum dan pemerintahan 

serta persamaan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak), Pasal 28 

(jaminan kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan 

38 Ibid., hlm 90. 
39 Moh. Mahhd, Dasar dun Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Rineka cipta, Jakarta, 

cetakan kedua, 2001, hlm 85. 



Pendobrakan terhadap kedudukan raja-raja absoult ini didasarkan atas 

suatu teori rasionalistis yang urnurnnya dikenal sebagai kontrak sosial (social 

contract). Pada hakekatnya teori-teori kontrak sosial merupakan usaha untuk 

mendobrak dasar dari pemerintahaan absolut dan menetapkan hak-hak politik 

rakyat. Filsuf-filsuf yang mencetuskan gagasan ini antara lain John Locke dari 

Inggris (1 632- 1704) dan Montesquieu dari Perancis ( 1  689-1 755). Menurut John 

Locke hak-hak politik mencakup hak atas hidup, atas kebebasan dan hak untuk 

mempunyai milik ( l i f ,  liberty, and property). Montesquieu mencoba menyusun 

suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak politik itu, yang kemudian dikenal 

dengan istilah Trias Politica. Ide-ide bahwa manusia mempunyai hak-hak politik 

menimbulkan Revolusi Perancis pada akhir abad ke-18, serta Revolusi Amerika 

melawan ~ n ~ ~ r i s . ~ '  

Sebagai akibat pergolakan yang tersebut di atas tadi, maka pada akhir 

abad ke-19 gagasan mengenai demokrasi mendapat wujud yang konkrit sebagai 

program dan sistem politik. Demokrasi pada tahap ini semata-mata bersifat 

politis dan mendasarkan dirinya atas mas-mas kemerdekaan individu, kesamaan 

hak (equal rights), serta hak-pilih untuk semua warga negara (universal 

s u f ~ a ~ e ) .  50 

Dalam pembicaraan tentang demokrasi melekat didalammya tentang 

kedaulatan rakyat. Inti dari ajaran kedaulatan rakyat ini adalah kekuasaan yang 

tertinggi berada di tangan rakyat. Hal inilah yang membedakan antara kedaulatan 

rakyat dengan kedaulatan Tuhan, Negara dan Hukum. 

49 Ibid., hlm 56. 
Ibid., hlm 56. 



Ajaran dari kaum monarkomaken, khususnya ajaran dari Johannes 

Althusius, diteruskan oleh para sarjana dari aliran hukum alam, tetapi yang 

terakhir ini mencapai kesimpulan baru, yaitu bahwa semula individu-individu itu 

dengan melalui perjanjian masyarakat membentuk masyarakat, dan kepada 

masyarakat inilah para individu itu menyerahkan kekuasaannya, yang 

selanjutnya masyarakat inilah yang menyerahkan kekuasaan tersebut kepada 

raja. Jadi sesungguhnya raja itu mendapatkan kekuasaannya dari individu- 

individu ter~ebut .~  

Sekarang persoalannya timbul lagi, yaitu dari manakah individu-individu 

itu mendapatkan kekuasaannya? Sebab mereka ini harus mempunyai terlebih 

dahulu sebelum dapat memberikan kekuasaan itu kepada raja. Jawaban mereka 

ialah bahwa individu-individu tersebut mendapatkan kekuasaan tersebut dari 

hukum alam. Jadi hukurn alam inilah kalau begitu yang menjadi dasar daripada 

kekuasaan raja, maka dengan demikian kekuasaan raja lalu dibatasi oleh hukum 

dam, dan oleh karena raja tadi mendapatkan kekuasaannya dari rakyat, jadi 

yang berdaulat itu adalah rakyat, raja itu hanya merupakan pelaksana dari apa 

yang telah diputuskan atau dikehendaki oleh rakyat. Maka lalu timbul ide baru 

tentang kedaulatan, yaitu kedaulatan rakyat, yang antara lain dipelopori, atau 

malahan orang mengatakan diciptakan oleh J.J. Rousseau. Perlu diingat bahwa 

yang dimaksud dengan rakyat oleh Rousseau itu bukanlah penjumlahan dari 

individu-individu itu, dan yang mempunyai kehendak, kehendak mana yang 

diperolehnya dari individu-individu tersebut melalui perjanjian masyarakat, yang 

oleh Rousseau kehendak tadi disebut kehendak umurn atau volonti ginirale, 

5' Soehino, Ilmu Negara, Liberty Yogyakarta, Jogjakarta, cetakan ketiga, 2000, hlm 160. 



yang dianggap mencerminkan kemauan atau kehendak umum. Sebab kalau yang 

dimaksud dengan rakyat itu adalah penjumlahan daripada individu-individu di 

dalam negara itu, maka kehendak yang ada padanya bukanla kehendak umum 

atau volontd gdndrale, melainkan volontd de 

Apabila dalam suatu negara pemerintah itu dipegang oleh beberapa atau 

segolongan orang, yang sebetulnya ini merupakan kesatuan tersendiri di dalarn 

negara itu, dan yang mempunyai kehendak tersendiri yang disebut volontd de 

corps, akibatnya volontd gdndrale ini akan jatuh bersamaan dengan volontd de 

corps tadi. Dan apabila pemerintahan itu hanya dipegang oleh satu orang tunggal 

saja, yang orang ini juga mempunyai kehendak tersendiri yang disebut volontd 

particulidre, maka akibatnya volontd gindrale akan jatuh bersamaan dengan 

volontd particuldrd itu. Jadi kalau begitu pemerintahaan itu hams dipegang oleh 

rakyat, setidak-tidaknya rakyat itu mempunyai perwakilan di dalam 

pemerintahaan agar volontd gdndrale tadi dapat t envuj~dkan .~~ 

Selain itu perlu juga diingat bahwa yang dimaksud oleh Rousseau dengan 

kedaulatan rakyat itu pada prinsipnya adalah cara atau sistem yang 

bagaimanakah pemecahan sesuatu soal itu menurut cara atau sistem tertentu yang 

memenuhi kehendak umurn. Jadi kehendak umum itu hanyalah khayalan saja 

yang bersifat abstrak, dan kedaulatan itu adalah kehendak umum  it^.^^ 

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratia. Demos 

berarti rakyat dan kratia berarti pemerintahan. Jadi demokratia (demokrasi) 

artinya "pemerintahan rakyat" yang dalam ilmu-ilmu ketatanegaraan modern 

lebih lanjut demokrasi diartikan "pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk 

52 Ibid., hlm 160. 
53 Ibid., hlm 160. 
54 Ibid., hlm 16 1 .  



rakyat". Dengan demikian demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam 

mana kekuasaan untuk pemerintah berasal dari mereka yang diperintah. Atau 

demokrasi adalah suatu pola pemerintahan yang mengikutsertakan rakyat dalam 

proses pengambilan keputusan oleh mereka yang diberi wewenang. Maka 

legitimasi pemerintah adalah kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya. 

Selama hidup, kita adalah anggota dari berbagai macam kelompok atau 

perkumpulan, mulai dari keluarga, lingkungan tempat tinggal, klub-klub dan 

unit-unit kerja sampai pada bangsa dan negara. Dalam semua perkumpulan 

seperti itu dari yang terkecil sampai yang terbesar, keputusan-keputusan h a s  

diambil bagi perkumpulan itu demi kepentingan bersama: mengenai tujuan- 

tujuan yang hendak dicapai, mengenai aturan-aturan yang h a s  dipatuhi, 

mengenai pembagian tanggung jawab dan keuntungan diantara para anggota. Itu 

semua merupakan keputusan-keputusan kolektij yang dibedakan dari keputusan- 

keputusan individual yang dibuat oleh orang-orang yang hanya mewakili diri 

mereka sendiri. Demokrasi adalah bagian dari khazanah pembuatan keputusan 

kolektif ini. Demokrasi mengejawantahkan keinginan bahwa keputusan- 

keputusan seperti itu, yang mempengaruhi perkumpulan secara keseluruhan, 

h a s  diambil oleh semua anggotanya, dan bahwa masing-masing anggota h a s  

mempunyai hak yang sama dalam proses pengambildpembuatan keputusan- 

keputusan tersebut. Dengan kata lain, demokrasi mencakup prinsip kembar 

kontrol rakyat atas proses pembuatan keputusan kolektif dan kesamaan hak-hak 

dalam menjalankan kendali itu. Sejauh prinsip-prinsip ini dilaksanakan dalam 



proses pembuatan keputusan suatu perkumpulan, kita bisa menyebut 

perkumpulan itu demokra t i~ .~~  

Mendefinisikan demokrasi dengan cara seperti itu menjadikan dua ha1 

tampak jelas sejak awal. Pertama, demokrasi tidak hanya menjadi bagian dari 

lingkup negara atau pemerintah, sebagaiamana cenderung kita anggap. Prinsip- 

prinsip demokratis itu relevan bagi pembuatan keputusan kolektif pada berbagai 

perkumpulan. Memang ada hubungan yang sangat erat antara demokrasi di 

tingkat negara dengan demokrasi dalam lembaga-lembaga masyarakat yang lain. 

Meskipun demikian, karena negara adalah perkumpuladorganisasi yang paling 

inklusif, dengan hak untuk mengatur urusan masyarakat secara keseluruhan, 

kewenangan menarik pajak yang bersifat wajib serta kekuasaan atas kehidupan 

para warganya, maka demokrasi pada tingkatan negara menjadi sangat penting. 

Karena itu perhatian utama hams ditujukan pada pemerintahan demokra t i~ .~~  

Butir kedua dalam definisi demokrasi yaitu demokrasi bukanlah sesuatu 

yang absolut ada tidak ada, yang dimiliki secara utuhltidak sama sekali oleh 

suatu perkumpulan. Lebih tepat lagi, demokrasi adalah masalah ukuran; sejauh 

mana prinsip-prinsip kendali rakyat dan kesetaraan politis diwujudkan; seberapa 

besar partisipasi rakyat dalam pengambiladpembuatan keputusan kolektif. 

Secara konvensional kita mungkin akan menyebut suatu negara itu "demokratis" 

jika pemerintahannya terbentuk atas kehendak rakyat yang diwujudkan lewat 

pemilihan umum yang kompetitif untuk memilih orang-orang yang akan 

menduduki jabatan publik, dimana semua orang dewasa mempunyai hak yang 

sama untuk memilih dan dipilih, dan dimana hak-hak politis dan sipil dijamin 

55 David Beetham dan Kevin Boyle, Demokrasi 80 Tanya Jawab, Kanisius, Jogjakarta, 
cetakan kelima, 2004, hlm 19. 

56 Ibid., hlm 20. 



oleh hukum. Meskipun demikian, dalam prakteknya tidak satupun negara dapat 

mewujudkan prinsip kendali rakyat dan kesetaraan politis ini dengan 

sepenuhnya. Sampai sejauh itu, usaha demokratisasi tidak pernah mengenal kata 

akhir; dan para demokrat di seluruh penjuru dunia selalu berjuang keras untuk 

mengkonsolidasikan dan menggalakkan realisasi prinsip-prinsip demokratis, 

apapun rezim yang membawahi mereka atau sistem politik yang mereka a n ~ t . ~ ~  

J.B.J.M. ten Berge menyebutkan Prinsip-prinsip demokrasi sebagai 

1. Perwakilan politik. Kekuasaan politik tertingi dalam suatu negara 
dan dalam masyarakat hukum yang lebih rendah diputuskan oleh 
badan perwakilan, yang diisi melalui pemilihan umum. 

2. Pertanggungjawaban politik. Organ pemerintahan dalam 
menjalankan fimgsinya sedikit banyak tergantung secara politik 
yaitu kepada lembaga perwakilan. 

3. Pemencaran kewenangan. Konsentrasi kekuasaan dalam 
masyarakat pada satu organ pemerintahan adalah kesewenang- 
wenangan. Oleh karena itu kewenangan badan-badan publik itu 
hams dipencarkan pada organ-organ yang berbeda. 

4. Pengawasan dan kontrol (penyelenggaraan) pemerintahan hams 
dapat dikontrol. 

5. Kejujuran dan terbuka untuk umum. 
6. Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan. 

H.D. van Wijk/Willem Koninjnenbelt menyebutkan prinsip-prinsip 

demokrasi, yaitu sebagai ber ik~t : '~  

1. Keputusan-keputusan penting, yaitu undang-undang diambil 
bersama-sama dengan perwakilan rakyat yang dipilih berdasarkan 
pemilihan umum yang bebas dan rahasia. 

2. Hasil dari pemilihan umum diarahkan untuk pengisian dewan 
penvakilan rakyat dan untuk pengisian pej abat-pej abat 
pemerintahan. 

3. Keterbukaan pemerintahan. 
4. Siapapun yang memiliki kepentingan yang (dilanggar) diberi 

kesempatan untuk membela kepentingannya. 

57 Ibid., hlm 2 1. 
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5. Setiap keputusan harus melindungi berbagai kepentingan 
minoritas, dan harus seminimal mungkin menghindari 
ketidakbenaran dan kekeliruan. 

Henry B. Mayo dalam buku Indtroduction to Democratic Theory 

memberi defenisi sebagai berikut: "Sistem politik yang demokratis ialah dimana 

kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil 

yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang 

didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana 

terjaminnya kebebasan politik". 60 

Dalam rangka itu dapat dikatakan bahwa demokrasi didasari oleh 

beberapa nilai (values). Henry B. Mayo telah mencoba untuk memperinci nilai- 

nilai ini, dengan catatan bahwa perincian ini tidak berarti bahwa setiap 

masyarakat demokratis menganut semua nilai yang diperinci itu, bergantung 

kepada perkembangan sejarah serta budaya politik masing-masing. Di bawah ini 

diutarakan beberapa nilai yang dirurnuskan Henry B. 

Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga 
(insitusionalized peaceful settlement of conflict). Dalam setiap 
masyarakat terdapat perselisihan pendapat serta kepentingan, 
yang dalam alam demokrasi dianggap wajar untuk diperjuangkan. 
Perselisihan-perselisihan ini harus dapat diselesaikan melalui 
perundingan serta dialog dalam usaha untuk mencapai kompromi, 
konsensus, dan mufakat. Kalau golongan-golongan yang 
berkepentingan tidak mampu untuk mencapai kompromi, maka 
ada bahaya bahwa keadaan semacam ini akan mengundang 
kekuatan-kekuatan dari luar untuk campw: tangan dan 
memaksakan dengan kekerasan tercapainya kompromi atau 
mufakat. Dalam rangka ini dapat dikatakan bahwa setiap 
pemerintah menggunakan persuasi (persuasion) serta paksaan 
(coercion). Dalam beberapa Negara perbedaan antara dukungan 
yang dipaksakan dengan dukungan yang diberikan dengan 
sukarela hanya terletak dalam intensitas dari pemakaian paksaan 
dan persuasi tadi. Intensitas ini dapat diukur dengan misalnya 

60 Miriam Budiardjo, Op. Cit., hlm 6 1. 
61 Ibid., hlm 62. 



memperhatikan betapa sering kekuasan dipakai, saluran apa yang 
tersedia untuk mempengaruhi orang lain atau untuk mengadakan 
perundingan atau dialog. 
Menjamin terselenggaranya perubahaan secara damai dalam suatu 
masyarakat yang sedang berubah (peaceful change in a changing 
societyl. Dalam setiap masyarakat yang memodemisasikan diri 
terjadi perubahan sosial, yang disebabkan oleh faktor-faktor 
seperti misalnya majunya teknologi, perubahan-perubahan dalam 
pola kepadatan penduduk, dalam pola-pola perdagangan dan 
sebagainya. Pemerintah hams dapat menyesuaikan 
kebijaksanaanya kepada perubahan-perubahan ini dan sedapat 
mungkin membinanya jangan sampai tidak terkendalikan lagi. 
Sebab kalau ha1 ini terjadi, ada kemungkinan sistem demokrasi 
tidak dapat berjalan, sehingga timbul sistem diktatur. 
Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (orderly 
succession of rulers). Pergantian atas dasar keturunan atau dengan 
jalan mengangkat diri sendiri ataupun melalui coup d'etat, 
dianggap tidak wajar dalam suatu demokrasi. 
Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (minimum of 
coercion). Golongan-golongan monoritas yang sedikit banyak 
akan kena paksaan akan lebih menerimanya kalau diberi 
kesempatan untuk turut serta dalam diskusi-diskusi yang terbuka 
dan kreatif; mereka akan lebih terdorong untuk memberikan 
dukungan sekalipun bersyarat, karena merasa turut bertanggung 
jawab. 
Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman 
(diversity) dalam masyarakat yang tercermin dalam 
keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku. Untuk 
hal ini perlu terselenggaranya suatu masyarakat terbuka (open 
society) serta kebebasan-kebebasan politik (political liberties) 
yang mana akan memungkinkan timbulnya fleksibilitas dan 
tersedianya alternative dalam jumlah yang cukup banyak. Dalam 
hubungan ini demokrasi sering disebut suatu gaya hidup (way of 
life). Tetapi keanekaragaman perlu dijaga jangan sampai 
melampui batas, sebab di samping keanekaragaman diperlukan 
juga persatuan serta integrasi. 
Menjamin tegaknya keadilan. Dalam suatu demokrasi umumnya 
pelanggaran terhadap keadilan tidak akan terlalu sering terjadi, 
oleh karena golongan-golongan besar diwakili dalam lembaga- 
lembaga penvakilan, tetapi tidak dapat dihindarkan bahwa 
bebarapa golongan akan merasa diperlakukan tidak adil. maka 
yang dapat dicapai secara maksimal ialah suatu keadilan yang 
relatif (relative justice). Keadilan yang dapat dicapai barangkali 
lebih besifat keadilan dalam jangka panjang. 



Ada banyak pengertian-pengertian demokrasi yang lain, misalnya 

demokrasi parlementer, demokrasi di Amerika Serikat, demokrasi terpimpin, 

demokrasi konstitusional (constitutional democracy), dan sebagainya. Dari 

deretan sebuah demokrasi, terlihat bahwa pengertian demokrasi adalah yang 

pokok (genusnya) dan macamnya (species-nya) sesuai dengan keadaan dan 

tempat. 62 

Demokrasi secara genus berarti pemerintahan oleh rakyat, yang dengan 

demikian mendasarkan ha1 ikhwal kenegaraannya pada kekuasaan rakyat 

sehingga rakyatlah yang berdaulat. Pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan 

mekanisme demokrasi ini dalam sejarah kenegaraan terlaksana dengan berbagai 

cara. Salah satu cara di dunia ini ialah yang di terapkan di Indonesia, bahwa 

segala kegiatan kenegaraan hams didasarkan kepada dasar negara sehingga 

timbul sebutan Demokrasi Pancasila. Bagaimana isi Demokrasi Pancasila 

tersebut? Pada hakekatnya ialah memasalahkan hak dan kewajiban kenegaraan 

di negara Republik Indonesia ini dan yang telah diuraikan tadi beberapa dasar- 

dasar yang menentukan dan mempengaruhinya. Biasanya, orang hanya melihat 

secara terbatas pada aturan permainan penyelenggaraan kehidupan negara atau 

sistem pemerintahan negara, sebagai manifestasi dari Demokrasi Pancasila. 

Sedangkan sebenarnya seperti telah diuraikan, adalah lebih luas daripada itu. Jadi 

Demokrasi Pancasila ialah pencerminan kegiatan bernegara di Indonesia, dan 

pemilu dengan segala bentuk ragamnya di dalam sejarah kenegaraan Indonesia 

hanyalah salah satu manifestasi dari Demokrasi ~ a n c a s i l a . ~ ~  

Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum, Ghalia Indonesia, 
Jakarta, cetakan kedua, 19861, hlm 74. 
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C. Tinjauan tentang Otonomi Daerah 

Tidak ada definisi tunggal dan universal mengenai kata desentralisai. 

Dari akar kata bahasa latinnya, desentralisasi berarti "jauh dari pusat" (away 

)om centre). Mengenali gap antara preposisi-preposisi teoritis normatif dengan 

analisis empiris dalam kerangka konseptual deskriptif tentang desentralisasi, 

akan membantu pemahaman kita tentang banyak paradoks dalarn studi 

de~entralisasi.~~ 

Ditinjau dari perspektif politik, desentralisasi sering kali diartikan sebagai 

transference of authority legislative, judicial, or administrative j?om a higher 

level of government to a lower level, atau evolusi kekuasaan dari pemerintah 

pusat ke pemerintah lokal. Namun tidak semua bentuk desentralisasi adalah 

demokratis. Bahkan dalam system yang non-demokratis sekalipun, 

desentralisasi tetap bisa jalan: "Democracy and democratization have meant a 

renewed emphasis on decentralization, but not all forms of decentralization are 

democratic. Even non-democratic system can, and have had, well-workedout 

scheme of decentralizati~n."~~ 

Seperti diketahui, berdasarkan pendapat klasik G. Shabir Cheema dan 

Dennis Rondinelli, ada empat bentuk pokok desentralisasi, yaitu dekonsentrasi, 

delegasi, devolusi, dan privatisasi atau debiroktatisasi. Pengertian konsep-konsep 

tersebut secara garis besarnya adalah sebagai berikut? 

1. dekonsentrasi 
pengalihan beberapa kewenangan atau tanggung jawab 
administrasi di dalam (internal) suatu kementrian atau jawatan. Di 

- 

64 Abdul Gafar Karim (editor), Komplebitas Persoalana Otonomi Daerah Di Indonesia 
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Universitas Gajah Mada Yogyakarta ,Cetakan 11,2006, hlm 75 
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sini tidak ada transfer kewenangan yang nyata. Bawahan 
menjalankan kewenangan atas nama atasannya dan 
bertanggungjawab kepada atasannya. 

2. delegasi 
transfer (pelimpahan) tanggung jawab h g s i - h g s i  tertentu 
kepada organisasi-organisasi di laur struktur birokrasi 
pemerintahan di kontrol tidak secara langsung. 

3. devolusi 
pembentukan dan pemberdayaan unit-unit pemerintahan ditingkat 
lokal oleh pemerintah pusat dengan kontrol pusat seminimal 
mungkin dan terbatas pada bidang-bidang tertentu saja. 

4. Privatisasi/debirokratisasi 
Pelepasan semua tanggung jawab h g s i - h g s i  kepada 
organisasi-organisasi pemerintahan atau perusahaan-perusahaan 
swasta. 

Berangkat dari pengertian desentralisasi yang luas, A.H. Hanson 

menyebut devolusi (devolution) sebagai desentralisasi politik (political 

decentralization) ini karena wewenang yang diserahkan oleh pemerintah pusat 

kepada daerah adalah wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan politik. 

Menurutnya, devolusi sering pula disebut sebagai democratic decentralization 

karena terjadinya penyerahaan wewenang/kekuasaan kepada lembaga perwakilan 

rakyat daerah yang dipilih atas dasar pemilihan.67 

Prinsip bahwa dalam devolusi kewenangankekuasaan maka masyarakat 

daerahlah yang paling berkuasaJberdaulat, dikemukan oleh Turner dan Hulme 

yang menyatakan: ' When authority is delegated by devolution, a typical is 

accountability mechanism is local election in which the local population is 

ultimately the 'higher authority'. Artinya, otonomi daerah otonominya 

masyarakat; bukan otonominya pemerintah daerah atau otonominya elit-elit lokal 

~a j a .6~  

67 Ibid., hlm 77 
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Desentralisasi diperlukan pada umurnnya karena faktor-faktor berikut :69 

1. Untuk pendidikan politik. Desentralisasi memberikan pemahaman 
kepada masyarakat tentang peran debat politik penyeleksian para 
wakil rakyat dan pentingnya kebijaksanaan perencanaan, dan 
anggaran dalam suatu sistem demokrasi. 

2. Untuk latihan kepemimpinan politik. Desentralisasi menciptakan 
sebuah landasan bagi pemimpin politik prospektif di tingkat lokal 
untuk mengembangkan kecakapan dalam pembuatan kebijakan, 
menjalankan partai politik, serta menyusun anggaran. Dari arah 
pemimpin ditingkat lokal ini diharapkan mampu melahirkan 
politisi-politisi nasional yang handal. 

3. Untuk memelihara stabilitas politik. Partisipasi masyarakat dalarn 
politik formal melalui voting dan praktek-praktek lain (misalnya 
dukungan aktif terhadap partai-partai politik) dapat meningkatkan 
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan cara ini 
dapat diharapkan tercapainya harmoni sosial, semangat 
kekeluargaan, dan stabilitas politik. 

4. Untuk mencegah konsentrasi kekuasaan di pusat. Kesetaraan 
politik dan partisipasi politik akan mengurangi kemungkinan 
konsentrasi kekuasaan. Kekuasaan politik akan terdistribusi 
secara luas sehingga desentralisasi merupakan sebuah mekanisme 
yang dapat mencakup kelompok miskin atau kelompok marjinal. 

5. Untuk memperkuat akuntabilitas publik. Akuntabilitas diperkuat 
karena penvakilan setempat lebih accessible terhadap penduduk 
setempat dan oleh karenanya akan lebih bertanggung jawab 
terhadap kebijakan dan hasil-hasilnya, dibanding pemimpin 
politik nasional atau pegawai pemerintah. Satu suara pada 
pemilihan lokal merupakan suatu mekanisme yang unik bagi 
penduduk menunjukkan kepuasanketidakpuasaanya terhadap 
kinerja para wakil raktyat, 

6 .  Untuk meningkatkan kepekaan elit terhadap kebutuhan 
masyarakat. Sensitifitas pemerintah meningkat karena penvakilan 
lokal di tempatkan secara tepat untuk mengetahui kebutuhan- 
kebutuhan lokal dan agar bagaimana kebutuhan tersebut 
terpenuhi dengan cara-cara yang efektif. 

Menurut pendapat James Manor, ada dua perbedaan cara pandang 

terhadap desentralisasi, yaitu antara 1) cara pandang administratif, dan 2) cara 

pandang demokratik, usaha-usaha untuk mempertentang antara desentralisasi 

politik~desentralisasi demokratik dengan desentralisasi 

administrasi/desentralisasi administratif mungkin hanya akan bermanfaat untuk 

69 Ibid., hlm 78-79 



kajian teoritis, akan tetapi tidak banyak memberikan kontribusi positif dalam 

praktek. Ini karena dalam praktek keduanya senantiasa digunakan secara 

bersama-sama. Manor mendeskripsikan cara pandang administratif dan politik 

terhadap desentralisasi sebagai berikut: 70 

1. Cara pandang administratif: 
Kemajemukan di tingkat lokal menuntut pendekatan-pendekatan 
yang fleksibel terhadap wilayah yang berbeda-beda. 
Desentralisasi yang demokratik dapat memfasilitasi perencanaan 
yang efektif dan sekaligus implementasinya ditingkat lokal 
Cara pandang demokratik: 
Masyarakat grass root yang memahami kekhususan-kekhususan 
daerahnya seharusnya memiliki kontrol nyata atas bagaimana 
kebijakan-kebiijakan negara diformulasikan dan 
implementasikan. 

2. Cara Pandang administratif: 
Desentralisasi demokratik merupakan saluran patronase untuk 
mendapatkan dukungan poltik kepada rajim yang berkuasa di 
tingkat pusat maupun lokal. 
Cara Pandang Demokratik: 
Dukungan kepada rajim dari grass roots paling baik digerakkan 
melalui mekanisme pertanggungjawaban, dan pemerintah 
seharusnya bertanggung jawab pada atau dekat pada masyarakat 
di tingkat lokal. 

3. Cara Pandang Administratif: 
Untuk mencegah ketidakpuasan regional dan getakan-gerakan 
sparatis pemberian otonom daerah perlu dilakukan. 
Cara Pandang demokratik: 
Kemajemukan geografis budaya dapat diakomodasi melalui 
desentralisi yang demokratik 

4. Cara Pandang Administratif: 
Tanggungjawab untuk pemberian pelayanan (termasuk mencari 
sumber-sumber pendapatan) dapat dialihkan ke bawah melalui 
desentralisasi untuk meringankan beban pusat 
Cara Pandang Demokratik: 
Jasa pelayanan yang dibiayai lokal lebih efektif disediakan ketika 
masyarakat lokal dapat mempengaruhi proses. 

Cara pandang administratif lebih mengedepankan persepsi pusat, 

sedangkan yang demokratik mencoba untuk melihat kekuatan lokal sebagai 

positive resources untuk pencapaian tujuan-tujuan bersama. Namun menurut 

'O Ibid,. hlm 79-80 



Paul D. Hutchcrof, yang ideal menurutnya adalah bagaimana mencari 

keseimbangan antara kedua perspektif tersebut dengan melihat desentralisasi 

politik dan desentralisasi administratif secara integralltidak parsial untuk sebesar- 

besarnya kepentingan publik.71 

Bila desentralisasi dipahami berdasarkan perspektif hubungan negara dan 

masyarakat maka akan diketahui bahwa sesungguhnya keberadaan dari 

desentalisasi tidak lain adalah untuk mendekatkan pemerintah kepada 

masyarakat sedemikian rupa sehingga antara keduanya dapat tercipta interaksi 

yang dinarnis, baik pada proses pengambilan keputusan maupun dalam 

implementasi kebijakan dengan mendudukan desentralisasi seperti ini, maka 

diharapkan akan dapat tenvujud decentralization for democracy (disentralisasi 

untuk demokrasi). 72 

Esensi desentralisasi berdasarkan perspektif hubungan negara-masyarakat 

tersebut secara implisit juga mengindikasi bahwa tujuan utama yang hendak 

dicapai melalui desentialisasi adalah meliputi, tenvujud demokratisasi di tingkat 

lokal, terciptanya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daearah 

dan pembangunan ekonomi di dae~-ah .~~ 

Konsep otonomi daerah, pada hakikatnya, mengandung arti adanya 

kekebasan daerah imtuk mengambil keputusan, baik politik maupun 

administratif, menurut prakarsa sendiri. Dalam konteks ini maka kebebasan 

dalam pengambilan keputusan dengan prakarsa sendiri suatu yang niscaya. Oleh 

karena itu kemandirian daerah suatu ha1 yang penting, tidak boleh ada intervensi 

71 Ibid,. hlm 80-8 1 
72 Lili Romly, Potret Otonomi Daerah dun WakiZ Rakyat di Tingkat Lokal, pustaka 

pelajar, Yogjakarta, cetakab I, 2007, hlm 6 
73 Ibid., hlm 6-7 



dari pemerintah pusat. Ketidakmandirian daerah berarti ketergantungan daerah 

pada pusat.74 

Untuk negara-negara berkembang, ada beberapa tujuan, alasan dan 

kendala dalam menerapakan kebijakan desentralisasi. Dalam ha1 tujuan, negara- 

negara yang menerapkan kebijakan desentralisasi, menurut pandang Smith, 

berdasarkan beberapa tujuan. Pertama, desentralisasi diterapkan dalam upaya 

untuk pendidikan politik, kedua, untuk latihan kepemimpinan politik, ketiga, 

untuk memelihara stabilitas politik. Keempat, untuk mencegah konsentrasi 

kekuasaan di pusat. Kelima, untuk memperkuat akuntabilitas publik. Keenam, 

untuk meningkatkan kepekaan elit terhadap kebutuhan m a ~ ~ a r a k a t . ~ ~  

Sementara yang berkaitan dengan alasan, ada tiga alasan mengapa 

menerapkan kebijakah desentrelisasi. Pertama, untuk menciptakan efisiensi 

penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Kedua, untuk memperluas otonomi 

daerah. Ketiga, untuk beberapa kasus, sebagai strategi untuk mengatasi 

instabilitas politik. Sedangkan menurut Nelson Kasfir, alasan menerapkan 

partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan untuk 

mempercepat proses pembangunan ekonomi daerah.76 

Berkaitan dengan kendala, ada dual hal. Pertama, berkaitan dengan skala 

besaran wilayah operasi pemerintah daerah yang mengakibatkan 

penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi kurang efektif, utamanya dalam 

menggapai berbagai persoalan sosial dan ekonomi. Kedua, adanya 

ketidaktulusan di kalangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk 

74 Ibid., hlm 7 
75 Ibid., hlm 8. 
76 Ibid., hlm 8. 



mendudukkan partisipasi masyarakat sebagai elemen penting dalam proses 

pengambilan keputusan.77 

Sekalipun pemberian otonomi kepada daerah merupakan jalan terbaik 

untuk memecahkan persoalan ketegangan hubungan antar pusat dan daerah, 

pemberian kekuasaan ekonomi dan politik kepada daerah harus dipararelkan 

dengan pengembangan demokrasi di tingkat lokal. Tanpa ini, ia bisa sangat 

beresiko, termasuk terhadap integrasi bangsa dan keIndonesiaan kita. Sejumlah 

kemungkinan negatif berikut ini harus secara sungguh-sungguh mendapatkan 

perhatian, sebagai berik~t:~' 

1. Pertama, pengalihan kekuasaan politik dan ekonomi yang besar 
kepada daerah yang ditandai oleh tingkat kemajemukan yang 
tinggi dengan kekuatan yang sebanding, bisa berakhir dengan 
konflik lintas parameter primordial, kecuali mekanisme 
penyelesaian konflik secara beradab dan adil yang inhern dalam 
demokrasi bisa dikembangkan pula. Sekalipun masih diperlukan 
penelitian yang lebih mendalam untuk sampai pada kesimpulan 
yang lebih akurat, gejala semacam ini sudah semakin meluas 
mengiringi penerapan otonomi daerah saat sekarang. 

2. Kedua, pengalihan kekuasaan ke daerah-daerah yang ditandai 
oleh kemajemukan yang didominasi oleh salah satu atau dua 
kelompok primordial, bisa berakhir dengan diskriminasi bahkan 
penindasan terhadap kelompok primordial yang kecil, kecuali 
sebuah mekenisme demokratis yang menjamin hak-hak minoritas 
ditegakkan. Hal ini juga sudah menjadi keluhan umum di cukup 
banyals daerah, sekalipun bisa diperkirakan sejak awal bahwa ini 
merupakan fenomena transisi yang akan bisa disudahi seiring 
dengan berlalunya waktu dan diberlakukan aturan main yang 
lebih menjamin. 

3. Ketiga, pengalihan kekuasaan dalam bidang-bidang khusus ke 
daerah-daerah, pengelolaan SDA misalnya, akan juga dengan 
mudah berakibat pada konflik horizontal. 

4. Keempat, pengalihan kekuasaan kepada daerah-daerah bisa juga 
berakibat pada terjadinya konsolidasi parameter-parameter 
primordial di dalam masing-masing lokalitas politik (daerah), 
yang bisa memfasilitasi berkembangnya semangat kedaerahan 
secara berlebihan. Provinsionalisme merupakan frasa yang 

77 Ibid., hlm 8. 
78 Abdul Gaffar Karim, Op. Cit., hlm 2 1-28 



dipakai oleh Bung Hatta di masa lalu untuk memperingatkan kita 
kata bahaya ini. 

5 .  Kelima, pengalihan kekuasaan yang besar pada daerah 
menyebaban terjadinya pergeseran arena perebutan kekuasaan. 
Dalam konteks saat sekarang ini dimana terjadi pengalihan lokus 
politik dari birokrasi ke lembaga perwakilan rakyat dan partai, 
potensi konflik atau sebaliknya kolaborasi antar kedua institusi ini 
sangat besar. Kasus dari daerah menunjukan momentum dan 
arena semisal pertanggungjawaban bupati, walikota atau gubernur 
telah berubah menjadi momentum dan alasan-alasan bagi 
terjadinya kolaborasi antara lembaga eksekutif dan legislatif 
daerah yang secara sempuma dimaksudkan untuk memuaskan 
hasrat ekonomi kedua kubu. 

6. Keenam, penataan kembali otonomi, terutama untuk sejumlah hal, 
memang diperlukan. Tetapi substansi bahwa otonomi merupakan 
keniscayaan tidak boleh dikorbankan. Hal ini perlu digarisbawahi 
karena dalam beberapa saat terakhir ini telah muncul gerakan atau 
spirit "anti otonomi", terutama di lingkungan birokrasi Jakarta 
yang tampaknya tidak cukup siap bukan saja untuk kehilangan 
pengaruh, tetapi juga kehilangan lahan ekonomi. 

7. Ketujuh, otonomi daerah memang merupakan jawaban terhadap 
persoalan kedaerahan Indonesia, di samping bagi demokrasi, 
keadilan dan juga efektivias penyelenggaraan pemerintah dan 
pelayanan publik. 

Praktikno menguraikan argumen bahwa seringkali desentralisasi 

cenderung merupakan pilihan yang hams diambil pemerintah pusat, ketika yang 

disebut terakhir ini mulai kehilangan kendali dan dukungan daerah. Dengan 

demikian, bisa jadi kebijakan desentralisasi tersebut direvisi bila pemerintah 

pusat kembali memperoleh sumber legitimasinya, terutama jika pelaksanaan 

otonomi daerah tidak membawa perubahan yang lebih baik kepada masyarakat. 

Oleh karena itu, pilihan kebjjakan desentralisasi sebagaimana dituangkan dalam 

UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 sangat boleh jadi bukan 

merupakan sebuah pilihan final. Untuk menjadikannya final, diperlukan sebuah 

penerapan komitmen untuk menjadikan desentralisasi itu sebagai referensi utama 



dalam penataan hubungan pusat dan d a e r ~ . ~ '  Argurnentasi tersebut menjadi 

kenyataan, ketika UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999, diubah 

dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004. 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 membagi urusan yang menjadi 

kewenangan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan 

pemerintah wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan 

pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan 

hidup minimal, prasarana lingkungan dasar; sedangkan urusan pemerintahaan 

yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah. 

Dalam ketentuan UU No. 32 Tahun 2004, untuk mewujudkan pembagian 

kewenangan yang concurrent secara proporsional antara pemerintah, daerah 

Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota maka disusunlah kriteria yang meliputi: 

eksternalitas, akuntabilitas, dan efesiensi dengan mempertimbangkan keserasian 

hubungan pengelolaan urusan pemerintah antar tingkat pemerintahan. 

Kriteria eksternalitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan 

pemerintahan dengan mempertimbangkan dampaklakibat yang timbulkan dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Apabila dampak yang 

ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintaan tersebut menjadi 

kewenangan kabupatedkota, apabila regional menjadi kewenangan provinsi, dan 

apabila nasional menjtidi kewenangan Pemerintah. 

Kriteria akuntabilitas adalah pendekatan, dalam pembagian urusan 

pemerintah dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani 

sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih langsungldekat 

'' Ibid., hlrn xxvii 



dengan dampaakibat dari urusan yang ditangani tersebut. Dengan demikian 

akuntabilitas peyelenggaraan bagian urusan pemerintahan tersebut kepada 

mayarakat akan lebih terjamin. 

Kriteria efisiensi adalah pendekatan dalam pembagian urusan 

pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya (personal, 

dana, dan peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan 

hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan. Artinya, apabila 

suatu bagian urusan dalam penanganannya dipastikan akan lebih berdayaguna 

dan berhasilguna dilaksanakan oleh Provinsi dadatau Daerah KabupatenKota 

dibandingkan apabila ditangani oleh Pemerintah maka bagian urusan tersebut 

diserahkan kepada Daerah Provinsi dadatau Daerah KabupatenKota. 

Sebaliknya apabila suatu bagian urusan akan lebih berdayaguna dan berhasil 

guna bila ditangani oleh Pemerintah maka bagaian urusan tersebut tetap 

ditangani oleh Pemerintah. Untuk itu pembagian urusan harus disesuaikan 

dengan memperhatikan ruang lingkup wilayah beroperasinya bagian urusan 

pemerintahaan tersebut. Ukuran dayaguna dan hasilguna tersebut dilihat dari 

besarnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan besar kecilnya resiko 

yang harus dihadapi. 

Sedangkan yang dimaksud dengan keserasian hubungan yakni bahwa 

pengelolaan bagian urusan pemerintah yang dikerjakan oleh tingkat 

pemerintahan yang berbeda, bersifat saling berhubungan (inter-koneksi), saling 

tergantung (inter-dependensi), dan saling mendukung sebagai satu kesatuan 

sistem dengan memperhatikan cakupan kemanfaatan. Pembagian urusan 

pemerintahan sebagaimana tersebut di atas ditempuh melalui mekanisme 



penyerahan dan atau pengakuan atas usul Daerah terhadap bagian urusan-urusan 

pemerintah yang akan diatur dan diurusnya. Berdasarkan usulan tersebut 

Pemerintah melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum memberikan 

pengakuan atas bagian urusan- 

urusan yang akan dilaksanakan oleh Daerah. Terhadap bagian urusan yang saat 

ini masih menjadi kewenangan Pusat dengan kriteria tersebut dapat dikerahkan 

kepada Daerah. 

Berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 

Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah 

Otonomi, dimana tujuan peletakkan kewenangan dalam penyelenggaraan 

otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat pemerintah dan 

keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal 

memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. 

Oleh karena itu, baik urusan pemerintahan provinsi maupun urusan 

pemerintah kabupatedkota terdiri atas uru~an: '~ 

1. perencanaan dan pengendalian pembangunan. 
2. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. 
3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. 
4. penyedian sarana dan prasarana umum. 
5. penanganan bidang kesehatan. 
6. penyelenggaraan pendidikan alokasi sumber daya manusia 

potensial. 
7. penanggulangan masalah sosial. 
8. pelayanan bidang ketenagakerjaan. 
9. fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah. 
10. pengendalian lingkungan hidup. 
1 1. pelayanan pertanahan. 
12. pelayanarl kependudukan dan catatan sipil 
13. pelayanan administrasi umum pemerintah 
14. pelayanan administrasi penanam modal. 
15. penyelenggaraan pelayanan dasar. 

Ibid., hlm 24-25. 



16. dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan 
perundang-undangan. 

Pembagian tugas-tugas pemerintah antara pemerintah pusat dengan 

pemerintah daerah merupakan bagian penting dalam sebuah sistem pemerintahan 

negara yang demokratis. Pembagian kekuasaan ini tentunya didasarkan pada 

pengakuan bahwa kekuasaan yang tidak diimbangi dengan kekuasaan yang 

lainnya dengan mudah berkembang menjadi despotisme. Menjadi tujuan lainnya 

dari pembagian kekuasaan adalah untuk pembatasan dan perimbangan terhadap 

pelaksanaan kekuasaan pemerintah dan mencegah penyalahgunaan. 

Berikut ini disajikan beberapa pendapat para sarjana tentang pembagian 

tugas negara tersebut. Menurut Presthus tugas negara itu meliputi dua hal, yaitu; 

a. Policy making, ialah penentuan haluan negara, dan b. Task executing, yaitu 

pelaksanaan tugas menurut haluan yang telah ditetapkan oleh negara. Pembagian 

ini sama dengan yang dilakukan oleh E. Utrecht, yang mengikuti A.M. Donner, 

yaitu pertama berupa lapangan yang menentukan tujuan atau tugas, dan yang 

kedua lapangan merealisasi tujuan atau tugas, dan yang kedua lapangan 

merealisai tujuan atau tugas yang telah ditentukan itu. Pembagian tugas negara 

menjadi dua bagian ini dikemukakan oleh Hans Kelsen, yaitu a. Politik sebagai 

etik, yakni memilih tujuan-tujuan kemasyarakatan, dan b. Politik sebagai teknik, 

yakni bagaimana merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. Hal senada dikemukakan 

oleh Logemann, yang membagi tugas negara menjadi dua, yaitu a. Menentukan 

tujuan yang tepat (justice doeleinden, doelstelling/taaksteIling), dan b. 

Melaksanakan tujuan tersebut secara tepat pula (nastreven of de juiste wijze, 

verwerlijking). Berbeda dengan pembagian negara menjadi dua tersebut, van 



vollenhoven membagi empat, yaitu: a. Membuat peraturan dalam bentuk 

undang-undang baik dalam arti formal maupun materil yang disebut regeling; b. 

Pemerintahan dalam arti secara nyata memelihara kepentingan umum yang 

disebut bestuur; c. Penyelesain sengketa dalam peradilan perdata yang disebut 

yustitusi; d. Mempertahanan ketertiban umum baik secara preventif maupun 

represif, di dalarnnya termasuk peradilan pidana yang disebut politie. Sementara 

Lemaire membagi tugas negara dalam lima jenis yaitu sebagai berikut; a. 

Perundang-undangan; b. Pelaksanaan yaitu pembuatan aturan-aturan hukum oleh 

penguasa sendiri; c. Pemerintahan; d. Kepolisian; e. ~ e n ~ a d i l a n . ~ ~  

Sebagaimana Negara Republik Indonesia dalam penyelenggaraan 

pemerintahannya telah menjatuhkan pilihannya pada azas desentralisasi, seperti 

yang secara tegas dilihat dalam ketentuan Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 

beserta penjelasannya. Dikaitkan dengan prinsip Negara Kesatuan yang dianut, 

maka Negara Republik Indonesia mewujudkan diri sebagai Negara Kesatuan 

yang di desentralisasi. Dianutnya sistem ini dalam penyelenggaraan 

pemerintahan negara didasarkan pada prinsip pemecahan kekuasaan (dispersion 

of power) yang bertujuan untuk mencapai efektifitas dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan guna pengembangan demokrasi dildari bawah (grass-roots 

democracy). 

Ridwan HR, Op.Cit., hlm 13- 14 



BAB I11 

IMPLEMENTASI 

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 28 TAHUN 2005 

TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN 

ANTARA KABUPATEN INDRAGIRI HULU DENGAN KABUPATEN 

INDRAGIRI HILIR DI KILOMETER 17 DESA SENCALANG 

A. Sengketa Perbatasan antara Kabupaten Inhu dengan Kabupaten Inhil 

Konsensus nasional mengenai keberadaan desentralisasi dalam Negara 

Kesatuan Indonesia tersebut mengandung arti bahwa penyelenggaraan organisasi 

dan administrasi negara Indonesia tidak hanya semata-mata atas dasar asas 

tersebut, tetapi juga atas dasar desentralisasi dengan otonomi daerah sebagai 

perwujudannya. Prinsip dasar ini telah menjadi semacam pandangan yang 

intergral dalam setiap penyelenggaran negara, termasuk dalam penyelenggaraan 

otonomi daerah. Penyelesaian setiap persoalan daerah termasuk didalamnya 

tentang konflik antardaerah harus melandaskan pada tujuan penguatan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Sengketa perbatasan antardaerah merupakan fenomena pelik yang harus 

segera diselesaikan dengan mendasarkan pada kepastian hukurn. Persoalan ini 

melibatkan berbagai pihak dengan berbagai kepentingan. Lebih dari itu, konflik 

kepentingan telah juga melingkupi berbagai aspek penting dalam tataran 

kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Aspek sosial, budaya ekonomi, 

politik dan lain sebagainya menjadi bagian dari melekatnya konflik tersebut 

dalam tingkat masyarakat perbatasan. 



Konflik perbatasan antardaerah, yang seharusnya tidak menyentuh atau 

tidak boleh terjadi pada tingkat masyarakat, seringkali tidak dapat dihindari. 

Hakikatnya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai suatu makna di 

mana pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat harus menjaganya dengan 

sungguh-sungguh, terkadang dan bahkan dikesampingkan. Sebagaimana 

fenomena sengketa perbatasan dan Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten 

Indragiri Hilir, yang relah berlangsung lama menunjukkan betapa konflik 

antardaerah mengenai batas daerah telah menyangkut berbagai aspek dan 

dimensi di daerah, yang secara luas dapat dikatakan mengarah pada disintegrasi 

berbangsa dan bernegara. 

Sebagaimana diketahui bahwa otonomi daerah di Negara Indonesia 

bukanlah otonomi sebebas-bebasnya, tetapi otonomi daerah di Negara Kesatuan 

Republik Indonesia adalah otonomi yang mandiri dan bertanggungjawab dengan 

prinsip kebebasan dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dalam rangka mengimplementasikan nilai kesatuan berbangsa dan 

bernegara Indonesia, berkaitan dengan sengketa antara Pemerintahan Kabupaten 

Indragiri Hulu dengan Indragiri Hilir, sebelum keluarkannya Peraturan Gubernur 

Nomor 28 tahun 2008 Tentang Penetapan Batas Antara Kabupaten Indragiri 

Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir, telah dilakukan berbagai upaya oleh 

kedua belah pihak pemerintah kabupaten. Upaya-upaya tersebut secara garis 

besar, di mana pada tahun 2002 telah dilakukan kesepakatan dan pada tahun 

2004 telah dikeluarkan Surat Gubernur Riau kepada Bupati Indragiri Hulu pada 

tanggal 17 Mei 2006 IVomor 136PW18.12 dengan Perihal Permasalahan 



Penetapan dan Penegasan Batas Antar Kabupaten Indragiri Hulu Dengan 

Kabupaten Indragiri Hilir. 

Pada tanggal 6 Agustus tahun 2002 Pemerintah Daerah Kabupaten 

Indragiri Hulu (selanjutnya disebut Inhu) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Indragiri Hilir (selanjutnya disebut Inhil), pernah membuat kesepakatan bersama, 

berkaitan dengan penegasan tentang penegasan masih berlakunya kesepakatan 

yang dilakukan oleh kedua bela pihak pada tanggal 1 Juli 1999. Peta acuan 

kesepakatan yang dijadikan pedoman oleh kedua pemerintahan daerah tersebut 

adalah pelacakan batas yang telah dibuat oleh Propinsi Riau, yang kemudian 

kedua pemerintah akan melakukan pengukuran dan pemetaan kembali. 

Berkaitan dengan upaya tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan 

hakekatnya desentralisasi adalah otonomisasi suatu masyarakat yang berbeda 

dalam teritori tertentu. Sebagai pencaran paham kedaulatan rakyat, tentu otonomi 

diberikan oleh Pemerintah Daerah. Ketegasan pernyataan otonomi milik 

masyarakat dan masyarakat sebagai subyek dan obyek otonomi perlu 

direncanakan di masa depan untuk meluruskan penyelenggaraan otonomi daerah. 

Artinya pemetaan terhadap daerah dan kesepakatan yang dibangun oleh para 

pemerintahan daerah yang bertikai harus mengedepankan dan memperhitungkan 

aspek kepentingan masyarakat sehingga batas-batas yang diharapkan untuk 

dirumuskan dan disepakati tidak kemudian lantas menjadi satu komoditas 

konflik yang berlanjut, dengan menjadikan tapal batas sebagai alasan bahwa 

masyarakat tidak sepenuhnya menerima kesepakatan tersebut. Artinya, sebelum 

kesepakatan ini dibuat, aspirasi dari masyarakat hams terlebih dahulu dibangun 

bukan malah aspirasi dari sekelompok golongan atau kepentingan pemerintah, 



yang pada akhirnya ketika kesepakatan tersebut tidak menemui titik 

kesepahaman, rakyat kemudian dijadikan sebagai alasan. 

Otonomisasi suatu masyarakat oleh Pemerintah tidak saja berarti 

melaksanakan demokrasi tetapi juga mendorong berkembangnya prakarsa sendiri 

dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan untuk kepentingan masyarakat 

setempat. Dengan berkembangnya prakarsa sendiri tercapilah apa yang dimaksud 

dengan demokrasi sehingga hakekat otonomi yang katanya merupakan usaha 

untuk mendapatkan jawaban kembali semangat dan ketentuan rakyat guna 

membangun masa depan meraka sendiri yang luhur dapat benar-benar terwujud. 

Kemudian daripada itu, dalam rangka penyelesaian sengketa perbatasan 

antara Kabupaten Inhu dan Kabupaten Inhil, Gubernur Riau pada tanggal, 27 

April 2004 mengirimkan swat Nomor 13 1PW3 8.06 dengan Perihal 

Penyelesaian Tata Batas Antara Kabupaten Inhu dan Kabupaten Inhil, yang 

ditujukan kepada Pemerintah Inhu dan Inhil, dengan mengacu pada hasil 

pertemuan antara kedua Pemerintah daerah yaitu Inhu dan Inhil pada tanggal 24 

April 2004 menegaskan bahwa : 

1. Peta pelacakan Tata Batas Kabupaten Inhu dan Inhil yang telah 

disepakati pada tanggal 22 Agustus 1999 di Tembilahan, tetap 

diakui dan dijadikan acuan dalam melaksanakan sosialisasi oleh 

masing-masing Pemeritah Inhu dan Inhil. 

2. Penetapan batas wilayah tidak akan membatalkan atau 

menggugurkan Hak keperdataan kepemilikan seseoranghadan 

hukum sepanjang ha1 itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 



3. Bagi masyarakat yang telah mengolah tanah dengan surat 

keterangan tanahnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten 

Inhil setelah penegasan batas dilakukan, ternyata tanah tersebut 

termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Inhu, maka hak 

keperdataannya hams tetap diakui oleh Pemerintah Kabupaten 

Inhu, demikian juga sebaliknya, dengan catatan tanah yang 

dikuasai oleh masyarakat tersebut memeng betul diolah (digarap) 

dan bukti pengolahanya secara fisiklotentik dapat di jumpai di 

lapangan. 

4. Bagi masyarakat yang hanya memeliki surat keterangan tanah 

sedangkan kenyataannya di lapangan masih berbentuk hutan, 

maka kepada masing-masing Pemerintah daerah Kabuapten Inhu 

dan Inhil, diminta untuk dapat membatalkan surat keterangan 

tanah yang dimaksud. 

5. kepada aparatur Pemerintah daerah Kabupaten masing-masing 

supaya membantu masyarakat dalam penyelesaian administrasi 

pertanahannya. 

Apabila di kaji lebih jauh upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam 

menyelesaikan sengketa perbatasan antara Kabupaten Inhu dan Kabupaten Inhil, 

dimana pertemuan dan kesepakatan yang dibuat oleh Kedua Tim PPBD 

Kabuapten Inhu dan Kabupeten Inhil maupun surat penegasan dari Gubernur 

Provinsi Riau, belurn memiliki kekuatan hukum yang pasti. Hal ini dapat dilihat 

dari beberapa kasus yang terjadi di tingkat masyarakat berupa : 

1. Perrnasalahan di bidang pertanahan 



a. perebutan dan sengketa tanah antanvarga Inhu dan Inhil 

mengakibatkan 2 orang meninggal dunia.82 

b. Lahan kosong masyarakat di Desa Sencalang lebih kurang 200 

Ha yang terletak di Km 12 dan sekitarnya digarap oleh PT. 

Nikmat dari Pekanbaru tanpa sepengetahuan masyarakat Desa 

Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir 

sebagai pemilik la ha^^.'^ 

2. Permasalahan di bidang pendidikan.84 

3. Permasalahan di bidang Pemerintahan 

Pada tahun 2005, di Km 10-1 1 Desa Sencalang telah dibentuk 

Desa baru oleh Pemerintah Kabupaten Inhu dengan nama Desa 

Swat Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu kepada Gubemw Riau pada tanggal 28 
Agustus 2004 Nomor 3 l/TP/100/2004 Perihal Pengamanan Konflik Batas Wilayah Kab. Inhu 
(Desa Sei. Akar-Kab. Inhil (Desa Sencalang). Swat ini didasarkan pada swat laporan Kepala 
Desa Sei. Akar Nomor 193/02.08/SANIII/2004 tanggal 28 Agustus 2004 Perihal Laporan 
konflik wilayah perbatasan antara Kab. Inhu - Inhil di Kecamatan Batang Gansal Desa Sungai 
Akar, Kecamatan Keritang Desa Sencalang pada tanggal 26 Agustus 2004, telah terjadi tindakan 
kriminal yang menyebabkan meninggalnya seorang warga Desa Sencalang, Kecamatan Keritang 
Inhil di Sungai Selesung Dusun Pasir Putih Km. 17 Desa Sungai Akar yang dipicu oleh 
perampasan hak atas kepemilikan tanh masyarakat Inhu oleh sekelompok masyarakat Inhil yang 
berdomisili di wilayah perbatasan. Dalam swat yang sama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu 
kepada Gubernw Riau tanggal 15 Januari 2005 Perial Penyelesaian Tata Batas Wilayah Indragiri 
Hulu - Indragiri Hilir, menjelaskan adanya konflik pertanahan di wilaya perbatasan. Dalam 
konflik pada tanggal 17 Desember 2004 ada lagi warga Desa Danau Ramai Sencalang yang 
meninggal dunia. 

83 Swat Bupati Indragiri Hilir kepada Gubemw Riau pada tanggal 26 Agustus Nomor 
797-1-40/PemNIII/2005/100, Perihal Permasalahan atas Indragiri Hilir - Indragiri Hulu di Desa 
Secalang. Sebagaimana keterangan dari Pemerintah Kabupaten Inhil bahwa pada Km 12 Desa 
Sencalang khusnya dan Km 13, 14, 15, 16 dan 17, tanah masyarakat umumnya sudah mempunyai 
sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Inhil. 

84 Swat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu kepada Gubernw pada tanggal 18 Oktober 
2004 Nomor 1247/TP/100/2004 Perihal Penegasan Batas Wilayah Inhu - Inhil. Surat ini 
berdasarkan pada surat Kepala Sekolah Dasar Swasta Pasir Putih Desa Sungai Akar Kecamatan 
Batang Gansal Nomor 033/SD.S.PP/2004/800.005 tanggal 28 September 2004 tentang Laporan 
Mogok KerjaIMengajar dan Swat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Inhu Nomor 
1225/2004/KP/896 tanggal 29 September 2004 tentang Kasus SDS Pasir Putih Kecamatan 
Batang Gansal bahwa yang berada di titik Km 16. 



Danau Rambai yang seyogyanya di daerah tersebut, kedua 

Pemerintah Daerah berbatasan tidak melakukan kegiatan.85 

Pennasalahan-permasalahan tersebut di atas, merupakan sebagian dari 

beberapa persoalan lainnya yang masih sering terjadi. Perbedaan pandangan dan 

pemikiran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Inhil maupun Pemerintah 

Kabupaten Inhu, dalam menyikapi penyelesaian perbatasan dari kedua daerah, 

masih terus berlanjut. Masing-masing daerah beranggapan dan berpandangan 

bahwa yang saling bertolak belakang. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir memberikan pandangan 

sebagai berikut? 

1. Pada dasarnya swat Gubernur Riau No. 13 1 .PW38.06 tanggal 27 

April 2004 dengan perihal Penyelesaian Tata Batas antara 

Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir telah 

disosialisasikan kepada masyarakat Sencalang, narnun di 

lapangan mendapatkan tanggapan lain, dan sesuai dengan maksud 

surat Kades Sencalang Nomor 102Pem-Se/XII/2004 tanggal 28 

Desember 2004 dikatakan Batas Indragiri Hilir dengan Indragiri 

Hulu pada dasarnya di Km. 17 Dusun Sencalang, mengingat 

Dusun Sencalang adalah Induk dari Desa Sencalang. 

2. Merujuk kepada surat penegasan aspirasi Pengetua Adat Tou-Tau 

Kampung dan Tokoh Masyarakat Dusun Sencalang Desa Sungai 

85 Surat Bupati Indragiri Hilir kepada Gubemur Riau pada tanggal 26 Agustus Nomor 
797-1-40/PemNIII/2005/100, Perihal Permasalahan atas Indrgiri Hilir - Indragiri Hulu di Desa 
Sencalang. 

86 Surat Bupati Indragiri Hilir kepada Gubemur Riau pada tanggal 12 Februari 2005 
Nomor 341.12/Pem/IV2005/100 Perihal Penegasan Penetapan Batas Kabupaten Indragiri Hilir - 
Indragiri Hulu di Dusun Sencalang. 



Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu pada 

halaman sejarah Desa Sencalang bagian dari Desa Sungai Akar 

tepatnya pada alenia terakhir dikatakan bahwa secara administrasi 

pemerintahan Dusun Sencalang adalah wilayah Kecamatan 

Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. 

Dari tinjauan Pernkab Inhil dilapangan bersama Badan Infokom 

Kesbang Provinsi Riau di peroleh data antara lain sebagai berikut: 

a. Pada tahun 1992 umumnya masyarakat Desa Secalang yang 

ingin berusaha di bidang pertanian dengan membuka lahan 

baru mendapatkan swat keterangan tanah dari Kepala Desa 

Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. 

b. Tahun Anggaran 199111 992 masyarakat Km 12 dan 13 Desa 

Sencalang Kecamatan Keritang melalui APBD Kab. Inhil 

menerima bantuan IDT ternak kambing. 

c. Pada tahun 1994 dan 1996 masyarakat Km 12 mendapat 

bantuan hibah karet dari Dinas Perkebunan Kab. Inhil. 

d. Tahun Anggaran 199711 998 masyarakat Km 12 dan Krn 17 

Desa Sencalang menerima bantuan penampungan air hujan 

(PAH) yang didanai dari APBD Pemerintah Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir. 

e. Swat keputusan Musyawarah Desa Sencalang tanggal 9 Maret 

1999 tentang pendirian Sekolah Dasar Swasta di Km 16 Pasir 

Putlh Desa Sencalang Kecamatan Keritang. 



f. Tahun Anggaran 2000 Sekolah Dasar Swasta di Km 16 Pasir 

Putih Desa Sencalang menerima bantuan danan PMT AS dari 

Pemerintah Kabupaten Inhil. 

g. Tahun Anggaran 2001 dan 2002 masyarakat Km 12 menerima 

bantuan PEK (peternakan) dari Pemkab Inhil. 

h. Pada Pemilu 2004, TPS IX dengan jumlah pemilih sebanyak 

156 jiwa yang terletak di Km 17 dan TPS X dengan jumlah 

pemilih sebanyak 159 jiwa yang terletak di Km 12 terdaftar 

sebagi penduduk Desa Sencalang Kecamatan Keritang 

Kabupaten Indragiri Hilir. 

DPRD Kabupaten Inhu sepakat bahwa penangan masalah batas antara 

Kabupaten merupakan wewenang Pemerintah Provinsi dengan tetap mengacu 

kepada kesepakatan kedua daerah serta Surat Edaran Mendagri RI Nomor: 

156/2742/SJ tanggal 27 November 2002 Tentang Pedoman Penetapan dan 

Penegasan Batas Daerah. Surat DPRD Kabupaten Inhutersebut dibuat dengan 

dasar dan argumentasi sebagai b e r i k ~ t : ~ ~  

1. Tanggal 1 Juli 1999 di kantor Gubernur Riau telah diperoleh 

kesepakatan tentang hasil pelacakan Garis Besar Kab. Inhu - Kab. 

Inhil yang dilaksanakan oleh BPN Provinsi Riau dan 

ditandatangani oleh masing-masing Tim Penetapan Batas Wilaya 

Kabupaten Dati I1 akan digunakan sebagai pedoman untuk 

'' Surat DPRD Kabupaten Indragiri Hulu kepada Ketua DPRD Provinsi Riau pada 
tanggal 20 April 2005 Nomor 142/DPRD/IV/2005 Perihal Penyelesaian Batas Kabupaten Inhu - 
Kabupaten Inhil, DPRD Inhu beranggapan bahwa surat yang dibuat oleh DPRD Provinsi Riau 
Nomor 16712005-3NMl256 tanggal 18 Maret 2005 tentang Rekomendasi Penyelesaian Tata 
Batas Kabupaten Inhu dengan Kabupaten Inhil pada titik 17 - 20 tanpa melihat kronologis 
upaya-upaya penyelesaian yang telah dilakukan dan telah dicapai serta implikasinya. 



mengukur oleh Tim Teknis yang selanjutnya digunakan sebagai 

pedoman dalam rangka penetapan pilar batas definitif. 

2. Mengingat sering munculnya konflik masyarakat yang 

berdomisili di wilayah perbatasan, pada rapat berikutnya tanggal 

6 Agusutus 2002 bertempat di kantor Bupati Inhil Tim PPBD 

Kab. Inhu mempertegas kembali dan menyepakati kesepakatan 

yang dibuat pada tanggal 1 Juli 1999 tersebut. 

3. Selanjutnya melalui Kawat Dirjen pemerintahan Umurn Depdagri 

Nomor: T.09412 19/PUM tanggal 27 Februari 2003 tentang 

penataan Batas Daerah Kab. Inhil dengan daerah berbatasan 

langsung pertemuannya dilaksanakan pada tanggal Maret 2003 di 

Jakarta yang dihadiri oleh Tim PPBD Depdagri hasilnya tetap 

mempertegas hasil kesepakatan tanggal 6 Agustus 2002. 

4. berdasarkan Kawat Gubernur Riau Nomor: 136/PH/128 dan 

Nomor: 136RW129 tanggal 22 April 2003 tentang pelaksanaan 

rapat penetapan lokasi dan arah pengukuran batas wilayah 

Provinsi Riau dengan Provinsi Jarnbi pada tanggal 24 April 2003 

di Kantor Gubernur Riau, kemudian dilanjutkan pembahasan 

masalah batas wilayah Kab. Inhu dengan Kab. Inhil terhadap 

kesepakatan yang telah dibuat pada tanggal 6 Agustus 2002 

dengan kesimpulan rapat bahwa perrnasalahan batas wilaya Kab. 

Inhu (Kecamatan Batang Gansal) dengan Kab. Inhil (Kecamatan 

Keritang) akan dimusyawarakan/diputuskan langsung oleh 

Gubernur Riau bersama Bupati Inhu dan Bupati Inhil, selanjutnya 



Tim PPBD Pernkab. Inhu dan Pemkab. Inhil, Kades dan tokoh 

masyarakat Desa Sencalang akan setuju dan menerima 

sepenuhnya apapun hasil yang diputuskan oleh Gubernur Riau 

bersama Bupati Inhu dan Bupati Inhil. 

5. Mempedomani hasil pertemuan dalam penyelesaian tata batas 

wilayah antara Kab. Inhu (Kecamatan Batang Gansal) dengan 

Kab. Inhil (Kecamatan Keritang) oleh Gubernur Riau bersama 

Bupati Inhu dan Bupati Inhil melalui Swat Gubernur Riau 

Nomor: 131PW38.06 tanggal 27 April 2004 sebagaimana isi dan 

maksud dari point 1 s/d 4 dengan jelas dan tegas mengukuhkan 

kembali hasil kesepakatan yang dibuat Tim PPBD Kab. Inhu dan 

Kab. Inhil pada tanggal 6 Agustus 2002 tersebut. 

6. Tim PPBD Kab. Inhu sesuai dengan surat Gubernw melalui swat 

Nomor: 131PW38.06 tanggal 27 April 2004 telah berupaya 

secara proaktif mempedomani dan mengimplementasikan di 

lapangan baik melalui sosialisasi maupun tertib administrasi 

pemerintahan; 

7. Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2004 dibentuk Desa Danau 

Rambai yang merupakan pemekaran desa Sungai Akar, 

pembentukan Desa Danau Rambai telah sesuai dengan aturan 

perundangan yang telah berlaku dan dapat diterima serta 

didukung oleh masyarakat setempat. 

8. Kunjungan kerja Komisi A DPRD Riau ke Desa Sencalang dan 

Desa Danau Rambai yang tidak melibatkan Pernkab Inhu, 



Komisi A justru mengumpulkan keterangan dari masyarakat yang 

bukan tahu tempat dan merupakan masyarakat pendatang dari 

Medan yang tidak tahu tentang sejarah dan batas, sehingga 

berupaya menggiring sekaligus menggugurkan hasil kesepakatan 

yang telah ditandatangani pada tanggal 1 Juli 1999 dan maksud 

surat Gubernur Nomor: 13 1lPW38.06 tanggal 27 April 2004. 

9. Sebagaimana isi swat dari DPRD Provinsi Riau yang 

memberikan rekomendasi batas wilayah pada titik Km. 17 - 20, 

secara tegas masyarakat Desa Sungai Akar Kab. Inhu maupun 

Pemerintah Kab. Inhil tidak akan menerima, karena akibatnya 

akan menghilangkan 5 (lima) Desa di Kecamatan Batang Gansal 

Kabupaten Inhu masuk ke Kabupaten Inhil, yaitu Desa Sungai 

Akar, Desa Talang Lakat, Desa Belimbing dan Desa Penyaguan. 

Perbedaan pandangan tersebut diatas, dapat dilihat sebagai suatu bentuk 

nyata tidak adanya konsolidasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan 

adanya persolan perbatasan. Nilai-nilai kerjasama yang seharusnya mendominasi 

kurang terlihat jelas dalam pelaksanaanya. Kerjasama antardaerah lebih dilihat 

sebagi bentuk formal dalam rangkai kesepakatan untuk menentukan tapal batas 

daerah. 

Secara politis dapat peneliti lihat sebagai bentuk penyimpangan dari 

makna dan upaya pengejawantahan desentralisasi adalah otonomi daerah dan 

daerah otonomi. Meskipun secara yuridis, dalam konsep otonom dan otonomi 

daerah mengandung elemen wewenang mengatur dan mengurus, di mana 

Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir merupakan dua 



wilayah yang otonom dengan wewenang mengatur dan mengurus merupakan 

substansi otonomi daerah, namun aspek masyarakat yang memiliki dan terliput 

dalam otonomi daerah belum jelas keterlibatannya. Bagaimanapun juga, urusan 

pemerintahan yang mengandung dan menyangkut kepentingan masyarakat 

setempat (lokalitas) diselenggarakan secara desentralisasi. 

B. Penyelesaian Sengketa berdasarkan Peraturan Gubernur 

Prinsip-prinsip penyelenggaran otonomi Daerah dalam salah satu 

pendekatan secara ideologi, sudah jelas dinyatakan bahwa Pancasila merupakan 

pandangan, falsafah hidup dan sekaligus dasar negara. Nilai-nilai Pancasila 

mengajarakan antara lain pengakuan ketuhanan, semangat persatuan dan 

kesatuan nasional, pengakuan hak azasi manusia, demokrasi, dan keadilan dan 

kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Jika kita memahami dan 

menghayati nilai-nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan 

Otonomi Daerah dapat menerima dalam meyelenggarakan kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Melalui Otonomi Daerah nilai-nilai luhur Pancasila tersebut akan 

dapat diwujudkan dan dilestarikan dalam setiap aspek kehidupan bangsa 

Indonesia. 

Prinsip tersebut pulalah yang perlu dipergunakan dan dipedomani untuk 

selalu tetap diingat dalam menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang terjadi 

di daerah termasuk persoalan konflik perbatasn antara Kabupaten Indragiri Hulu 

(Inhu) dengan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Dalam wujud kesatuan wilayah 

Indonesia, pandangan untuk menyelesaikan persoalan dalam konflik antardaerah 



menjadi salah satu prioritas dalam rangka menjamin berjalannya otonomi daerah 

di Indonesia. 

Peran Pemerintah Provinsi dalam rangka penyelesaian sengketa 

antardaerah perbatasan merupakan sesuatu yang penting. Sengketa yang terjadi 

anatar lintas daerah merupakan tanggung jawab Provinsi. Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 198 ayat (1) 

disebutkan: "Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi 

pemerintahan antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, Gubernur 

menyelesaikun perselisihan yang dimaksud. " 

Kedudukan Gulbernur selaku Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah Pusat 

dalam menangani konflik perbatasan di Provinsi Riau antara Kabupaten Indragiri 

Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir, dimana dalam materi wewenang yang 

tercukup dalam otonomi daerah. Oleh karena itu, disamping pembentukan daerah 

otonom tercakup dalam konsep desentralisasi adalah penyerahan materi 

wewenang atau disebut oleh Amandemen pasal 18 UUD 1945 adalah urusan 

pemerintahan. Dengan penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah kepada 

daerah otonom berarti terjadi distribusi urusan pemerintahan yang secara implisit 

distribusi wewenang antara pemerintah dan daerah otonom. Konsep urusan 

pemerintahan menunjukan dua indikator penting, yaitu fungsi atau aktivitas dan 

asal urusan pemerintah tersebut. Urusan pemerintahan yang didistribusikan 

hanya berasal dari Presiden dan tidak berasal dari Lembaga Negara Tertinggi dan 

Lembaga Tinggi Negara lainnya. 

Oleh karena itu, dalam konteks persoalan konflik daerah perbatasan 

antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir 



kewewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Gubernur selaku 

wakil pemerintah pusat, diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa 

penyelesaian sengketa yang lebih demokratis. Artinya pemerintah provinsi dapat 

mengambil tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menjaga keutuhan Negara 

Kesatuah Republik Indonesia. 

Desentralisasi merupakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan- 

tujuan yang akan dicapai melalui desentralisasi merupakan nilai-nilai dari 

komunitas politik yang dapat berupa kesatuan bangsa, pemerintahan yang 

demokratis, dan pembangunan sosial ekonomi. Tujuan-tujuan tersebut biasanya 

tercantum dalam kebijakan nasional. Peraturan perundang-undangan danlatau 

pernyataan-pernyataan politik dari elit nasional mengenai desentralisasi dan 

otonomi daerah. 

Dalam rangka mengimplementasikan tanggung jawab dan amanat dari 

undang-undang, Pemerintah Provinsi Riau pada tanggal 8 Desember 2005 telah 

mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Penetapan 

dan Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten 

Indragiri Hilir. 

Penyelesaian sengketa perbatasan antara Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) 

dengan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), telah dilakukan upaya-upaya, di 

antaranya: 88 

1. Sengketa perbatasan anatasa Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) 

dengan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), di mana pada tanggal 1 

Juli 1999 Tim Penetapan dan Penegasan (PPB) Daerah Kabupaten 

88 Konsideran Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Penetapan dan 
Penegasan Batas Antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir. 



Indragiri Hulu dan Tim Penetapan dan Penegasan (PPB) 

Kabupaten Indragiri Hilir ang difasilitasi Tim Penetapan dan 

Penegasan Batas (PPB) Provinsi Riau telah menerima hasil 

pelacakan yang dilaksanakan oleh Kanwil BPN Provinsi Riau 

yaitu batas Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri 

Hilir sebanyak 10 (sepuluh) SP (satuan pekerjaan) di lokasi Kuala 

Cinaku (Desa Pelor) antara Kecamatan Rengat dan Siberida 

(Inhu) dengan Kecamatan Keritang dan Tempuling (Inhil) yang 

dituangkan dalam peta pelacakan. 

2. Pada tanggal 3 Agustus 2002, telah dilakukan rapat/pertemuan 

antara Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten 

Inhu dengan Kabupaten Inhil yang difasilitasi Tim PPB Provinsi 

Riau telah menghasilkan kesepakatan (kecuali Camat Siberida), di 

mulai dari patok batas yang sudah diukur Kanwil BPN Provinsi 

Riau (lebih kurang 800 meter dari ujung jembatan Sungai Cinaku) 

ke selatan memotong sungai Gansal di titik muara Sungai Bromo 

pada Sungai Gansal; 

3. Pada tanggal 6 Agustus 2003, telah dilaksanakan rapat/pertemuan 

antara Tim PPB Daerah Kabupaten Inhu dengan Tim PPB Daerah 

Kabupaten Inhil yang difasilitasi Tim PPB Provinsi Riau yang 

bertujuan untuk mensosialisasikan kesepakatan antara Bupati Inhu 

dan Bupati Inhil dihadapan Gubernur pada tanggal 27 April 2004; 

4. Pada tanggal 23 Juli telah dilaksanakan rapat/pertemuan antara 

Tim PPB Daerah Kabupaten Inhu dengan Tim PPB Daerah 



Kabupaten Inhil yang difasilitasi Tim PPB Provinsi Riau 

menghasilkan kesepakatan tetap mengakui dan mensahkan 

kesepakatan 1 Juli 1999; penetapan batas wilayah tidak 

membatalkan atau menggugurkan hak keperdataan 

seseoranglbadan hukurn apabila sesuai dengan ketentuan; 

5. Pada tanggal 12 Februari 2005 Tim PPB Daerah Kabupaten Inhu 

dengan Tim PPB Daerah Kabupaten Inhil bersama Tim PPB 

Provinsi Riau mengadakan peninjauan kelapangan, dimana 

masyarakat menghendaki batas Kabupaten Inhu dengan 

Kabupaten Inhil satu pihak di Km 10 dan dipihak lain di Km 17; 

6. Pada tanggal 16 Maret Komisi A DPRD Provinsi Riau yang 

didampingi Tim PPB Daerah Kabupaten Inhu dengan Tim PPB 

Daerah Kabupaten Inhil bersama Tim PPB Daerah Provinsi Riau 

mengadakan peninjauan kelapangan, dimana Komisi A DPRD 

Provinsi Riau merekomendasikan batas Kabupaten Inhu dengan 

Kabupaten Inhil pada Km. 17; 

7. Pertemuan yang dilakukan beberapa kali pertemuan antara 

Pemerintah Kabupaten Inhu dengan Pemerintah Kabupaten Inhil 

serta telah pula dilakukan beberapa kali peninjauan lapangan. 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 28 tahun 2005 aWlirnya 

ditentukan batas daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dengan Kabupaten 

Indragiri Hilir (Inhil) adalah : dari titik pada koordinat 102"41'27,0" BT dan 

0'28' 13,4 LS yang terletak ditepi Sungai Indragiri berada diantara Kecamatan 

Kuala Cinaku (Kabupaten Inhu) menuju ke titik koordinat 102" 41 ' 25,8" BT dan 



0" 28' 23,s" LS yang berada ditepi jalan Raya Rengat - Tembilahan, kemudian 

menuju ke arah Selatan sampai pada koordinat 102" 36' 12,3" BT dan 0" 44' 

17.0 LS yang terletak di Krn 17 jalan antara Simpang Granit - Kuala Enok. 

Sebagai tanda dari batas masing-masing wilayah akan dipasang pilar atau patok 

batas antara Kabupaten Inhu dan Kabupaten Inhil. 

Setelah diberlakukannya Peraturan Gubernur pada tanggal 28 Desember 

2005, hal ini mendapatkan tantangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Inhu, 

yang menyatakan secara tegas bahwa Peraturan Gubernur tersebut cacat hukum 

dan tidak memenuhi rasa keadilan. Hal ini dikemukan dengan dalil-dalil, sebagai 

berikut :" 

1. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2005 yang bersifat final, 

individual dan konkrit tersebut lebih bersifat kepada beshiking 

yang merupakan keputusan. Sehingga Peraturan Gubernur 

tersebut dapat mengakibatkan cacat hukum karena suatu peraturan 

haruslah bersifat Regeling yang mengacu pada UU No. 10 Tahun 

2004 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang- 

undangan. 

2. Peraturan Gubernur Nomor 28 tahun 2005 mendapat perlawanan 

yang amat kuat dari masyarakat dengan pernyataan Desa Danau 

Rambai tanggal 2 Januari 2006 ditujukan kepada Gubernur Riau 

dan penolakan dari masyarakat Batang Gansal yang ditujukan 

kepada Gubernur Riau tanggal 5 Januari 2006, sehingga akan 
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dikhawatirkan akan terjadi bentrokan fisik yang menjurus kepada 

SARA antar perbatasan. 

3. Bahwa Peraturan Gubernur tersebut berdasarkan Swat 

Rekomendasi Komisi A DPRD Provinsi Riau Nomor 16712005- 

3NW256 yang tidak dapat objektif. Kunjungan DPRD Riau pada 

tanggal 17 Maret 2005 ke Desa Danau Rambai, Desa Sencalang 

bersifat berat sebelah dan tidak objektif dalam menyerap aspirasi 

masyarakat, di mana Tim Komisi DPRD Riau tidak pernah 

mewawancarai masyarakat setempat tetapi justru masyarakat 

pendatang yang telah melalui Ketua Komisi melarang pejabat 

pemerintahan Kabupaten Inhu untuk mendampingi Tim Komisi A 

DPRD Provinsi, namaun sebaliknya Tim Komisi A DPRD 

Provinsi diterima lengkap oleh Batas Inhil di lokasi Km 12. 

4. Bahwa di dalam ketentuan menimbang dari Peraturan Gubernur 

Riau tidak relevan dengan ketentuan Bab I1 pada point 

menimbang a, b, c dan tidak pernah disepakati untuk penetapan 

batas pada koordinat 102'41' 27'0" BT dan 0'28' 13'4 LS yang 

terletak ditepi Sungai Indragiri berada diantara Kecamatan Kuala 

Cinaku (Kabupaten Inhu) menuju ke titik koordinat 102" 41' 

25'8" BT dan 0" 28' 23'8" LS yang berada ditepi jalan Raya 

Rengat - Tembilahan, kemudian menuju ke arah Selatan sampai 

dipersimpangan Sungai Bromo Besar dengan Sungai Gansal, 

kemudian menuju Selatan sampai pada koordinat 102" 36' 12,3" 

BT dan 0" 44' 17.0 LS yang terletak di Km 17 jalan antara 



Simpang Granit - Kuala Enok, namun hasil kesepakatan yang 

ditanda tangani pada tanggal 6 Agustus 2002 di Kantor Bupati 

Inhil yaitu Batas Kabupaten Inhu - Kabupaten Inhil adalah 

koordinat 0" 42,8" LS dan 102"28' 26" BT di Krn 10, dengan 

demikian, apabila konsideran "menimbang" dengan penetapan 

yang diambil tidak relevan dan bahkan berlawan, maka peran 

terebut dapat dikategorikan cacat hukum, karena ada unsur 

pemutarbalikan fakta dan adanya unsur pengaburan dasar hukum. 

5. Bahwa perundingan batas Kebupaten Inhu - Kabupaten Inhil 

telah memakan waktu yang cukup lama sekita * 10 tahun, di 

mana sejak tanggal 28 Agustus 2005 hingga saat ini dengan 

diperoleh 2 (dua) kali kesepakatan terhadap lokasi batas yang 

sama yakni tanggal 1 Juli 1999 dan tanggal 6 Agustus 2002 yang 

difasilitasi oleh TPPBD Proinsi Riau dan telah memenuhi maksud 

Surat Edaran Mendagri Nomor 1261274lSJ tanggal 27 Nopember 

2002 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah, 

yang menghasilkan kesepakatan tentang batas daerah Inhu dan 

Inhil pada Km 10. kesepakatan ini juga turut ditandatangani oleh 

TPPBD Pusat dari Depdagri dan Direktorat Tofografi A D (vide 

BA Verifikasi peta Batas Daerah Kabupaten Inhil Provinsi Riau) 

pada tmggal23 Maret 2003 adalah final dan konkrit. 



menjalankan pemilihan Kepala Desa harus juga tunduk pada prinsip hukum yang 

berlaku selain yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 angka 1 mengenai asas 

kepastian hukum, ha1 ini juga didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 12 dan 

ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004, yang masing-masing 

menyebutkan: 

Pasal 1 angka 12 menyebutkan : "Desa atau yang disebut dengan nama 
lain, selajutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas-batas wilayah yang benvenang untuk mengatur dan 
mengurus kepantingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan 
adat istiadat setempat yang diakui dan hormati dalam sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia." 

Pasal ayat (1) menyebutkan: " Negara Kesatuan Republik Indonesia 
dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah itu dibagi atas kabupaten 
dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah." 

Penyelenggaraan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan Negara 

Republik Indonesia memiliki tujuan-tujuan yang penting berkaitan dengan usaha 

untuk mewujudkan tatanan pemerintahan dan masyarakat yang demokratis 

sehingga pada akhirnya nanti dapat mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan 

makmur. Secara perbagian dapatlah dikatakan bahwa tujuan utama otonomi 

daerah adalah mendekatkan pemerintah kepada masyarakat yang dilayaninya, 

sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih terkontrol dan pengawasan 

masyarakat kepada pemerintahan menjadi kuat dan nyata. 

Dalam pandangan lainnya jika dikaitkan dengan substansi pelaksanaan 

adalah upaya pemberdayaan masyarakat, upaya menumpukan prakarsa dan 

kreativitas dan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif disegala aspek 

maka tujuan dari adanya penyelanggaraan otonomi daerah adalah menjamin 

terselenggaranya suatu kehidupan masyarakat yang memiliki tingkat 



keberdayaan dan kemampuan dan mandiri melalui pemberian kesempatan untuk 

berpartisipasi. 

Mendasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b bahwa peran serta 

masyarakat dalam penyelenggaraan negara sebagai wujud hak dan 

tanggungjawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara 

yang bersih dan hubungan antara penyelenggaran negara dan masyarakat 

dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas m u m  penyelenggaran 

negara, diwujudkan dalam bentuk hak untuk memperoleh pelayanan yang sama 

dan adil dari penyelenggara negara. Pertanyaan adalah apakah tercermin prinsip 

ini dalam pemilhian Kepala Desa di Desa Danau Rambai? Jawabanya tentunya 

tidak, karena sebagian dari kalangan masyarakat merasa tidak mengetahui akan 

adanya penyelenggaraan pemelihan Kepala Daerah pada tanggal 25 Juli 2006. 

Mempertimbangkan kondisi dan kenyataan yang terjadi di Dusun 

Rambai, Desa Sencalang, Kecamatang Keritang, sebagaiamana hasil laporan 

Komisi A DPRD Kabupaten Inhil pada tanggal 21 Juli 2006. kemudian DPRD 

Kabupaten Inhil mengirim swat kepada Bupati Inhil perihal peninjaun pemilihan 

Kepala Desa dan mengambil langkah-langkah, dengan hal-ha1 pertimbangan 

sebagai berik~t: '~ 

1. Di Dusun Rambai masih termasuk wilayah Kabupaten Indtragiri Hilir 
sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2005 akan 
dilaksanakan pemilihan kepala desa Danau Rambai pada tanggal 25 Juli 
2006, atas restu Pemerintah Daerah Kabupaten Inhu; 

2. Berdasarkan in@rmasi, tidak semua masyarakat setempat mengetahui 
tentang rencana pemilihan kepala desa karena diduga ada rekasa dari 
oknum tertentu; 

3. Di sanping itu, masih banyak masyarakat setempat tidak mengetahui 
Peraturan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2005 tentang Penetapan dan 
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Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Inhu dengan Kabupaten Inhil 
pada Km 17, karena sampai saat ini belurn tersosialisasinya dengan baik 
Peraturan Gubernur dimaksud. 

Berdasarkan pasala 20 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang 

peyelengggraan Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, 

mengisyaratkan bahwapenyelenggaraan Negara menpunyai peran penting dalam 

mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Maka dari itu, untuk mewujudkan 

Penyelenggaraan Negara yang mampu menjalankan h g s i  dan tugasnya secara 

sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, perlu diletakkan asas-asas 

peneyelenggraan negara. 

Salah satu asas penyelenggaraan negara sebagaaiman dimaksud dalam 

Pasal 3 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999 adalah asas kepastian hukurn. Yang 

dimaksud dengan asas ini adalah asas dala negara hukum yang mengutamakan 

landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap 

kebijakan Penyelenggraan Negara. 

Berkaitan dengan persoalan perbatasan Kabupaten Inhu dan Kabupaten 

Inhil, dimana berdasarkan hasil pengamatan tanggal 21 Juli 2006 yang dilakukan 

oleh Komisi A DPRD Kabupaten Inhil, sebagaimana persoalan-persoalan yang 

dikemukan di atas, dengan pelaksana pemilihan Kepala Desa di Desa Danau 

Rambai dan Pembangunan beberapa fasilitas m u m  berupa Puskesmas yang 

hendak direncanakan untuk dibangun oleh pemerintah Kabupaten Inhu, dianggap 

bahwa pemerintah Daerah Kabupaten Inhu sama sekali tidak menerima dan tidak 

menghargai Peraturan Gubernur IVo. 28 Tahun 2005 tentang Penetapan batas 

antara Kabupaten Inhu dan Kabupaten Inhil. 



Kenyataan ini merupakan pelanggaram terhadap asas penyelenggaraan 

pemerintah berupa asas kepastian hukum sebagaimana diuraikan di atas, dimana 

pengaturan tentang Batas daerah sudah secara jelas dinyatakan dalam Peraturan 

Gubernur tersebut, tetapi masih ada kenyataan yang menunjukkan ketidaktaan 

atas Peraturan Gebernur tersebut untuk dilaksanakan sepenuhnya. 

Berkaitan dengan keperdataan dan asset berdasarkan pasal 4 dan 5 

Peraturan Gubernur, dimana setelah ditatapkannya batas wilayah antara kedua 

Kabupaten tersebut. Hak keperdataan masyarakatfpenduduk atau lembaga 

terhadap tanah atau bangunan atau tanaman yang terletak di atasnya tetap diakui 

oleh kedua Kabupaten. Terhadap semua asset milik Pemerintahan Kabupaten 

Inhu atau Pemerintahan Kabupaten Inhil seperti bangunan kantor, sekolah, toko, 

rurnah, dan peralatan yang berada di dalamnya tetap menjadi milik masing- 

masing Pemerintah Kabupaten. Pengalihan asset akan dilakukan melalui ganti 

rugi, tukar guling atau cara lain yang disepakati kedua Kabupaten. Proses 

pengalihan asset-asset terbut dilakukan kedua Kabupaten yang difasilitasi oleh 

Pemerintah Provinsi Riau. 

Sebagaimana penyelesain masalah penyerobotan tanah rakyat yang 

dilakukan oleh PT. NIKMAT di Km 23 Dusun Durian Kadam, berdasarkan 

Peraturan Gubernur Nomor 28 tahun 2005, yang mana lokasi masalah tersebut 

berada di Kabupaten Inhu, maka penyelesaian dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten Inhu dan bukan oleh Pemerintah Kabupaten ~ n h i l ~ ~ .  Namun 

demikian, karena lokasi tanah tersebut berdasarkan hasil pengamatan dan 

berdasarkan swat dari Camat Keritang Nomor 1 1 l/Tranti/100/2007 tangggal 44 
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April perihal Tanggapan Penyerobitan Lahan Masyarakat Km 23 Desa 

Sencalang, bahwa lahan yang secerobot ole PT. Nikmat di Km 23 dari Km 17 

membelok ke kiri ke arah Dusun Tua Keritang Hulu Kecamatan Kemuning, atau 

bukan Km 23 dari Km 17 lurus ke arah Simpang Granit Kabupaten Indragiri 

Hulu. Berdasarkan Peraturan Gubernur, bahwa batas Kabupaten Inhu dengan 

Kabupaten Inhil terletak di Km 17 jalan antara Simpang Granit - Kuala Enok, 

dengan demikian maka lokasi penyerobotan tersebut masih berlokasi di wilayah 

Kabupaten Indragiri ~ i l i r ' ~  

Hal ini menegaskan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peraturan 

Gebernur yang menyerahkan setiap urusan yang berhubungan atau yang terjadi 

pada kompetensi masing-masing pemerintahan berdasarkan wilayah kejadian. 

Namun demikian kurangnya prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan 

masih saja terlihat dalam masa penyelesaian persengketaan setelah berlakunya 

Peraturan Gubernur. Hal tersebut sebagimana terjadi dalam penyelesaian 

persoalan lahan masyarakat, seperti swat Nomor 3 1.04.04/PemlII/2007/100 yang 

dikeluarkan oleh Bupati Indragiri Hilir, yang kemudian direvisi kembali dengan 

keluarnya surat dari Asisten Tata Praja Nomor 0.06.06/PemN/2007/100. secara 

substansi, surat pertama dari Bupati Indragiri Hilir menyatakan bahwa 

penyelesaian kasus penyerobotan tanha oleh PT. Nikmat terletak di wilayah 

Kabupaten Indragiri Hulu dan merupakan tanggungjawab dari pemerintah 

Kabupaten Indragiri Hulu, tetapi pada swat kedua dinyatakan berbeda bahwa 

lokasi penyerobotan tersebut masih berlokasi di wilayah Kabupaten Indragiri 

Hilir. Sikap-sikap seperti ini dapat menjadikan ketidakpercayaan dari masyarakat 
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yang berkeingina untuk meminta kepastian hukum asas persoalan yang 

dialaminya, sehingga pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan tidak 

hanya semata-mata memberikan suatu argurnentasi yang tidak konkrit tertapi 

juga bertanggungjawab terlebih dahulu. 

Hal dilematis lainnya yang masih berkaitan dengan persoalan lahan 

sebagaimana tergambar dalam keterangan yang dibuat oleh Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan Kabupaten Nidragiri Hilir, dimana perihal pengecekan lapangan 

pada lahan yang bersengketa di lokasi Dusun Durian Kadam, Desa sencalang, 

Kecamatan Keritang Kabupaten Inhil, sebagai berik~t: '~ 

1. Dinas kehutana dan Perkebunan telah menurunkan team ke lokasi pada 

tanggal 12 Jhni 2007 guna mengadakan pengecekan lahan dan 

pengambilan titik koordinat pada lahan tersebut. 

2. Sesuai dengan data yang didapat team diinformasikan sebagai berikut: 

a. Berdasarkan data yang dipeoleh dari pihak perusahaan bahwa:dasar 

izin perusahaan dari Pemerintah Kabupaten Inhu, mulai 

beroperasitbergerak pada tahun 2004, lahan diperoleh dengan cara 

pembelian dari masyarakat secara bertahap, dan lahan yang 

dibelildimiliki sudah ada data SKT yang dikeluarkan oleh Kepala 

Desa Sencalang Kecamatan Keritang. 

b. Berdasarkan peta tata batas kawasan hutan Provinsi Riau dan titik- 

titik koordinat yang diambil di lapangan merupakan kawasan hutan 

produksi terbatas (HPT) Sungai Keritang Sungai Gangsal Kabupaten 

Inhil. 
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c. Berdasarkan Peta Rencana Tata Ruangwilayah Provinsi (RTRWP) 

pada lahan tersebut terdapat arahan pengembangan kawasan 

kehutanan (APKK) dan arahan pengembangan kawasan perkebunan 

(APKP) di Kabupaten Inhil. 

Konflik perbatasan bukan semata menyangkut aspek penentuan tabal 

batas semata, tetapi juga menyangkut aspek lainnya, seperti penetuan atas 

penyelesaian lahan dari masyarakat yang terbelah atau terbagi antara 2. wilayah 

yang seperti terjadi pada kasus penyerobotan lahan oleh PT. NIKMAT. Maka 

dari itu penyelesaian konflik perbatasan tidak hanya semata dapat diselesaikan 

lewat jalur hukum seperti ada upaya-upaya untuk menjalin kerjasama antara 

Pemerintah Kabupaten Inhu dengan Kabupaten Inhil. 

Aspek yang mendasari kerjasam ini adalah kualitatif dan peran strategid 

pemerintah daerah dalam mewujudkan tertib penyelenggraan pemerintahan. 

Dalam aspek kualitatif, muncul masalah konflik perbatasan, perebutan surnber 

daya alam diperbatasan, tumpang tindih pengeluaran perizin pengelolaan hasil 

alam, konflik masyarakat, dan ketertiban m u m  kurang terorganisasi. Kerjasama 

antar daerah itu akan dapat meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam 

penyelenggaraan pembangunan daerah. Selain itu dapat pula mengurangi 

persaingan tidak sehat antar daerah. Keuntungannya lainnya adalah dapat 

memperkuat posisi tawardan daya saing daerah, meningkat efesiensi promosi, 

sinlcronisasi peraturan penmdang-undangan dan sebagainya. 

Kerjasama antar daerah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten 

Indragiri Hilir dalam rangkain penyelesaian konflik perbatasan antar kedua 

daerah tersebu dan mengurangi akses-akses atau dampak negatif yang 



ditimbulkan dari adanya perselisihan kedua daerah, juga dimaksudkan untuk 

menjalin suatu hubungan kedepan yang lebih baik. Dalam konteks penyelesaian 

persoalan dimana kerjasama antara Inhu dan Inhil dapat menjadi landasan pijak 

bagi masyarakat untuk dapat hidup rukun dan tentram, dimana setiap konflik 

yang kemungkinan terjadi dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah. Hal ini 

merupakan cerrninan dari sikap kedua pemerintahan yang juga mermbangun 

kerjasama dalam menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang terjadi dan 

kemungkinan te rjadi pada masa mendatang. 

Pasal 195 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 

menye butkan: 

1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat 

mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada 

pertimbangan efesiensi dan efetivitas pelayanan Publik, sinergi dan saling 

menguntungkan. 

2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam 

bentuk badan antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama. 

3) Dalam penyediaan pelayanan Publik, daerah dapat bekerja sama dengan 

pihak ketiga. 

4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pad ayat (1) dan (3) yanga membebani 

masyarakat dan daerah mendapatkan persetujuan DPRD. 

Lebi jauh lagi, kerjasama antara daerah Inhu d m  Inhil dapat menjawab 

kekhawatiran disintegritas, karena dengan pengalaman kerja sama administrasi 

serta komunikasi yang terbina mampu menekan kepentingan sesaat daerah. 

Kerjasama ini juga dilakukan guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat 



yang terdapat diwilayah perbatasan. Selain itu, juga ini juga dimaksudkan, untuk 

menantisipasi kegiatan-kegiatan yang tidak dapat ditangani oleh pusat dan 

daerah baik itu oleh Provinsi Riau maupun Kabupaten Inhu dan Inhil. 

Pelaksanaan di lapangan, muncul berbagai persoalan yang cendrung 

kompleks dan multidimensional. Berbagai kalangan telah memprediksi akan 

terjadi kesimpangsiuaran pemahaman dan pengkotak-kotakan dalam 

penyelenggaraan otonomi daerah. Hal ini khawatirkan akan menirnbulkan 

inefisiensi pengelolaan pemerintahan daerah, kemudian hubungan serasi antara 

pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, dan Pemerintah KabupatenKota tidak 

terpelihara. Akhirnya persatuan dan kesatuan bangsa melemah dan menimbulkan 

disintegrasi bangsa. 

Perjalanan otonomi daerah di Indonesia berlangsung % 8 tahun lamanya 

sejak Undang-undang No.32 athun 1999 mulai diperlakukan hinggga sekarang 

dengan diberlakukanya UU No. 32 tahun 2004. selama itu pula hasil yang sudah 

dicapai setelah lamanya masih menjadi pertanyaan. Apabila tujuan 

desenbtralisasi dan otonomi daerah adalah untuk memberikan pelayanan yang 

prima kepada masyarakat dan untuk mensejahterakan masyarakat, maka realisasi 

dari desentralisasi dan otonomi daerah (otda) belum substansial. Sebagian besar 

daerah belum mampu mewujudkan secara konkret dua tujuan tersebut. 

Hal nyata yang dapat dilihat bahwa tujuan otonomi daerah yang berkaitan 

dengan pelayanan kepada masyarakat belum optimal, yaitu pada daerah-daerah 

konflik, seperti halnya pada daerah konflik Kabupaten Inhu dengan Inhil. Hal ini 

tentu sangat beralasan, dimana pelayanan yang seharusnya dapat berlangsung 

lancar tentu toidak maksimal untuk dilaksanakan, karena masih kabur dan belum 



jelasnya area atau daerah konflik tersebut sebagai kewajiban dari pemerintahan 

yang jelas dan pasti. Pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan oleh masing- 

masing pemerintahan, masih dapat dikategorikan semu dan bukan smeata 

sebagai bentuk kesungguhan. 

Meskupun dalam satu sisi ha1 tersebut masih dapat dimaklumi, dimana 

kondisi daerah yang konflik tentu masyarakatnya tidak akan pernah 

mendapatkan pelayanan. Maka dari itu, keluarnya peraturan Gubernur tersebut 

yaitu Pasal 6 ayat (3) Peraturan Gubernur, dimana kedua pemerintah kabupaten 

wajib memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 

yang akan mengganti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan surat-swat 

lainnya yang berkaitan dengan status kependudukannya. Keberadaan dari pasal 

ini hanya menjadi contoh bahwa pelayanan yang berkaitan dengan hal-ha1 seperti 

disebutkan dan dimaksudkan merupakan suatu kebutuhan esensial atau 

mendasar yanag tidak boleh untuk dipersulit oleh masing-masing pemerintah 

daerah, yang hanya mengedepankan kepentingan daerahisme mengesampingkan 

kepentingan masyarakat. 

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Gubernur, disebutkan bahwa 

semua biaya yang timbul dalam ganti rugi asset yang diperoleh dari Kabupaten 

Inhu dan Kabupaten Inhil dibebankan kepada APBD Kabupaten yang menerima 

asset tersebut. 

Salah satu ha1 yang patut dicerrnati dengan berlakunya Peraturan 

Gubernur tersebut adalah berkaitan dengan hak jabatan, sebagaimana yang 

menjadi alasan dar Raja Ridwan dan Tannidji dan kawa-kawan, berkaitan 

dengan yang bersangkutan bekerja sebagai ketua BPD yang syah berdasarkan SK 



dari Pemda ~ n h u . ~ ~  Hal mengenai penetapan Jabatan ini juga tidak disinggung 

sama sekali dalam Peraturan Gubernur, yang menurut peneliti sebaiknya diatur 

agar terdapat kepastian. 

Perlu juga diperhatikan berkaitan dengan pendirian tapal batas 

sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur 

No. 28 Tahun 2005, bahwa terhadap semua pembiayaan yang diperlukan untuk 

penelitian dokurnen, survey lapangan serta pemasangan pilarlpatok batas kedua 

Kabupaten, dibebankan kepada APBD Propinsi Riau. Desakan dari kalangan 

masyarakat untuk meminta kepada Pemerintah Daerah segera memasang tapal 

batas daerah. Hal ini dimasudkan untuk segera mempercepat proses penyelsesain 

dan agar masyarakat mendapatkan kepastian dan bukti yang jelas. 

Maka dari itu, agar sekiranya otonomi darah yang berlangsung sekarang 

ini dapat menjadi suatu prospek yang bagus maka setiap konflik atau perselisihan 

yang menjurus pada penguatan ego dari masing -masing daerah tanpa malihat 

kepentingan dan koridor kesatuan berbangsa Indonesia sebagai suatu hendak 

dikuatkan. Untuk dapat mewujudkan prospek Otonomi Daerah di masa 

mendatang tersebut diperlukan suatu kondisi yang kondusif diantaranya yaitu: 

1. Adanya komitmen politik dari seluruh komponen bangsa terutama 

pemerintah dan lembaga penvakilan untuk mendukung dan 

memperjuangkan implementasi kebijakan Otonomi Daerah. 

2. Adanya konsistensi kebijakan penyelenggara negara terhadap 

implementasi kebijakan Otonomi Daerah. 

'' Surat Camat Kerintang kepada Bupati Indragiri Hilir pada tanggal 1 Maret 2006 
nomor 42/Pem/III/2006/100 Perihal Laporan Perkembangan Tapal Batas Inhil-Inhu. 



3. Kepercayaan dan dukungan masyarakat dalam pemerintah dalam 

mewujudkan cita-cita Otonomi Daerah. 

Dengan kondisi tersebut bukan merupakan suatu ha1 yang mustahil 

Otonomi Daerah mempunyai prospek yang sangat cerah dimasa mendatang. 

Berharap melalui dukungan dan kerjasama seluruh komponen bangsa kebijakan 

Otonomi Daerah dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan 

di daerah Provinsi Riau dan Kabupaten serta Kota yang ada di Provinsi Riau. 



BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Persengketaan perbatasan di KM 17 Desa Sencalang antara Kabupaten 

Indragiri Hilir, adalah perselisihan yang panjang yang terjadi sebelum 

keluarnya Peraturan Gubemur Nomor 28 Tahun 2005 perselisihan 

tersebut terjadi sebagai akibat dari penetapan tapal batas antara kedua 

Kabupaten yang belum ada kesepakatan yang final. Meskipun telah 

bertemu 2 kali yaitu pada tanggal 1 Juli 1999 dan 22 Agustus 2004, tetap 

saja belum ada hasil yang final. 

2. Penyelesaian sengketa perbatasan di Km 17 Desa Sencalang antara 

Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan 

Peraturan Gubemur no. 28 Tahun 2005, telah menetapkan tapal batas 

antara kedua Kabupaten pada titik Km. 17, tetapi ha1 tersebut tidak dapat 

disepakati oleh Pemerintahan Indragiri Hulu. Meskipun Peraturan 

Gubemur telah keluar akan tetapi konflik antara kedua daerah tersebut 

masih terus terjadi baik baik terutarna yang berkaitan dengan 

persengketaan tanah laha. Selain persoalan tanah muncul juga persoalan 

peralihan hak-hak bangunan umum yang sudah ada sebelumnya seperti 

Puskesman. Tidak terlepas dari itu, persoalan muncul adalah 

kepemilikan lahan dari pihak swasta/perusahaan yaitu PT. NIKMAT 

yang posisinya berada pada dua perbatasan dari kedua daerah kabupaten. 



B. Saran-saran 

1. Perlu adanya kerjasama antara kedua pemerintahan baik oleh 

Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir 

agar dukungan terhadap stabilitas dan kedamaian di tingkat masyarakat 

dapat terjamin dengan menumbuhkan kesadaran untuk menjunjung 

tinggi prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta membangun koordinasi 

antara kedua pemerintahan daerah dengan pihak provinsi agar persoalan- 

persoalan yang timbul setelah dikeluarkannya Peraturan Gubernur 

tersebut dapat diselesaikan dengan baik sehingga penyelesaian sengketa 

antar kedua pemerintah daerah tersebut memiliki kepastian. 

2. Untuk meningkatkan peran serta dari masyarakat dalam mendukung 

terciptanya keberlangsungan dari penyelesaian sengketa perbatasan 

tersebut, perlu kiranya keaktifan dari kedua belah pihak pemerintah 

daerah dalam ha1 memberikan sosialisasi terkait dengan dikeluarkannya 

Peraturan Gubernur tersebut sehingga isi dari Peraturan Gubernur 

tersebut dapat di mengerti sepenuhnya oleh masyarakat. 
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PETuliTURAN GUEERMUR XIRU 
NOFIOIX: ;!U TAHUN~.OG.?J 

GUBERNUR R I A U  

Menimbancj : I .  bahw3 pada tanggal 1 Juli 1999 Xrn Penetapan clan rensgasan 
BaJ:as Daerah Kabupaten Indrilgiri Hulu dan ?Im Penetapdn dan 
Pcnegasar! Batas U a e r ~ h  Kabupaten 1:ldragiri Hilir ya&j diiasilitasi 
Ti111 Penetapan dan Penegasan Batas D3erah Provinsi Ric'u telah 
nlenerinia hasil pelacakan yang dil2kr;anakan oleh Kanwil BPN 
Provinsi Riau yc'ritil batas I<abupat2r Indragir-i Iiulu d m g a n  
Kabupaten Indragiri Silir sehanyak lO(sepulun) SP (satuan 
pefterjaan) diIai(asi Kilala Cinaku ( D e s  Pelor) ani-ara Kecamatan 
Rengat daa Siberida {Inliu) dcngan Kecamatsn Keritanc~ dan 
Tzmpuling (Inhii) yang dituangkan dalarn peta pelacakan terlarnpir; 

b. baliwa tanggal 3 Agi~stus 2002 telah tjilakukan rapat/per'an;uan 
antsra -Frn Pcncta2an dan Pcnegasan Batas Daerah Kabupaten 
Indragiri Hulu dan Xm Penccapm dan Penegasan Catas Daerah 
Kabupaten 1ndrag1.i I-lilir yang difasiiikasi Tim Penetapan dan 
Penegasan Batas Daerah Provinsi Siau telah menghasilkan 
kexpakatan (kecuali Camat Siberida), mulai dari paiok batas yang 
sudah diukur Kanwil BPrl Provinsi P.iau (lenih kurang 800 meter dari 
ujung jernbatan sungal Cii~skl!) kz Selatar! memotony sungai Ganssl 
dititik m m r a  sungai Bromo Besar di sur?gai Gan'sal; untuk batas 
mulai dari titik muara surgai  Broino Eesar pada sungai Gansal ; 

c. Bahwa pada bnggal  6 Agustus 2003 tclah clilsksanakan rapat / 
pertemuan antaiea T i n  Penetapan dan Penegaszn B a h s  Daerah 
Kahupaten lndragiri Hulu dan Indragiri ktilir yang tlifasilitasi Tim 
Penclapan dan Penegasan Batas Daeri~h Provinsi Riau yang 
berrujuan uritul: mcnsosiallsasiitan 1tescp;lItatsn I Bui~ati 
lndragiri Htilu dan lndragiri Hilir dihadapitn Gubernur Riab tgl 27 
April 20C4; 

d. Pada tanggal 23 3uli 2001 te!ah dilaks;inakan I-spat / perkemuan 
a n t a n  Tim FPBD Labupaten Indragiri HUIIJ dan Indragiri Hilir yang 
ciifasilitasi -1711'1 PPBD Provinsi Ria11 menghasilkan kesepakatm tetap 
nier~galtui dap m e n s ~ h k a n  hasil kesepakakn 1 Juli 1999; peneta pan 
batas wilayah tidak rnerntjablkan a t j u  menggugurkan hak 
keperdataan seseorang/ Sadan Hukum ~pab i l a  sesuei dengan 
keten t u ~ n ;  
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(::. Psda tanggal 12 Pebruar-i 2005 Tim PPUD l<abupaten 1nd1'agiri I-lulu 
dsn Indragit-i iiilir- 11ersar;ia Tim PPBD Provinsi Riau mercga'dakan 
par~injausn icclspsngsn, dimans rnasysr;.kat rnencjhendaki batas 
I(abul1aten Indragiri I-luli! c len~an Indrsgiri . i i l i i  ssLil i l i a l (  dl Km 10 
tjsn clipihak lain cli I<m ! 7; 

I-. [;ads LanqgaI 1G Ivlsret 29C5 Eoinisi A [:lPRD Provinsi Riau ysng 
Jidam!~ingi Tim PPGD Kabupsien Indl-agivi I-lulu dan Indragil-i tlilir 
bcl-sscia Tim ITRD Provinsi Riau menqadakan pcninjauan 
::elspangan, dimsna Komisi A GPRD Pr~vinc Riau nicrekomendasikan 

. . .  ~;~~~~~ .., l ( ; ! ~ ~ ; ; ~ [ ~ i - ,  i,,c;;-f.:;i;.i ;-i5;[; c+~;~~I~ 19cragiri !di!i; ;)z& K;fi I?; 

g. t~aIi\va scliubungm dengan tc!al; dila!:uksnnya bebzr~p;: kaii 
!lel-tzmuan an'iaia Pernerinta/r KaSugaken Incicagiri Hclu c'i-:.i;gsfi 
~enicr intal i  I<.abupaten Indragiri l i i l ir dalzr: mcrnbshas Tat: Sctas 
antai  Kedua Kabupate~ serta telzli puls dilakukan bzberap; ksli 
pl-"illnjauan lapsng;~r~ namun :ids!< nie;nbuzhkan hasil, ciakc! 
dipandsng per-lu Guber-nur Riau rnenetzxan taka baas i<eaua 
kabupsten clirnaksi~d. 

Mcngingsl: : 1. Clnc lang-Ung Noillor G1 Tsliun i.958 tenl:ang Pcnibentukan Dacl-ah 
Swatdritra Tingkal: I C;umatera Gai'at, 3an:bi dan Risu (Lembarsn 
IVcyars Repubiik Inclonesi? taliun t956 ;.lornor 112, l'ambanan 
~cn'lbaran Negal-J Repcblik Indonesia Nornor !.646); 

2. Undang-llndang Norno,.' 53 Ta hun 191-39 tentang Pembcnru kan 
Ksij~~oai-en Pels!swx, Ks2up;i:en i?,.rkan til!L, I<abupaten Ftok,$n klilir, 
Kal;upz'ien Siak, Ksbu~stcn Karin-:;;;, K.;a%spzten Watuna, Kabili:zten 
Kuantan Singingi dar: Kota Batam (Lcmt~arsn hlegara Republik 
Indoneris Taliun 1333 IVonior 161., -rzrnb;jtian Len!bzran Ni?g:irs 
Rcpublik l'ndonesis N'onior 3902); 

3. Undang-undang r'onior 113 Taliun 2004 tentan<] Penibentukan 
.. Peratilran Perundang-undar~gar~ (Lembaran- Regara Republik 

Indonesia Taliun 2004 Plednor 53, Tan-~bchan Lembaran Negara 
Rz;,uSlik 1ndoncsi;l r'domer ,4539) ; 

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tt-:ntzr~g Pemerintahan Daerah 
. (Lembaran Flegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor i25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 1ndonet;ia Nomor 1137) ; 

5. Surat Edzr-dn Plentcri Dalam Fleger-i Nomor :.26/27~!2/SI it2nggsi 27 
Ncpenlber. 2002 tentang Pedomc'n Penetdpar; clan Pcner~sscn Batas 
Dazrzh ; 

6. Eerita Acara I<zsepst,atan tarlygal 1 3uIi Tsliun 1933 - antais ?lr;i 
. . 

1)enctapan dan l1ene!, 3san Batas Galsiali j1)Pt;D) Kabilp;!tcn Ind i 'a :~~r~  
I-lulu dan Tin1 PPUD l(abupalen Indr-ac~ii-i I-lijir yang difasilitasi 'Tim 
PP13D P~.ovinsi Risu ; 

7. Berita Acara Kesepskatar! tanggal 3 Agustus 2002 ar.ta1.3 'i7m PPUD 
Kabupaten Indragiri Hulu dan T n i  PPBD K'~bupaten Indragiri Hilir 
yang difasilitasi Tin1 PPBD ProS/insi Riau ; '.. 

3. Berita Acara Kesepakatar~ tanggal 6 Ajustus 2303 antara Tim PPBD 
Kdbupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir yang difasiliksi Tim PPBD 
Provinsi RIau ; 



9. Eeritz Acara Kesepakatan tanggal 22 Juli 2004 antara Trn PPBD 
Kabupaten Irldragiri Hul!~ dan Indray'ri Hilir yang difasilirasi Tm 
IIPBD ~ru j ins i  Kiau ; 

10. I-iasil Pel-~ipjauan Tlm PPBD Provinsi Riau vang didanlpingi Tim 
PPBD I(abupater? Indragiri I-luiu dan Intiragiri .H'ilir pada tanggal 12  
Pebruari 2005 ; 

11. Stirat Rekomenciaci Kcrnisi A CPRD P-ovinsi P,iail No.rii~r 1671 
2005-3/UM/256 tarlggdl 18 M a r ~ t  2005 S. 

1~'i~netapkan : PERATUDIN GUBERNUR Rb\U TEN-TANG A DAN 
PENEGASeN BATAS I3AERP.H ANTARA KAEdPATEN INDRAGIR! HULU 
DENGAN KABUPA'TEN ;RJCP?GIRI HILIR. 

Dalarn r-'eral'urari Gul~cr-nur i ~ i  yang (iimak~uc dimaksud dengan : 

;[ . p ,,I I--, ,irini:ah -, 2rov;;si adalan Pemerintah Prcvinsi Ricu. 
2. Perqturan Gubernur ' ada!ah Peraturan Guberi~l~r Aiau tentang 

Pezetapai-! can ?1:r;!l:g-ls3rr Batas Czerah antara Kabugaten Indragiri 
I-Icii:; d e n g ~ n  Kab~.~pnLcn Indragil-i i-lilir. 

3. I)enlc~-intah Kabupsten addah,  Pcrnerintah kabupate,? Indiagiri tiulu 
dan Pemerintah Kabup~ten Indragiii Hi~ir. 

4 . .  Batcis Kabupaten ,dalah Satas di Darat ar,tara Ka!~upaten Indrdgiri 
Hul" ciengan ~ a b u p s t e n  indragiri Hilir. 

5.  pet^ Batas Daerah adalah Peta yang rnenvjikan senl[Ja unsur batas 
dan unsur Iai~nya, pilar batas, qsris bara:, Toponimi peraiian dan 
tra~sportasi. '.. 

5. Koordinat adalah suatu besaran untuk menyatakan lei-sk aLau posisi 
suatu titik dilapangarl dalam suatu system referznsi kooidi~at  
tcrtentu. 

7. Pcta Batas adalah Peta Batas antara Kabupaten Indrc.gi:i Huic 
d e n ~ a n  Kabupaten Indragiri Hilir. 

B.4B I1 
D,?t:as Kai~tipatcn d a n  Pet3 Batas 

(1) Eatas d a e n h  antara Kabupaten Indragiri I iu lu  dengan Kabupciten Indragiii 
Hilir adalah : 

Dari titik pada koordinal: 102O 41' 27,O" BT dan 11" 28' 13,4" LS yang 
tcl-letak ditepi ,Sungai Indragiri berada diantsra wilayzh Kecamatan 
TemplJling (Kab'upaten Indr-agiri Hilir) dengan Kecilmatan Kuala Cenaku 
(Kabupaten Indragiri t-lulu) nierluju ke titik koordinat 102' 41' 25,8" BT dan 
O 0  28' 23,d" LS yang berada ditzpi 3alan Raya [{engat .- Tembilahan, 
kemudian merluju ke srah Selatsn sampal diperslmpangan Stingai Brclmo 
Besar dengan Sungai Gansal, kemudian menuju ke Selatan sampai pada 
koordinat 102' 36' 12,3" BT dan 0" 44' 17,O" LS yang Icrletilk cli lirrl 1.7 jalm 
3nl:ara Simpang Granit . I/,uala Enok. 
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( 2 ;  Peratur-an Gubernur i r i  aksn ditinclaklunjuti cien3a.n pemasangan pilar / patok 
batas antara Kabupaten !ridragiri Hulu dan t:3bupaten Indragiri Hilir yang 
dilaksanakan olnh Tim Tekni: Penetapan d;~n Penegasan Batas Daerah 
I3r-opinsi Riau. 

(3) Pemassilgan pilar-/ patoh batas sebaqaima~d ter-c;int>m gads syat (2) 
dila~~dnah-dn paling Iarnba': pada akhir T;lhun Anggaran 2006. 

(4) Denga.n ditebjkannya Peraturan Gubern~r ini m d ~ s  ba tx  Kabupaten 
1nd;agir.i i.!~llg dengai: il?:5ci)sten Indragii-i I?ilir r~enjabi batas yang definiLif 
urituk ltclrliia kabupaten. 

Usli~s Daer-c~t~ scbagaimzna dimaksud pads pasal 2 a./;l: (1) adaiah sebagainisna 
pcta ter-lampir dan' merupakan bscian yang tidak terpisatlkan dari Perzt-uran 
GLI~)CI~~I I -  ivi. . . 

Pasal 4 

;:jciiga;i tiitctapkann!/a bacas r21?tara kedua kabuphten, hak keperdstazr! ;:~asyaiakzt 
/ penduduk atau lernljaga :-rhadap . t an~h  ztau bar~gunan atau :anaman ~ 2 ' 1 3  
,..,.. .... :ei;:,k di-,'.-. . . ,L,csn;/.a ';et3p diaki!: :ii:ih htdua ksbunaten. 

(1) Dengan ditetapkannya I3?rat~~r-ar? Gubernur ini sernua ascet niilik Pi:n7erintai; 
l<abupaten Indragiri tluiu aLau Pzmerint-ah KabupaLen 1rid;agiri Iiiiir segerti 
bangunan kantor, sekolah, toko, rulnah dan peralstan yan5 berada 
didalamnya tetap me3jadi rnilik masing-masing Perller-intah I<abupater;. 

(2) Pengalillan asset-asset sebagaivans dimaksud ?yst (i) ini dapat dilakukan 
n!elalui sar?ti rugi, I:ukr 3uling atau cara Itlin yang disepakati k e d ~ a  
i<abupa:en. 

(3) pi-oses 13engalihsn Asscc-asszt sebagaimana dirnaksud ayat (1) dsn (2) 
dilakukan kedua Kabupatcn yang difas~litasi Pemeri~tah Propirisi Riau. 

Pasal G 

(1) D ~ n g ~ n  diberlakukannya Perayuran Gubcrnui ini semua urusan administr-asi 
pemerintahan yang termasuk dalam wilayahnyci menjadi kewajiban clan 
tanggurig jawab Pernerintah Kabupaten yang bersar~gkutan. 

(2) Kedua Pemerintah Kabupaten akan segera melaku~;an pendataan, menlgroses 
dan melaksznakan pcnyesuaian administrasi berdasa'rkan peraturan dan 
kel-entupn yarlg berlaku dalan.1 Pernerintahan Kabupaten rnasir~g-niasing. 
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mcn;5~ril.,an pelayanan kcpails masyaraka1: '/;iilg dksr! !nc:ncic;;:i-ili -. - Kai-Lu 
I < ~ ! u ~ l g ~ ,  J(a1-t~ -rands Ilenducluk dan sui'al--sut-j1. laii? ! / i ; r ; : ?  . . .  il;;kr:iF d!:r!g?!n 
status kependudukanriya. 

, * , . ! . j  SCIIIU~ i)ia\la yd115. di;~i:i.l~!,;a~~ U I ~ ~ L I ~  [;c~~c:!iLii~!~! i ~ ! ~ l k i ~ i > \ ~ ~ ~ !  ;:JT.~,:C,; !;!;j;.~l,::ja[> 
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ser[a pem~sanyan pilar / patolc batas keiJ;!s i-:;ll:'~pa!:o:;, c;:r):-l--..!. .-,, ::,,,,,::i-i ' ?:~,::;;.:jda 
APBD Propinsi Riau. 

. . . .  
(2) Scrnua Ljiaya yang [imbul dslarn gar,i:i i~ ig i  ;:jSs:zt yZ;iG idir>::!;-!>;?i.i ijsrl 

Kabup3tc.n Indragiri Hulu atau Kabupaten I:~dra!_)i;.i ldiiii- :fi!:e::?a:??n : : ~ ? x L s  
AIlBU Kabupaten yang rnzncrima asset 1:erscb~l:. 

BAD VJ: 
Ke tcn tuan  P e n u t u p  

. . 
-, .... P?d? saat Pera!.uran Gubernur !pi mula; beilaki;, :en-li.:a f J  :-;ei-~',ii:;;? , - c:-.,; - 

L,:rIgan denyan peraturan ini dinyabkan tiddlc beriaku Idgi. 

Perakuran Gubsrnl~r ini niulai berlaku p~cla'tc7ncjc~zi :Jiiui-:.:i~:>gk~fi . 
Agar. setiap:oranG d a p ~ t  menget;huinya, mcmerin[s]:l;;-i;; a ;?c;:c;!c;;.-Ja:::;:~j:.; d c i~~~ t !L : ; ; ; , i  

.... 
, !-:i :!.:;;,,! Gubcrnur ini dcnqan nienempatkannya dalain Bci-;!a 9c:t:;r-c:i: F ; r . . , , -  
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DATA5 Kl*[)UPA'TEN IbIURAGIRL I.ILLIR 01 KA?.ITOR EVFATX 

I N 3 R A q G i k I  I . I I L I R  

TEMBILA;IAN, 6 r iGUST\1S 2002 
.... . . . . .  -..-.----A- .. - . --- - - 

. . .  
. . Pada I - , t~ . i  .I-i :ir-laria tanggo1 ecam buloo Agustur; L ~ ! ~ U I I  ~ C C I  ribu.dua . : . . . . -- . . .  
. . . .  . 'bcr tcmpot !I I'.II~ ! )r bupat i  Indrag iv i  ;ii l ir ' 'Tcn~bilahan tc lah dilglksanakan , ;, - .  .. : 

. . . .  , 
. . . . . . .  , . . 

8 .  Rapot/F1ct.tc.~ib.. 1.; c:~itat-a l ' im  Pctiesura~.: Datus Kabupo--en 1t;ldra;;ri Hulu' . :- . 
. - . ---. -....... , . .  -. . d::nicrl T im I"..~IC!I~..:II~ batas Kob~.pcitcn In i l racj i r i  t i~lir ytin9'difasi l i tcki Ti,m : . . .  , . . 

. . .  
, :. . 

P c ~ r  lapan c1c.r - ' 'ci- ,:cl-t:;ail Batus !'r*o\ insi Riou. 
. . .  
. .  , . . . .  Scbac,.~. ::~:I.:ic lan ju t~kcscpcka icn tanggal Viga buian Agus:-us Tahu;~ 

. . .  $ 
. . . . .  

,i. dun r ibu tJua .::I I!.:rvpt, khususny~  tc.-hoclnp ~ o i n t  2 (duaj  c!'iscpqkati I l nh~va . :  . . 
. . 

. . .  . . .  . . .  . . . . .  . ., 

. . . . 

L. - 1. K;.:~:;:IJ.:-.::III ycing -1.clah dibuct &n Litando-cngoni .slc?l~ T i ~ n  . . .  

. . 
. . 

. . . .  PC:! .-ra:..,:: I3atas Kal~upc?:en l n d r a g i r i  ;-iulu dcn Tin; Pcncguson .... 
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GTJBERNUR RXAU 

--.---- ----- - 

Peltar iba~'~, :7 April 2004 
'r 

Kep;da Yth. 
b1om:)r : 131 / f ~ ~ / ~ ~ ~ . r G  
Lampiran : - L/ .I. Sdr. 13upsli indragiri Hulu 
Perihal : P2nyelesaian Tata Bztas 2. Sdr. Sulxiti lndragiri Hilir 

Antara Kabupaten lndra- 
giri Hulu dan Indrag~r'i Iiilir: dl - 

-- 1-enlpa: --- 

Dengan . hormat, . .  

Berdasarlcan hasil pertemuan a n t ~ r o  Gubernut. Riau dengar! 

Eupc:ti Indragiri h'ulu dan' Bupati lndragiri I-liiir t~erteinpat dj VIP Room 

Lan::arq Kuning Bandara Sultan Syarif Qasyim 11.-Pekacbaru yang .' . - - ;.....'..! 1 I 

dii.ldskan pada tanggal 24 April 2004, bc:sama ini khrni tegaskan 
\ 

kenibali hal-ha1 sebagai belaik3t : 

I 

1. Pt:1:1 Pelamltan Tata Ratas Kabi~pqtefi Indl-agiri I-lulu dengan 

r < r ~ t ) ~ ~ ~ ~ a t e n  lndragiri Yilir yang telah di:iepaltati pada tanggal 

(i A~justus 2002 di Tembiiahan, ietap diakui dan dijadikan acuan di 

doli3rn melaksanakzn sosialisesi oleh masing-mxing Pemerintah 

Kabupaten (Pemda l&ragiri HU~U dan F m d a  lndragiri Hilir). 

2. Per,tltapan Batas Wilayah tidak a l w  membatallian atau 

rncnggugurkan hak Iceperdat;~an kepe.nilikan seseorang/Uadan 

t.luk\1111, sepanjnng t-,al itu sesuai dengan kefentc~aq sang berlaku. 

. . 1 I rnasysrakat yang tc-lah mengolal: tanan dengan ~u;ra!ra: 

I:r!!r!r;mgan tarlahnya ciksluarkan c~leh F7emerintsh Kabupa.]en 

l.\r:i:;~\liri I-iilir sete!all penegasan Satas dilakulcai~, lernyata tanah 

lo,.!;t!1.)~11 termasuk kedakm wi:ayalI Kabupaten Indra~iri klulu, m~;ka 

I\;)i. keperdatatinnya harm tetap diakui oleh Pcmerinlah Kabu- 

palen Indrzgiri Hulu. 



' Delniki&n juga sebalikcya, dengan cacatan t.ahwa tanah yang 

tlikuasai oleh masyaraknt tersebvl niemang betul dio!ah (digarap), 

:Jan bukti pen~olaha:-~nya secara fisidotcctik &?at dijclmpsi 

@ I3:lgi ll~ssyamkst yang hanya n i k i  S t  Kelcrangan tanah, 

;;c?d~ngkan kenyataan dilapanyan masili bc-r!~entuI: hutan; rnaka 

kapoda masing-masing Pemeri~tah KsSupoten (Pemde lnhu <Ian 

f " ~ ~ l l d i l  Inhil) dirninta mfuk dapat niernbatalkan Surat I(eterangan 

t;~n;~t-~ dimaksud. 

5. ;;(?hubungan d.;ngan point 3 rjan 4 krsebut diatas, diharapkan 

kcpada rnasir;g-mas~ng Pemerintah Kabupaten au9aya 

zlsrqerintahkan apqrstnya unt[!k meml~antu rnasyaral;at dalam 

pcnye!csaian adrninistrasi pertari;3llarlnya. 

Dsrnikian .ur~tuk dimaklurni, atas perhntiannya diucapkcrn 

?el1111 :\ nasih. . . 



Norhor : 31 -O Y .  OY' /Pem/II/2007~100 1. Y r .  HERMA14 
Lampiran : - 2. Sd i .  ABDUL KHAIR 
Perihal : Penyelesaian Masalah 

Penyerobotan Tanah Rakyat. di - 
TE M PAT 

- BUPATI INDRAGXRI HILIR 
-- 

Tembilahan, Februari 2007 

Kepada Vth, 

blemperhatikan surat Sal~di~ra tanggal 29 Jmuari 2007 dan 
5 Februari 2007 perihal Lijporar! Penyerobctm Tanah Rakyat yang dilakukan 
oleh PT. NIKMAT di KM. 23 Dusun 3urian Kadam yang ditujukan kepada 
t;etua DPRD Kabupaten lndragiri Hilir dan tembusannyz antara lain - 
disampaikan kepada kami, dengan Ini disarnpaikan kepada Saudara bahwa 
Serdzsaikan Peraturan Gubercur Riau Nclmor 28 Tahun 2005 tentang 
Penetapan dan Pcnegasan Eatas Daerah antara Kabupaten Indragiri Hulu dan 
Kabupaten Indragiri Hilir adalah pada KN. 1'7 3alan antara Simpang Granit - 
Kuala Enok. 

Sehubungan dengan hal tersebut, karena tanah Saudara terletak di 
Ktd. 23 maka penyerobotan tersebut terjadi di Wilayah Kabupaten Indragiri 
Hulu dan untuk penyelesaian permasalahar~ tersebut agar Saudara dapat 
nielaporkannya kepada Pemerintah Katlupaten Indragiri Hulu dan 
DPRD Kabllpaten Indraaiii Hulu. 

Dernikian disarnpaikan dsn atas perhatian Saudara diucapkan 
terima kasih. 

INDRAGIRI I i IL IR 

'9 

Ternbusan : disampsikan kepada, 
1. Sc'r. Gubernur Riau 
2. Sdr. Bupatf Indragiri Hulu. 
3. M r .  Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu. 

+-)1. Sdr. Kctua DPRD Kabuptcn Indragiri Hilir. 
5. Sdr. Kepala Kantor Pertinahan Kabupaten 1ndragi:i Hilir. 
6. Sdr. Camat Kerltang. 
7. M r .  Kepnla Desa Sencalang. 



. /,/ 
;;, . ,':. > 
rC 

1 BUPATX INDRAGIRI HYJLU -- - - 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

: 8/? ~PI I  9012004 
: Pentiflg. 

: Mohon Penjelasan 
penyelesaiar! Ba&s Inhu - lnhL 

Sdr. Elpk. Gubernur Riau 

d i- 
PEKANRARU --- 

Berdasarkan hasil pertemuan :spat Koordinasi penyelesaian tata batas wilayah antara 

Kabupaten lndragiri Hulu dengan Kabdpaten lndragiri Hilir ?ang di fasilitasi oleh Tim PPBD 

Pemprop. Riau tanggal 23 -07 - 2004 di Kantor Bupati lndragiri Hulu, akan ada pertemuan 

lanjutan Tim PPBD Pemprop. Riau dengan Pcmkab. lndrag ri Hulcl dan lndragiri Hilir yang 

jadwalnya di tetapkan Gubernur Riau 

Sehubungan dengan hal tersebcr nlohon pemberiialiuan lebih lanjut terbada;, hasil 

pertemuan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Iidragiri Huiu dimaksud. 

Demikian disampaikan Jan atas kerjasarr~znya yang baik terlebih dahulu diucapkan 

terima kasih. 

\ BUPATI INDRAGIRI HIJLU, 

Tembusan : disampaikan kepada Yth: 
1. Ketua DPRD Kab, lnhu di Rengat. 
2. Bupati lndragiri Hilir di Tembilahan. 

. 3. .Ketua DPRD Kab. lnhil di Tembilahan. 
4. Kakanwil BPN Prop. Riau di Pekanbaru. I! 



RUPATI INDRAGIRI HULU 
- 

&?opal, 18 Oklobeq 2004 

Kepada Yth; 
ti;jpal; Gubernur Riau 

di- 
Pekanbaru 

Merldasari Surat Kepala Sekolah basar Swasta Pasir Pillih Desa Sungai Akar 
Kecamatan Balang Gansal Nomor 0331 SD.S.PP120041 80C.005 !anggal 20 Seplember 200.1 
:entang Laporan Mogok Kerjal Mengajar. dan S~lrat Kepala Ilinas Pendidikan I(at;.lnhu Namor 
12261 2004! t(?/896 tanggal 29 September 2004 tentang Ki~sus SDS Pasir Futih Kec.Batang 
Gansal bahwa Sekolah Dasar Swasta Pasir Putih K1n.16 3i Desa Sunyai Akar Kecamatan 
Batang Gsnsal sebagaimana surat terlampir. 

Selanjutnya pada acara Kunjungan Kerja Gubemur Riau ke flengat pada tanggal 29 
September 2004 yang lalu dalam acara dialognya bersama j;jarrln Dinas Instansi ii Kabupalen 
Indragiri  hull^ telah me~anggapi bahwa lthususnya permasa~ahan penegasan batas wilayah 
Inhu-lnhil akan segera ditindaklanjuti oleh Tim PPBD Pemprog.Riau. 

Kemudian menyusul s~lrat kami terdahl~lu Nornor 3:ITP110Cli2004 tanggal 20 Agustus 
2004 tentang Pengamanan k d i k  batas wilayah I(ab.lnhi. (Sei.Aksr-Kab.lnhil (s,encalang), 
bahwa untuk menghindari kejadian-kejadian lain yang di~hawatirkan lebih buruk lagi terjadi, 
dimohon kepada Bapak untuk rli~realiszsikan dilapangan torhadap pcne!apan batas wilayah 
Inhu-lnhil sebagaimana kesepakatan yang telah ditsndatanga1;i dan penegasannya melalui Sural 
Gubernbr:Riau Nomor 131/PH/38.06 tanggal 27 April 2004 hc:i Penyelesaian Tata Batas antara 
Kab.lnhu dan Inhil. 

Demikian perhatianhya terlebih dalwlu diucapkan terima kasih 

' j Tembusan :.disampaikan kspada yth : 

1'. Ketua DPRD lnhu di Renga!. 
2: Bupati Inhil d i  Tembilahan. 
3. Ketua DPRD lnhil di Tembilahan. 

. , 



BUPATI INDRAGIRI H'ULU 

Rengai. 1 s  Januzri 2005 

Kcspada -. 
- ,  

I" Nomor : 31 /TP110012005. Yth Bzpak Gubernur Rlau 
Sifat : Pent i~g.  dl - 

. . Lampiran : 1 (satu) berkas. 1 P e k a n b a r u  
' , Perihal', : Penyelesaian Tata Ratas Wilayah 

lndraqiri Hulu - lndraqiri Hilir. 
P . ,  . 1 .  / 

: ,I. . 
, . Berdasarkan Surat kami Nomor : 81?/TP110012004 tanggal 7 Agustus 2004 

dan homor : 31~~P110012004 ta~ggal  28 Agustus 20C4 serta surat kami Nomor : 
1247lrP110012004 tanggal 18 Oktober 2004 perihal Penegasan Batas Wihyah 
Kabupaten lndragiri Hulu - lndragiri Hilir, bahwa dengan mengacu kepada surat 

-;u?? I Gubernui Riau Nornor 131lPH138.06 tanggal 27 Apri 2004 tectang Penyelesaian 
Tata Batas antara Kabupa!en lndragiri Hulu dan lndragir ililir telah ditetapkan dengan 

i " mengacu I berpedoman paaa Peta Pelacakan Tata Batas Kabupaten lnclragiri Hulu 
' dengan lndragiri Hilir yar,g telan dlsepakati dan flitandatangani pada tanggal 

I 6 Agustus 2002 di Tembilahan 
a 

Namun disayangkan dengan kondisi tapal tatas yang telah diteiapkan 
tersebu! sampai saat ini masih belum diterima oleh masyarakat perbatssan khususnya 
masyarakat Kabupaten Indraqiri Hilir, sehingga mengakibatkar, tinbulnya konflik 
masalah psrtanahar: di wilaya? perbatasan. Konflik yang terjadi pertama pada tanggal 
26 Agustus 2004 dengan korban meninggal dunia an. BAHAR Urr ur 31 Tahun (Suku 
Bugis) warga Desa Pengalihan Koia Baru Kecamatan Keritang Kabgpaten lndragiri 

, Hilir dan kedua pada tanggal ? 7  Desember 2004 dengan korban meninggal an. A'GUS 
(Suku Bugis) warga [?esa D a n a  Rambai Sencalang perbatasan lndragir~ Hulu - 
lndrayiri Hilir. 

Perlu kami tambahkan disini bahba dalam pengamanal konflik dimaksud 
Pemerintah Kabupater, lndragiri Yulu mengupayakan pengamanan dan telah 
mendapat duku~igan se?enuhnya dari pihak Kapolda FUau, Brimab, Polres lndragiri 
tiulu dan Daln~as Mapoltabes Pekanbaru. iJntuk men~antisipas; munculnya konflik 
yany mengarah kepada SARA, dimohon kepada Pemerintah F'rovinsi 3iau untuk 
memprioritaskan Penyelesaian Perrrasalahan Konflik Batas Wilayah dimaksud. 

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya terlebih dahulu diucapkan 
terima kasih. 

8 

Tembusan : Disampaikan kepada yth ; 
1. Bupati lndragiri Hilir di Tembilahan. 
2. Ketua DPRD Kab. lndragiri Hulu di Rengat. 'a Ketua DPRD Kab. lndragiri Hilir di Tembilahan. J 

4. Kapolres Indragiri Hulu di Rengat: 
5. Camat Batzng Gansal di Seberida. 



HUPATI JNDRAGIRI H I L I R  - -- 

Nomor 
Lampiran 
I-'crilial 

Mecindak L~li.jut i liasil pcrtcm:larl Sil ;~ll lurah~i~i an tara unsilr 
Mc~spida Indragiri I-li!ir, 'l'iln PPRD Kab. !nliil, Cunlat dan Mulitan C'aln:lt 
Kerirang, Icades dan blal~lali Kades Se~iculc~?g, I<rldi~s Sencalang, Ketua UI'D 
Scncalang, 1Ceti.a Pzmuda dan l'okoli Masyarakar Sencala~lg dcngar? 
Giibernur Riair pada tanggal 25 Januari 2005 di I'ekanbaru, dan sgialarl 
dcligali rnaksud surat kami No~~ io r .  ?.5.50.2/T'c1ii/~~Ili2004/100 ~anggal 2X 
Ilesember 2004 perilial I'cnegasan IJcnetap.an 13ata;j Kab. Indragiri I-lilir -- 
lndrugiri I - I L I I U  dl Ilirst~n S(:nci~lany dan scl..-aligi~s ITICI-,angpapi silrat 13upi1ii 
Indragiri i-lulu Nomor. 32~1'1'/10r)/2005 t3:iggaI I .j Sani~ari 2005 ~ ~ c r ~ l i a l  
I'cr~y~lcsaian 'I'ata 13atus \Vilayali Indragiri I li!lu - I~i~iragiri I l i l  i r -  hcrs:~~iia ill i 
tlap:~l kumi sampaikan ha!-ha' scl>egei bcrikut : 

I .  I'ada dasarnya sural (;i~hcrnur I<iai~ No. 1-3 l . l ' l  l l jX .OO Langgil 37 Alxil 
2004 perihal ~cn~k lc sa i an  "l'ata 13atas antara Kab. Indragiri I . lulu clcngan 
Kab. Indragiri I-lilir telah kalni sosiiilisasikan kcpada Masyarakat 
Senc;alang namun dilapaligan rnendapatkal tanggapan lain, dan scsuai 
dengan maksud scrat Kades Sencalang Nornor. 102/Pern-Sc/Xl1/2004 
tanggal 28 Desemhcr 2004 dikstakan Batas ir~dragiri I--I ilir deligan 
Indragiri I-lul'u pada dasari~ya di Krn 17 P .lsun Sencalillg, ~ n e n ~ i n g a ~  
Dusun Sencclang ~dalal i  I~iduk dari 13csa S(:~~calang. 

2. Meriljitk kepada' surat pcliegasail aspinisi Pengetua Adat 'fuo-Tau 
ICainpung dan Tr'toh Masyaiakat Dusuri aScncalang Desa Sungai Akar 
Kecamatan I3atang Gangsill Kabupaten 11idragiri t-ltilu pada hala;iian 

.-. sejerali Desa Sencalang bagian dari Desn Sul-~gai Akar tepatnya 
aiinea terakhir dikatakan baliwa secara Adrxlnistrusi Pcmcrint:lhan DLISLII~  
Sencalang sldalah wilayali Kecarnatan Kcritalig Kabupcttcli Indragiri I l i l i r  
(surat pernyataan terlampir). 

3. Dari tinjauan kami dilapangan bersama Bad'ln 1nfol:om ICesbang Provins~ 
Riau diperoleh data antara lain sebagai bcrik~rt : 
- Pada tahun 1992 umuinnya ~nasyarakat Dcsa Sencalang yang Ingln 

berusaha dibidang Pertanian dengar ~nclnbuka lahan baru 
rnendapatkan silrat keterangan tanah dari Kepala Desa Sencalang 
Kecamatan Keriranp Kabgpaten lndragiri I lilir. 



/' 

/' 
- Ta 199 111 992 m;ls:larakat Km 12 d l n  I ;  L),:sa Scncalallg Kccamam 

Keritang melalui AIJU[> Kab. Indra2i;i I l i l i r  n,cl-tcrima bantii:in 111'1' 
Ternak Karnbing. 

- Pada Tahlin 1994 clan I996 1nasy:lraka~ 1<111 I3 n~cndapat bal~tlian 
hibaii karet dar-i Dinas I'erkebl-man Ka  b ,  Inlli l .  

t '- Ta i99711 '98 1:-,asyarakat K m  I I I 17 I'lcsa Scncalang 
~nenerima bantuzn I'enampungal~ Air I-IuJan (I'AI-I) yang didanai dari 1:  APDD Pcmer :~;lali Oaerali Kabupa~c i Intirag ri I - l i l i i - .  

- Surat Kep~.rtusan Musyawaral~ Dcsa Scricalailg Larlggal 9 Marct I999 
. . tentang pendirian Sckolah Dztsar S\.;asra tli K I I I  16 Pasir P~iri l i  Ilcs;~ 

Sencalang Kecainalan Keritang. 

1 
- Ta 2C00 Szkolah Dasar Swasta d i  Kin 16 I'ajir I ) u r i h  Desa Sei~calang 

I 
2 menerilna t)ant:~an dnna I'MT.AS dar i I'cincrin~all Kabupatcn Indragiri 

I-Iilir. 
d 

. - - Ta 2091 3an 2002 masyarakat K n  12 ~nenerima bantlian I)111< 
.$ (Peternskan) dari Pcmeri~itah Icabupl; ten 1nds;lgiri I-Iilir. 
1 
I 

- I'ada Pcmilu 2004, 'i'l'S IX derlgan J~ r rn l ah  I)c : i l~ i l i l i  seb~nyak 150 .ii\\;a a 

! 
3 C., yang terletak di Kn.1 17 dan TPS X dcngan jlimlnh pe~nilih scbanyak 
+i 159 jiwa ~ a n g  tcrletak di kln 13. ::rdafiar scbagai pendt~duk Dcsa 

. . 

Sencalang Kccarnalan Kcritang K>bul)atc~: Indrngrri I l ilir (llala 
: terlam~ir). 
1 

4. Sehubungan dcngan ha1 rcrsebut dan guns mcnghindn.ri ha1 - ha1 yang 
tidak diinginkan, bcrsaina i n i  tlimolic-nkun k:ranya I3apak hcrkeni~r~ 
lnenetapkan daerali tersebut sebagzi llaerah Status Quo dan. 
memerintahkan kepada Pemerintah Ka3upaten '}ang berbatusal; untuk 
tid.ak melakukan kegiatan di daerah perSatasan scbeluln dikeluarkannya 
surat keputusen penetepan/penegasan bat:is yang det'initive. 

Demikian untulc Bapak maklu~ni  dan atas i;ejasa;.la yalig baik 
dihaturkan terima kasih. 

! ::. . Ternbusan, disampaikan kepada Ytl~ : 
. ., 1 .  Sdr. Ketua DPRD Prov. Riau di ~'ekanbaru. 
7 :. 2. Sdr. Kapolda Riau di Pekanbaru. 

< .  
3. Sdr. Komandan Korem 03 1 Wirabima di Pckanbaru. 

: : 
i : ;  

4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Inhil di Tembilahan. 
: .  @ Sdr. Unsi~r Muspida Inhil di Tembil~hm. 
1 
j 



1 ' Nomor 

DEWAN PERWAKILAN U K Y A T  BlA%KAH 
KABLPATEK INDRAGIRI FIWLU 

Jalan Haya PI matang Reba T~lepon ( 0769 ) 341341 

[ZENGAT - RIAU 
---- - - - - 

Rengat, 20 Ap1-22005 

: 4 2  /DPP.D/TV12005 Icepada Yth : 
: Pmting Sdr. Ketua DFRG Provinsi Riau 
: 1 (Satu) berkas di - 
: Pznyelesaian Batas Pe kanbaru - 

Kab. Inhu-Kab. Inhil 

Dengan Hormat, 

Mencermati isi surnt Kenia DPRD Prohnsi Riau Nomor : 
16712005-3/UM/256 tanggal 18 Maret 2005 tentang Rekomendasi 
Penyelesaian Tata Batits Kahupaten Pndragiri Hulu dengan Kabupaten 
Indrzgiri Hilir, pada intinya memberkin rekomendasi bal~wa penetapan batas 
vhlayah Kabupaten Indragin Hulu dengan Kabupaten lndragiri Hilir pada titik 
Krn 17-20 tanpa melih,?t kronologis upayh-upaya penyelesaian yang telah 
diakukan dan y'mg telall dicapai serta hplikasinya. 

Sehubungan dcngan ha1 tsrsebut tanpa bernwksud 
mengenyam?ingkan rekomendasi yang telali Saudar;~ berikan, berikut ini 
disampaikan kronologis upaya-upaya dan langkah-ladah penyelesaian yang 
telah dikukan serta hal-hal yap,  berhitan den;an masalah tenebut : 

;. Tan@ 1 Juli 1999 bertempat di Kantor Gubemiu Kiau tellih chperoleh 
kesepakatan tentang hasit p e l a c h  Gais Ratas Kab. -hu-Kab. I?hil yang 
dilaksanakm oleh BPN Provinsi Riau dm ditandatangani oleh rnaing- 
masing Tim Penetapan Bat3 Wayah Kabupaten Dati 11 akan digunakan 
sebagai pedonmn untuk rnengukur oleh Tim Teknis yang seknjutnya 
digunakan dalam rangka penetapan pilar balm defe,itif. 

2. Mengingat sering munculnya konflik mmyarakal yang berdomisili di 
wilayah perbatasan, pada rapat berikr~tnya tanggal 6 Agustus 2002 
bertempat di Gntor  Bupati Indraghi Hilir Tin  PPBD Icab. Inhu 
mempertegas kembali dan menyepakati kesepakatan yang dibuat pada 
tanggal 1 Juli 1999 tersebut. 

3. Selanjutnya mclalui Kawat Dirjen Pemerintahan Umum Depdagri Nomor : 
T. 0941219PUM tulgal27 Februari 2003 tentang Pmataan Batas Daerah 
Kab. Inhil dengal daerah yang berbaAmn langsung pertemuannya 
Cilakanakan pada tangal 7 Miiret 2003 mengambil tempat ai Hotel Ibis 
Tamarin Jakarta S mediatori oleh Tim PPBD Depdagri hasilnya tetap 
mernpertegas hasil kesepakatan tanggal 6 Agusk~s 2002. 

4. Rerdasarkan Kawat Gubemur Rian Nomor : 136PW128 dan Nomor : 
136W129  tanggal 22 April 2003 tentang pelaksanaan rapat penetapan 
~okasi clan arah pengukuran batas wilayah Provinsi Riau dengan Provinsi 
Jambi pa& tmggiil 24 April 2003 di Kantor Gubemu Riay kemudian 
dilanjutkan pembahasan rrmsalal~ batas wildayah Kab. Ink  dengan 
Kab. Inh'd terl~adap kesepakatan yang telah dibuat pada tangal 6 Agustus 
2002 dengan kesimpulan rapat hahwa permasalahan batas wilayah 
Kab. Inhu (Kcc. BaTang Gansal) dengan ]Cab. Inhi! (Kec. Keritang) akan 
dimusyawaraWdiputuskan laneung oleh Gubemur Riau bersama 
Bupati Inhu dan Bupati Inhil, sclanjutnyr? Tim FPBD Pemkab. Inhu dan 
Tun PPBD Pmnkab. M, Kades &n tokoh Masyarakat Desa Sincalang 
akan setuju dan mene,hia sepenuhnya apapun hasil yang akan diputuskan 
ole11 Gube~nur Riau bgrsama Bupati Inhu dan Bupati Mil. 



5. M e m p e d o d h a s i l  pertemuai dalan~ penyelesaian hta batas wilayah 
antzra Kab. Inhv (Kec. Batang Ganqal) den an Kab. Inhil (Kec. Keritang) 

B f oleh Gubemur Riau bersarna Eu ati h h u  an Bu ati Inhil melalui Surat 
Gubanur Riau Nomor : 131/PHl 8.06 tanggal 27 &nil 2004 sebagaimana 
isi dan maksulnya dari point 1 d d  4 dcngdn jelas d m  tegas mengukuhkan 
kembali hail  kcsepakatan yang dibual l'im PPBD Kab. Inhu dan Inhil 
pzda tanggal 6 Agustus 2002 tersebut. 

6. Tim PPBD Pemlcrh. Inhu sesi~ai den Surat Gubemur Riau melalui Y=' Swat Nomor : 131iPW38.06 tanggal 3: April 2004 tekh berupaya secara 
proaktif mempedomani dan %ngimplemenrasikan diapangan baik 
mctalui sosialisasi mallpun tsrtib a h t r a s i  pcn~crindiq.  

7. Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 21104 dibentuk Desa Danau Rambai 
ang meru akan pemskaran Desa Sungai Akar. Pembentukan Desa Danau 

Lambai t e h  sesuai dengan aturan paundangas yang berlahu dan &pat 
diterima serta didukung oleh mqarakat  setempat. 

8. Kunjun an Ke ja  Ko&i A D P W  Kiau kc Desa Seficalang dan Desa 
Danau Bambai yang ti& melibatkan Pemkab. Inliu, Kormsi A justru 

at y a n ~  bubi Tun Thu setempat menguipulkan keterangan dari masyar-k 
dan merupakan masyarakdt pendatang tiz:, me an ydn tidnk tahu tentang 
sejarah dan batas, s e h i n y  b e n p ~  n n l e n w g  se'n g ~ s  menggu P" . 
hasil kesqakatan arig te 11 dikm ataqplu pad2 tanggal 1 Juli 19 9 dan Y maksud sur t Gu~emur  Riau Nomor : 131PIU38.06 tanggal 27 Aplil 

. 2004. 

9. Sebagairnana isi surat Saub1.a pada halaman 5 point 2 (menlbeilkan 
rekomendasi baias wJayah pada titik anbra Km. 17-2C), secar;: tegas 
masyarakat Do;a Sunga -4kar Kab. kil l1 maupLm Pemejntah Kabupatzn 

1-Iulu t i h k  akan menerirna, karena akibatn a akan 
E$&&m 5 (iima) Desa C Keoamatan Batang Gansal l!abupaten 
Indragiri Hulu masuk kc Kabupaten k-dragbi Elilk, yaitu : Desa Sungai 
Akar, Desa Danaa Rsmbai, Desa Tda~q; Lakat, Desa Belirnbhg dan Desa 
Penyawn. 

Dcngan dokumen-dokumen dan ;lpaya serta langkah-Lngkah yang 
telaii dilakukan Pemda Kab. Lnhu bahwa penanganan masalah batas antara 
Kabu aten mempakan wewenan Pemerintsh Provinsi dengan teta mengacu 
kepa 3 a kescpakrtan k e d u  daer& scrta S z a t  Edaran Mendagri 'R! Nomor : 
156/2742/SJ tac1ggal 27 November 2002 tentan Pedoman Penetapan dan 
Penegasan Batas Daerah, akan tetapi pcrlu c&arisbawahi bahwa upaya 
penataan dan penesasan batas wilayi+ kerja admiistrasi pemerintahan yang 
pada gikannya mempermudah koordlnasi pelaksanarn pembangunan maupun 
p e m b i  keludupan masyardzit cliwilayahnya. 

Unutk ituIah apa yang telah diteta kan oleh a m u r  Riau 
sebagainlana dalam Surat Nomor :131/PIi/38.0 2 tanggal 27 A ril 2004 atas 
dasar kese akatan yang ditandatangani Tim PPBD k e d ~  Ka upaten serta P !I 
disetujui o eh kedua Bupati, itulah keputuan yang t e r b d  clan anf, tinggal 
masing-rnasing daerali mensosialisasikan dlmasing-masing desa yang 
berbatasan. 

Demikiim disampaiksn un.tuk menjadi perktian Saudara 

m b u s a n  : divtrn~aikan dewan horrnat ; 
1. ~ubernur  Riau di Pekmbaru. 
2. Pj. Bupa.ti Indragiri IIulu di Rengat. 
3. Bupati Indragiri Hilir di Ternbilahan. . . 

Ketua DPRD Kab. Wul& Tembilah&~n 



PEESRINTAH KABUPATEN INDF'AGIRS H I L I R  

. SEKRE!TARIAfr 13 AERAH 
, 7 

Jln. Akilsi:~ N0.01 TcIcp.<0768) 21010-21 1!12 Piix.(0768) 22138. 
'I"EMBILA1-IAN 

:<el)xla Ytll : 
. 

Nornor :@, /.~~/Pci1/V11112005/100 
Lampiran : 1. Sdr. !lar-]at K~:rita!lg 
Pcrihal : Laporall Masyarakat 2. Sdr. Iicpala Ccsa Scncalang 

Dcsa Scnca!ang  nasala ah di - 
Tapal betas Inhil - Inhu 'rEM1'111' 

Mcmperhatikan surat Masyarakat Desa Scncalang tangpi 19 Juli 
2005 tcntang sclcsaikan masalah t a p !  'oatas Inhil - Inhu, bcrsama ini diminta 
~c1.11atian Saudara sebagai bcrikut : 

1. .Mclakukan pcninjauan kclapangall dengan terlcbih dahtilu bcrkoordinasi 
dcngan UPIKA sctcnpat untuk nleneliti kebcnzran laporan yang 
disanlpaikan rnasyal-akat tcrsebut kcpada Bupali Indragiri I-Iilir. 

B 

i 2. i-Iasil pcninjauau kclapangan supaya scgcn. Saudara laporkan kcpada 
Bupati Indragiri I-iilir, se1a:ljutnya laporan Lcrscbul digunak:un scbag'li 1 bnhan kclcngkapan laporan kcpada Gubernur IXiau. 

3. Laporan diinaksud sudah dapat ka~ni  terima p ~ d a  tanggall3 Agustus 2005. 

An. SEKR~TANS . \  DAERAH T A T E N  
L ' INDRAGIRI HIJAR 

Asisten Tata Prajc, 

0 

. HASYIM 

l'e~nbvsan, disa~npaikan kepada : 
1. Yth. Sdr. Gubernur Riau. 
2. Yth. Sdr. Ketua DPRD I'rovinsi  ria,^. 

~ 3 .  Ytll. Sdr, Ketua DPRD Katupatcn Indragiri I-Iilir 



7 *-+. 
- #/ 

< ,  . 
! s \&,Y 

rl // .. 

BUPATI INDMGIIIRII HULU -- ---- 

I '  Rcngnt, 9 Jnnunri 2006 

Nomo: : 1 BO/HK/II/~ 2/2006. ICcpndn : 
Lampiran : 1 (sat11) bcrkns 
Pcrihal : Pcnctapan dan Pcncgasin Batns Y t l ~ .  Bapak Gubcrniv Rinu 

Dacrnli nntnrn Knb. Inhu dcngnn c l i  - 
Knb. Inliil. 

PEI<ANB/\.RU 

Mcnccrn!nti isi Pcraturan Gubcrn1.1r Riau Nomor 28 Tnl iui~ 2005 tcntnng Pcnctnl)an dnn 
Pcncgnsnn Bntas Dncrnli Xntnra Knbupntcli Indrngiri I-lulu dcng:tn Knbul?ntcn lndl-ngiri I-lil ir 
tanggal 8 DcscmScr 2005 dnn Surnt Pcrnyatnnn Mnsynrnkat Kcz:~nintnn Bntnng Gnnsnl. Dnpnt . 

knmi siknpi Ljnh\v;~ I~crnturnn Ciubcrnur tcrscbut tidn:: mc~nc~~u l i i  rnsn kcnd~lnn dnn'l;icrupnk'nn 
Kcputusnn ynng dinmbil scpilink ini rnc;.ul)aknn cncat Iiul.:t~m disn~~iping it11 Pcraturnn Gubcrnur 
;crscbut suclnli bcrcirnt bcscliiking (kcpu:usnn) schinggn pcrlu cliti~;.inu kcmbnli clcngnn 
Pcnibcntuknn Pcratul.nn Pcrundnng-t~~idnn~nn : 

I .  Pcraturnn Gubcr~iur Nomor 2X -hl iun ?003 tcrscbut sudnli l~crs i l i t  linsl. individual tlnn 
I:onkril scl i ingg Icbili bcrsil'nt kcl~ncln bc.;cIiiking ynng rncri~l~nknn I<cl)t,tusnn. Sciringgn 
I'cr:~turnn Ciubcrliur tcrscbut tlnpnt ~ncngakibatknn C'ncnl I-lr kt1111 kn:.c.na strntu 1'cr:iturnn 
Iinruslali bcrsif;it Rcgcling >'nllS mcng;\cu pndn Undnng-untlang t4onior I 0  Tnliun 2004 
tc~lt;lrlg I'crnbcntuX:~~i 1'craLur;m I'cl.uncla~ig-unclangn~i. 

2. .  Pcraturan G t ~ b c r n ~ ~ r  No~nor 28 Taliun 2(!05 mcndnpnt pcrla\\,nnnn <?ng nmn! kunt dnri 
mnsyaraknt dcngnn Pcrn~.ntnan Dcsn Dnnnu Ran~hni tanggd 2 :nnunri 2006 ditt~.ii~knn kcpndn 
Gubcrnur Rinu dnn pcnolnknn dnri niasynrakat Bntang Gn!~snl dcngnn S ~ ~ r n t  Pcrnyntann 
mnsyarnkat Kccnnintnn Bntnng Gnnsal diti~juknn kcpndn Gabcrnur Rinu tans21 5 Jnnunri 
2006. schinggn dikiin\vntirknn nknn tcrjndi bcntrok fisik ynng mc~i~urus kcpndn snm nntnr 
pcrbntas:n. 

3. Bnl i \~a Pcraturnn Gubcrnur tcrscbut bcrdasnrknn Sumt Rcko~ncndasi Komisi DPRD 
Provinsi Rinu Non:or 167/2005--i/UM/2i yang tidnk objcktif. Pcrlu Lnmi Jcl, d .nil bnli\vn 
ku~ijungnn Koniisi A DPRD PI ~vinsi Rinu pndn tnnggnl l i  Mnrct 20Oi kc Dcsn Dnnnu 
Rnmbni, Dcsn Sc~icnln~ig bcrsifnt bcrnt scbclal: dan tidnk ob.ickti1' dnln~;i mcnycrap n:pir:isi 
mnsynmkat, di~nnna T im Ko~:lisi A DPICD Provinsi Rinu tidnk pcrnnl~ rnc\\,n\\n~~clrni 
mnsyarakat sctcmpnt tctnpi justru nlcwnncsrni mnsyamknt pa:tlntnng ynng tclnli dipcrsinpknn 
scbcluninyn, bnhknn Konlisi A DPRD Provinsi Rinr~ mclnlui I.:ctun Komisi mclnrnng pqinbnt 
I)cmcrintnii Knbul~atcn Intlrngiri I-lulu (Tim Paicgasnn Rntns Indl-ngiri I-lillu) t ~ n ~ t ~ l ;  
mcntlnml~ingi 'I'im Komisi A DPICD I'rovinsi. Iinmuli scbniiknyn l ' im Ko~nisi 11 DI)I<D 
I'rovinsi Rinu ditcrimn lc~~gknp clch Tim Bntns Indragiri I-lilir cliloknsi Km. I2  (bukti 
tcrlnmpir). 

4. 0nhwa.didnlnm mcnimbnng Pcr.~ti~r.nn Gubcrn~tr Rinu tcrscbur tidnk rclcvnn dcngnn Bnb I1 
Pcmturnn Gubcrnur R i i ~ i ~  ini dinlnnn pndn point ~ncnimba~;g n. b. c dnn d tidnk pcrnnli 
disconknti untuk I)cnctnpnn bntns pndn koordinnt I02 " J I' 270" B T  dn~ i  0" 2s.  15.4.. LS 
!xng tcrlctnk ditcpi Sungni llidragiri bcrndn di nntara \viln>.nh Kccnmntnn Ternpuling 
(Knbupntc~l IndrnSiri I-lilir) dcngnn Kccnmntnn t i i~n ln  Ccnnki: (Knb~~pn~cn  Intlrngiri t lu l t~)  
~ i i cn t~~ i . j i ~ kn~~  titik koortlinn~ 102" J I '  ZS. S" RT dnn o" Z X  13.S" 1 . 3  !.;lng hcradn c l i  tcpi Jnlnn 
Rayn Rcngat - Tembilnlnn. kc~nudinn ~ i i cn i~ iu  kc nrah sclatan snmpni dipcrsiml~nngnn Surigni 
Brono Bcsir dcngnn Sungni Gnnsnl, kcmudinn mcni!ju kc schtnn salnpr,i pndn 1:oordinnt 
102' 36, 12. 3" B T  dnn 0" 44 17,O LS ynng tcrlctnk di K M  i 7 jnlnn nntnrn simpn~:g gcrnnit 
Kunln Enok nnmu11 Hnsil Kcscpaknt;ln ynng ditnndn tangnni p:~da tnnggnl 0 Agi~st i~s 2002 di 
Kantor Bupnfi Indragiri I-lilir yaitu batas Kabupntcn Indrngiri I-lulu - Knbupntcn Indrngiri 
Hil ir koordinct 0~42.8" LS dnn 102" 28' 26" RT di K m  19. 
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5 .  S a h w a  apabila konsedcran "nicnimbang" dcnyarr penc:.apan yang diatnbil tidak 
t.elevan dan bahl:an berlawa.1an makit Peratilt.an terse'xtt dapat  di kategorikan 
I'craturan yang cacat Iiukunl karcr~a  atla urlsirr p a n u t a r  balikkan Ihhta (Ian ndanya 
unsur Pengaburn11 Dasar I-lukirm. 

\ 

6. Bahwa pen~nd ingan  batns I<abupa;cn Indragiri I-lulu - Inc1t.ngiri I-lilir telall rncmakan 
waktlt yang C L I ~ L I P  lama sckitar + l G  taliun. Dirnana scjak tanggal 28 Agustus 2005  
hingga saat ini d s n ~ a n  diperolell 2 (dua) kali sepakatat: terhada? lokasi batas yatlg 
sama yakni tanggal 1 Juli 1999  dan tarisgal 6 Agustus 2C02 yang diC~silititsi oleh T P  
P B D  Propipsi Xiau dan telali mcmcnuhi nlaksild Surat Edaran Mendngri Nomor  
l26!2742/S3 tanggal 2 7  Nopembcr 2002 tcntarlg Pcdonlan I'cnctapan dan Pcnegassn 
batas dacrah kcscpakatan tc-schut jelas sekali mengl1asill:an batas tlacrah Kabupilterl 
Inclragiri Hulu - lndrzgiri I-lilir pada K:N 10. . 

7. Ball\wa kcscpnkatnn ~crscbrl t  tliatas ya 1g dil3silitasi dan tlitatlclo ratlga!lt oleil 'I'P1'13D 
Propinsi Riau datl t t t n ~ t  ditanda tar-gani olch I'PPBC' I'usnt dari Dcpdagri darr 
Direktorat Tolbgral i  11 D (Vidc DA Vcrilikasi peta g a t a s  Dacrah I<abupatcn ltrdragiri 
I-lilir Propinsi Rinu) patln t i r ng~a l  2 Marct 2003 ada l a l~  telnh lintrl tlnn I\orlgk!-it cia11 
nlcstinya Pcrat i~rnn G ~ r b c r n ~ ~ r  Iliau Lcrscbut harus 1ncnync.l piltli~ k c s c p n k a t , ~ ~ ~  ilu 

8. Baliwa kesepakatan yany tclnh rnendzpal lcgaljtas diatas tidaklall dapat d icab~t t  atail 
tidak di indal~kan apalayi oleh sebuall Pcraturan G i~bc r t ? i~ r  y a n s  beisifht beschiking, 
k a r e ~ l a  it11 Peratitran G ~ ~ b e r n u r  tcrsebut dapatlah dikatagorikan Pcraturan ycny Cacal  
Hukurn. 

9. bahwa apabil? Peraturan Cillbernur h o m o r  28 Tahun 2005 tcrsebut d i t e y k k a n  untuk / 
dijalankan n ~ a k a  sudah b a r a ~  g tent11 nkan mendapat perlawanan yang arnat kuat dari 
masyarakat perbatasan ynrly berakibat aknn terciptanyn konllik yang berkepanjanyan 
dan bnhknn dapat  rnenirribulkan S A R A  pntla kedua masynrakat perbntasarr ynny 
seLelut;lnya anian. tentranl clan bersaudara. 

Sehubl~ngan denyan llal terscbut padn butir 1 s/d 9 perihnl P e r a t ~ ~ r a n  Gubcrn~rr  
yang met-irpakan Kcputus;ln ynny di ambil scpihak ini nxr  upakan Cacat  I - luku~n karctra 
unsur n~emutarbal ikan fakta dan  adanya pengaburan Dasar I-lukum maka kawi mcnolaL 
Perat man  tersebut. 

Cenlikian alas pc:hn!ian I?ap;~k diucapkan lerinla kasili 
I \ 

TEMi3USAr.I : 
1. Bapak  Mendagri  di Jakarta. 
2. ~ e i u a  DPRD Propinsi Riau. / 

..,'3. Bupati  Kab: (nhil 'd i  Tembilahan. 
' 4. Ketua  DPRD Kab. Inhu. 
5. Ketua DPRD Kab.Inhi1 di Tembilahan. P 



#F--' PEMERTNTATI WBTJPATEN T.VDRAG1N HLIR 

DESA SENCAIJANG - 

-. JCEXAJMATAW KERCTANG 
a. Litas Samudra Ka. Sci A k r  No. 08 Dcsa Scncalang E:ec Kcritang-lnhiCRiau-29274 

7 - 

3engan. ilxm a t ,  

bersarns i n i  kami sampaikan Itep&a saudara hal-ha1 seba- 

ga i  ber ikut  : 
. . 

1. Berclasarkan pera:i;uran iiubernur r'rogr.nsi Riact nomor. 28 ta-- 
hun; 2003, tanggai .  33-1 2-2005. 3ahkra t e l a h  2i te tapkan Yapal 
d a t a s  iiabugaten l n d r a g i r i  iiilir - X~~buga-Len Indragiri. Zulu 
yang tepatnya d i  YLlometer. 17. 

2. d a s i l  pemantuan kami di1a'anga.n bersama x;etl;a ~ 1 3 ,  bahwa - 
kondisi  han s i t u a . s i  m & s  yarakat. yang--bera-aa. diperbatasan - 
yang -termasuklie~&larn &sa Sencala.ng a.ecama.tan Kerithng. La-. 

I( bugaten Iodrud i l i  u i l . i r ,  dalam keadaa n. konfiusif l-arsna ja- 
u h  sehelumnya se bagaian be s a r  nasynrakat ingin  aengakui b e  - 

. . 
rada d i  %esa Sencalang,. 

i 3. f a d s  Liloineter 1 I . se;;;.clj.ntir masyarcjtat yang t i a a k .  menga,- 

7 kui. Tagal Butas yalig t e l a h  d i t e t a p k a : ~  bahkan adz oltnom-ok- 
n.m .ter.tentu: yang t e l a h  inernbangl~~~ ii\;a;~tor iksa ,  i(antor, Ba - 
binsa,  Yuskesrnas, d?.n memasang Porta: dikil.ometer: 17. 

. . 

j 4 .  i emamzuan i n i  aria beberapa orang Yropokator. dengan ma 
sya r  &at a. Kilometer 11, adapun oknum tersebut  a d a l a  Ma= 

I 
i s ~ a r a k a t  mil y a i t u  : Sdr. 'j!&RMIhI L'LBAR yans pernah men- 
1 '42 7 1 jabat.  hc tua  M 4 D  h s a  Sencalang pada tahun 1094 dan Sekre- 
; . - r e t a r i s  Ul> Desa Sencal-ang pada tahun 2003, s e r t a  dibantu- 

I o leh  Sau3ara SU:\Yhnl)L warga Pelianbaru. yang sebelumnya ads - 
lah. warga Inhil. i 

I - .. 
j 

'. Kiranya iJemerintgL i;apupaten I n d r a ~ i r i  n P l i r  b:,l.an v;.a!ctu - 
j se.cepatn~-a dapzt rnembangun, fugu/&i lar  'r'ajal h t a s  dirnabsud 
, agar t idak. t e r j ad i .  ha].-ha1 yang t idak  diinginkan, untuk i n  

1. dimaksudkan kepada- sauda rd  kiranya , l apa t  rneniniaa keada- 
as 'disel t i tar . .  I'erbatasan te rsebut .  - 

I . , . De,nikianlah untuk ciapat saudara mat. 
i t i w a  kami uc~ylran terlma kas i l  
!. 
i 
i 
I 
I 
\ 
: yenbusan; I>isar,~$&iitan !ce$ads Yth : --- I. . ~ I L .  iitj. Lndrqiri:.'. - idlir. 
i 2. . dib Indrag1 I 1 1  u. 

i 
1 .  

I '  5. ....... Yertingg dl........... - - - -- 
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PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR %Nl>. 
KECAMATAN KER.ITANG 

-7y I 15- 
* 

JL. A. YANI NO. TELP (0768) 327270 KODE POS 29274 
KOTABARU 

Kotabaru, 1. Maret ;!006 
0 

Nomor :~~/~em/111/2006/100 Kepada 
Lan-~piran : 1 (satu) Lerr~bar Yth. Sdr. Bupati Indragiri Hilir 
Perihal : Laporan perkembangan P d i  - l 

7 8 ~ a l  Eatas Inhil - Inhu Ten~bilahan 

Berdaszrkan Peraturan Gubernur Riau No. 28 Tahun 2005 tanggal 
8 Desember 2005 tentang Penetapan dan penegasan Batas Daerah Ar~tara 
Kabupaten Indragiri Hulu dan Kab~paten Indl-agiri Hilir. 

Sehubungzn dengan telah ditetapka!i tapal Eatas tersebut pada 
Km 17 Desa Sencalang Kecamatano Keritang dar: sambil menur~ggu 
ketetapan lebih lanjut t2ntang Pemasangan Tug;] antara Kabupaten 
Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir dari pemerirltah Provinsi Riau, dengan irli 
kami ~nelaporkan perkernbangan terakhir tentang situasi / kondisi sosial 
masyarakat pada desa Perbatasan sebagai oerikut : 

1. Dalam upaya pembiriaan teritorial pads batas Km. 17 yang telali 
ditetapkan oieh Pemerintah Provinsi Riau, pihak Camat beserta Upika, 
Kepala DesajPerangk3t terus memantau keadaan sosial, budaya, Politik 
d a ~  ekonomi masyarakat di perbatasan sampai saat ini tetap kondusif ; 

2. Dalam mengantisip~si adanya gangguan kamtibmas jajaran Polsek 
Keritang dan Koramil tetap secara rutin mengadakan Patroli 
keperbatasan dan bekerjasama dengan Upika Kecamatan Bat&g 
Gancal ; 

3. Pihak Kami / Perangkat Desa Senca!ang setiap saat melakukan 
koordinasi melalui komunikasi telpon, HP dan Orari ; 

4. Sebagaimana kita maklumi bersama keadaan kondusif sedikit berubah 
dengan adanya pihak-pit~ak tertentu yang selalu mengirim SMS kepada 
Pejabat-pejabat tertentu intinya masyarakat Km 11 tidak menerima 
tapal batas Km. 17 yang telah ditetapkan dengan alasan / dalih 
tertentu yang dimotori oleh Sdr. Tarniizi Jabar, Raja Ridwan, Mahmud, 
dan mei-eka d~lunya adalah tokoh yang duduk di Lembaga Desa 
sepe~ti LKPID, BPD, Kepala Dasun secara administratif di bawah 
pemerintah Desz Sencalang p ~ d a  kurun vraktu 1994 - 2003 dan Nota 
Bene mereka adalah putra Indragiri Hilir. 

> 

Selanjutnya untuk mencermati keadan iri, maka kan~i pada tanggal 
28 Februari 2006 segera turun kelapzngan bersama aparat Polsek / 
Korarrlil Keritang guna mendgantisipasi hal-ha1 yang tidak kita inginkan 
dengan langkah-langkah / penjelasan sebagai berikut : 
a. Tetap mengzd; kan pendekatan secara persuasif kepada tokoh 

rr~asyarakat / pemuda yang ada di Krn 01 s/d 17 ; 
b. Secara khusus kani telah mengadakan pertemuan dengan Saudara 

Tarmizi Jabar dan Rzja Ridwall cs di Km. 11 yang mereka klaim 
sebqgai Desa Danau Rambai yang masuk pada wilayah Kecamatan 
Batang Gansal Kabupaten Indragiii Hulu ; 



c. Calam pertemuan tersebut kami t~eserta Upika teiah menjembatani 
dail rnenjelaskan sesuai dengan tehh dizetapka~i tapal batas Km. 17 
tersebut agar kelornpok tersebut tidak menciptakan adanya 
mssyarakat pro dan kontra, serta rnenghindari Kcr~flik hcrizontal yang 
akan merugikan serrlua p i b k  ; 

d. Dari penjelasan mereka menerirr~a clan ~nemaklurni, namun Saudara 
Tarmizi / Raja Ridwar, Cs tctap bertahan dengan alssar~ yan,q 
bersangkutan belcerja sebagai Ketua BPD yang syah bardasarkan Sk' 
dari Pemda Indragiri tlulu clan tetap mengaj~~kan keberatannya, 
dengan alasan ;'ka tapal ba'ias Pemda Jyhil pad2 Koordinat Km 17, 
rnaka hilang 5 flimaj Desa di Indragiri Hulu dan masuk Ice Pemda 
Indragiri Hilir aniara lain -- Desa Penyaquan, Belirr'bing, Talang L.akat,- 
Sl~r~gai Akar Hulu d m  Desa Desa Danau 3ambai (hemat karrli, hai ini 
perlu kita uji bersb~na kebenaranya apakah penetapdn tapal batas ini 
mempengaruhi desa-desa tetangga yang ads) ; 

e. Oisinyalir adanya perhatian khusus Pelnda Indragiri Hulu kepada 
masyarkat perbatasan Desa Sencalanl:] dan sekitarnya derigan 
memberikan program-pogram bantuijn ?ernbangunan sosial 
kemasyarakatan berupa sarana pendidiken, kesehatan, infrastruktur 
Desa Danau Ra~nbai dan bantuan-t:,antuan lainnya sehingga 
menambah simpatik kelompok masyarakzt. tertentu . 

Demikian laporan ini kami sampaikan, i~erkembangan lai~inya akan 
kami laporkan kepacla Ssudara, dan mohon petunjuk iebih lanjut. Terima 
kaslh. I 

TEMBUSAN : Disampaikan kepada : 
1. Sdr. Kapolsek Keritang di Kotabaru 
2. Sdr. Koramil Pwl:. Keritar~g di Kotabarl~ 
3. Sdr. Kepal% Dzsa Sencalang di Kuala Sei. 'Akar 



BUPATI :[NDRAGIRI FTILIR 

Nolnor : 9 /Pcn1/V111/2005/i 00 Sdr. CLIBERNIJR RIA11 

Lampiran : l(satu) bcrkas d i 

Perihal : Pcnnasalahan Batas I~dr-agiri I-lilir- PEKANI3AIIU 

Indragiri 1-lulu di Dcsa Scncalarlg 

Menindaklanjuti hasil Rapat Kerja Gubernur Riau dcngan Bupati / Walikota. 

sc- Propinsi Riau tanggal 18 juli 2005 dinlana C;ubem~r Riau nlznekankan antara lain 

rnasalah pcnyclesaian tapal batas antara Kabupatcn 1 Kola, k=cdmatan / Dcsa dan 

surat masyarakat Desa Serlcalang tcnggal I9 juli 2005 tentank selesaikan n~asalah 

tapal batas Indmgiri Hilir - Indragiri 1-Iulu yang tem'xsan antara lain disa1np:likan. 

kepada Saudara, serta surat Cainat Keritang No 2231Pem /VIlI/05/2005 tanggal 1 1  

Agustus 2005 tentang laporan Masyarakat Desa Sencalang pen~asalahan tapal bat%s 

Indragiri !-lilir-Indragiri I-Iulu, bersama ini di sampaikau hal-ha1 berikut: 
/' 

1. Batas antara Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu ~ l i  Desa Sencalang Kexrnatan 

. K.eritang padu dasarnya masih dahm status Quo, karena sampai saat ini belum 

tida keputusan Pemerintah Propinsi Riau terh~dap tapal batas tersebut. 

2. Saat ini di Km 12 Desa Scncalang tdah dibeniuk Dcsa baru olch Pcrncrintah 

Kabupaten Indragiri Hu!u dengan nama Desa Dariau Rambai yang seyogyanya 

di daerah tersebut, kedca Penlerintah Dacrah perbatasan tidak melakukan 

kegiatan. 

3. Lahan kosong Masyarakat 3csa Sencalang lcbih kurang 200 I-Ia yang tcrlctak 

di Kr~l  12 dan sekitaniya digarap aleh PT.HII<MAH dari Pekanbaru tanpa 

sepcngctahuan masyarakst Dcsa Scncalang Kccamatan Kzritang Kabup~tcn 

lndragiri I-Iilir scbagai pcmilik lahan. 

4. Untuk Saudiira rnaltlurni, tidak hanya pada Km ?. Dcsa Sc~lcalang tctapi padu 

Kn1 13, 14, 15, 16 dan 17 tanah lnasyarakat Lmumnya sudah mempunyai 

scrti fikat yang dikclt~arkan olch BPN Kabupatcn indragiri 1 liiir (terlampir) 



5. Saat ini masyarakat kcrr~bali nienjadi resah d a i ~  jika ha1 tersebut terus berlarut- 

larut dikhawatirkan akan memicu .terjadi hal-ha1 yang tidab diinginkan di Desa 

~enca lang  Kabuparen InCragiri Hilir. 

Sehubungan dengar  ha1 tersebut, mohon kiranya Gubernur Riau dapat 

segera menetapkan baias antara Kabupaten 1ndr;lgiri I-Iilir dan Lidragiri Hulu 

yang tzrlctak di Dcsa S e ~ l c a l a ~ i g  Kccamatan Kcritang Kiibupatcn Indragiri 

I-Iilir. 
\ 

[Icmikian untul: d i rnakl~!~ni  da11 atas kcrlasamanya diucapkan le r i~na  
kasih. 

Tembusan, disampaikan kepzda : 
1. Yth. Sdr. Mcnteri Dalam Negeri di Jakarta. 
2. Yth. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Riau 

3 Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir 
4. Yth. Sdr. U P O L R E S  1ndragi1.i Hilir 
5. Yth. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Ind ragiri Hili: 
6. Yth. Sdr. Camat Keritang Kabupaten Indragiri Hilir 



, . 
Nomor : 9%. I.63 /~em~111/2006~ 1 GO 
Lampiran : 1 (satu) eks. 
Perihul : Perkembangan Tapal 

Batas Inhll - Inhu. 

Ternr~ilol?an, :I Marei 2006. 

Kepcrlcl ' 'tii, 

Sdr. SIJCi'RNUR ?IA; 

I\nenindaklanjuti Lapor~n perkernba:lgon Tapal Batas Kabupaten 
lndragiri Hi!ir dan Indragiri HLI~U setslah keluarn.~~ Peratu:ari GuGernl~r Riau 
Nomor 28 'Tahun 2 0 ~ 5  tanggai 8 Desember ?GCA tentang Penetapan don 
Psnegasan Batas Daer~h anfara Kabupatsn Indragiri Hulu don lndragiri 
Hilir dari Camat Keritang dengon surat bl.>rnor 42/Pem/111/2006/100 
tanggtil 1 Maret 2('36; hersarnd ir~i disarnl~~~kan .tepada Saudara 
sebagqi berikut : 

1. Bahwa  ad^ beberzpa ol:nvrn yong tinggr~l 13 KM 1 1 Sencalang, selalu 
mengirim SMS kepa-fa pejaba: terts,~tu cjan mengatakcn bahwo 
masyarakat KM 11 tidcrk menerima f~enetapc~n tapul batas 
Kahupaten lndragiri Hilir don lndragiri I-iulu d. KM 17.' 

2. Kebaratan mereka atas penetapcn Tapcll !iotas Kabupaten Indragiri 
Hilir don lndragiri iiulu di KM 17, karena akart ado 5 [limo) Desa lagi di 
Kabupaten Indragiri Hulu yarlg akan masuk ke Kahupaten Indragin' t:ilir - 
yaitu Desa Penyaguan, Delimbiny, Talang Lakat, Sungai Akar hulu don 
Desa Danau Rambai. 

Sehubungan dengar, ha: tenebut, untuk menghindqri ha1 al yang 
tidak diinginkan, agar pema:angan pilarlpctok batas doer h antara 

oleh Tim PPBD Propinsi Riau untuk segera dilskanakan. 

6 
Kcbupaten lndragiri Hilir clan Kabupaten lndragiri Hulu y0r.g difasilitasi 

Demikian disampaikan Untl~k dimaklumi. 

! INDMGIRI HILIR 

i 
I 

1 I TEMBUSAN : disampaikan kzpada, 
I 
I 1. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Riau di Pekanbar,~. 

J 2 .  Sdt. Ketuu DPRD Kabupaten lndragiri Hilir di Ternbilahan 

I 3. Sdr. KAPOLRES Ir,dragiri Hilir di Tetnbilahan 
4. Sdr. Dan Dim 021 4 lndragiri Hilir di Tembilzlhon. 

I 
i 5. Sdr. Cccrnat Keritang di Kotabarv. 
I 6. Sdr. Kepala Desa Sencslang. 



? ~ E n ~ a d ~ ~ u s t u s  2001 
1' 

Nomor .. : 31 TrP/100/2004. depada Yth: 
Sifat ' : Penting. 3apak.Gubernur Riau 

. . Lampiran : - d i 
:. , -. . '  Perihal . : Pengamailan konflik batas wilsvah .Pakanbaru 

Kab. l~hu (Sei.Akar) - Kab.lnhil (Sencalana. 

Mencermati Surat laporan Kepala Desa Sungai Akar nomor 
193/02.08/SANI11/2004 tanggal 28 Agustus 2004 Perihal Laporan konflik wilayali 
perbatasan antara Kab.lnhb-lnhil di Kecamatan Batang Gansal Desa Sungai 
Akar - Kecamatan Keritang Desa Se~calang pada tanggal 26 Agustus 2004 
pukul 14.00 1Vib telah teqadi tindakan kriminal yang menyebabkan 
meninggalnya seorang waryn Desa Sencalans Kecamatan Keritang lnhil di 
Sungai Sclesung Dusur Pasir Putih Km.17 Desa Sunyai Akar yang dipicu oleh 
perampaszn hak atas kepemilikan tanah masyarakat lnhu oleh szkelompok 
masyarakat lnhil yarlg berdo,n~sili di wilayah perbatasan. 

Atas kejadian tersebut Pemerintah Kal:). lnhu telah mengupayakan 
pengamana? dari Kapolres Ir,hu beserta jajarani-ya agar t~dak terjadi tindakan 
kriminal berikutnya dan mcmohon kepada Pe~rlerintah Prop~nsi Riau untuk 

I memprioritaskan penyelesa~an permasalahan kor~flik batas wilayah dimaksud 

Demikian disampaikan d m  atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

An. BUPA-I-1 INORAGlRl H U ~  
Sekretar is Daerah 

Tembusan : 
1. Yth.Sdr.Ka~olda Riau di Pekanb:-ru. 
2. ~ t h . ~ d r . ~ e i u a  DPRD Kab. lnhu di Rengat. 
3. ~th.Sdr.Ketua DPRD Kab. lnhii dl Tsmbilahan. 
4. Yth.Sdr.Kapolres lnhu di Rengat. 

1 

I 5. Yth.Sdr.Dandim C302 lnhu di Renpt .  
6. Yth.Sdr.Camat Batang Gansal di Seberida. 
7. Yth.Sdr.Kapolsek Seberida di Pangkalan Kasai 
8. Yth.Sdr.Koiamil Seberida di Pangkalan Kasai. 



/" 
L 

/ PEMERINTAEI KABUPATEN I!lll)RCIArlT HULU 
KECAMATAN BATALVG GANSAL 
DESA DANAU RAMBAI 

Jalnn Lintas SarnuJra krn. 11 Kodc 1'0s. 293"l - - 

Nornor : 6'1 /300/DIU\'/2006 
Sifat : Penting 
Larnpirun : - 
Perihal : Pemariggilan W a r p  

Dcsa i)an:~u Rarnbai. 

D ~ n i ~ u  Rambai, ! 2 Mei 2006 

Kepi~d;: 

Ylh. BF. (:amat B~lang Gansal. -. 

Mel~lui  suiat ini kami sarnpaikan bahws karni \Varga Dcsa Danau Rarnbai 
Kecarnatan Bntang Gansal Kab~lpatcn lndragiri Hulu rncndapat Furat pznggilan dnri 
Kapolsek Keritang Kabupaten Indraqiri Hilir. Adapun era ~g-orang yang dipanggil yaitu : 

1. Otoh Sopyan 
2. R. Ridwan. 
3. Anasril 

Sebagai siiksi dalarn perkan, tindakpidana pcngerusaki~~~ yang tcrjadi pada hari kami:; 
tanggal 4 h l c i  2006 di Krn, 16 Dcsa Danau Rarnbai. Kccarnatan Batang Gansal. 

Karni atiisnarna rnasyarakat desa Dan?.u Rarnbai merasa tidak perlu rnernenuhi 
panggilan tersebut. dikarenakan karni n1era.a bukan bagian dhri rnssyarakat Kecarnata~i 
Keritrtng Kabupaten lndragiri Hilir. 

I '  

Pccting B a ~ a k  ketahui, bahwa rnasyarakat Desa Sencnlang Kuala Sei Akar 
Kecarnatan Koritang Kabupater, lndragiri Hilir padrt tanggal G Marct 2003 siang telah 
txjadi penutlrpan Kantor Perwakilan Desa Danau Ramtai Kecaniatan Batang Gansal 
pada jam dinas sekaligus penurunan bendera dan pencabutan Plank: Narna Kantor Desa 
Perwakilan Danau Rarnbai Kabupate~i Ir~dragiri Hulu yang di kornandoni oleh 

I rnasyarakat Kualrt sebanyak 3 lnobil Colt Diesel dan sarnpai saat ini tidak pernah 
! dip~oses secara hukurn. . 

Dernikian kbrni sarnpaikrtn dan teritna kasih ctas 

Tembiisrii~ : 
I .  Yth. Bupati Kabupitcn Indragiri i-lulu di- Rengat. 
2. Ytli. Bupati Kabupalen lndragiri Hilir di- Tcmbilahan. 
3. Yth. Ka. DPRD Kabupaten lndragiri Hulu di- Rengat. 
@ Yth. Ka. DPRD Kabupaten indragiri Hilir di- Terr,bilahan. 
5. Yth. Ka. Badan Kesbang Kabupaten lndragiri Hulu di- Rengat. 
6. Yth. Kapolres Kabupaten lndragiri tllllu di- Rengat. 
7. Yth. Kapolrc; Kabupaten fndragiri I-lilir di- Ternbilahan. 
8. YtI1. Camat Kerilang di- Kola  ban^. 
9. Ytli. Kapolsek Balang Gnnsal di- Pengkalan Kasai. 
10. Y th. KapolseC. Keritang di- Kgta B;ru 
1 !. Ytli. Kepala Desn Kuala Sei Akar Ji- Kuala Sei Akar. 



Pekanbaru, 17 Mei 2006 

Kepada Yth. 
Nomor : 136fPHf18.12 Sdr. t3upati Indragiri Hulu 
Lampiran f - - 
Perlhal : Permasalahan Penetapan tli - 

darl Penegasan Batas antara R en g a t. / 

Kab. Inhu denqan Kab. Inhil. 

Dengan hormat, 

Berkenaan derlgan surat Saudaia nomor 180/HK/II/12/2006 

tanggal 9 Januari 20G6 perihal seperti tersebut cii atas, bersama ini 

disampaikan kepada Saudara hal-ha1 set?;~gai berikut : 

1. Bahwa proses ditetapkanqya Peraturan Gubernur Rlau Nomor 28 

Tahun 2035, tanggal 8 Desember 2005 tentang Penehpar~ dan 

Penegasan Eabs Daerah Antara Kabupaten Indmgiri Hulu dengan 

Kabupaten Indragiri Hilir telah mempertimbangkan aspek yuridis 

dan sosiologis sebagainianz tertuan3 dalam tahapan~tahapan 

pada konsideran menimbang Keputucan dimaksud. 

2. Rapat Penetapan dan Penegasan Batas antara Kabupaten 

Indmgiri Huiu dengan Kabupaten Indr iri Hilir dihadiri oleh mm 

PPBD Kabupaten Indragirl Hulu dan "9- im PPBD Kabupaten 

lndragiri Hilir serta telah beberapa kali dilakukan peninjauan 

!apangan, namun tidak pernah diperoleh titik temu atau 

kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak sebagai 
- solusi untuk rnenyeiesaikan perselisihan anbra Katupaten 

Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indrayiri Hilir. 

3. Ses~~ai dengan kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud 

Pasal 198 ayat (1) Undan9-undang Nomor 32 Tahun 2004 vang 

menyatakan bahwa apabila te jadi perseiisihan dalam 

penyelenggaraan fungsi pemerictahan antar kabupatenlkota 

dalam satu provinsi, Gubernur rr~enyelesaikan perselisihan 

dimaksud. 



4. Untuk itu dalam melaksanakan amar~at Undang-undang Nomor 

'32  Tzhun 2004 khususnya ketentuan Pasal 198 ayat (I), kami 

menetapkan Peraturan Gubernur Riau lJomor 28 Tahun 2005 dan 

merupakan suatu keputusa~i yang bersifat final. 

5. Dengan de~nikian diminta kepada Saudara memberikan 

pengertian clan sbsialisasi ke rnasyarakat untuk mematuhi 

- . Peraturan Gut~ernur Riau Nomor 28 7-shun 2005. 

Deniikian untuk dimakli~rni, 3tas perhatian Saudara 

diucapkan terima kasih. 

G U B E R N U R  R I A l J ,  

2. Ketua DPRD ~rcwinsi aiau. 
3. Bupati Indragiri Hiljr. 
4. Ketua DPRD Kabupaten .Indragiri Hulu. 
5. Ketua DPRD Kabvpaten 1ndragi;i Hilir. 



BUPATI INIDRAGIRI: HILIR - 
t 

Tembilahan, Jsli 3.006. 

- 
Nornor :,?/. q~~?em/V11/2004/ 100 Yth, Sdr. (3'JdERNlJR KIAU 
Lampiran : 1 satu] eksemplar. 
Perihal : Perkembangan Tapol Batas di - 

Daerah antara Kab. lnhil - Inhu PEKANBARU 

Menyusul suiat kami Nomor. 2921. i .03/Pern/111/'2006/ 100 tanggal 
16 Maret 2006 perihal Perkembangan Tapal Batas Indragiri Hilir - Indragiri Hulu 
don rnemperhatikan surd Ketcla DPRD Kc;-.upater lr~dragiri Hilir 
Nomor. 87/DPRD/V11/2006 taiiggol 24 Juli 2m6 perihal Peninjauan Pemilihan 
Kepala Desa, bersarna iiii kami sarnpikan ha1 - ha1 sebagai Serikut : 

1 .  Pada tanggal 25 Juli 2006 telah dilakca?akan F'emi~ihari Kepalo Desa 
Danau Rambai atas restu Femerintah Kabupaten Indragiri Hulu. 

2. Desa Danau Fambai terletak pada Km 1 1  Desa Sencalang Kecamatan 
Keritang Kabupaten lndragiri Hilir, yang sesuai dengan Peraturan Gubernur 
Piau Nomor. 28 Tahurl 2C05 terrnasuk dalam wiluy2h Kabupaten lndragiri 
Hilir. . 

3. Pernilihan Kepala Desa tersebut, tidak semua masyarakat mengetahuinya 
don diduga direkayasc~ olen oknum teitentu yanq selama ini selalu 
vemprovokasi masyaraka t. 

4. Penetapan don Penegasan Batas Daeroh di K r i  17 Desa Sencalang 
tersebut umumnya belum diketahui oleh masyarakat setempat, ha1 ini 
beium dapat kami sosiulisasikan karena rnematuhi saran don perintah 
Pemerintah Provinsi Riau agar Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tidak 
melakukan tindakan -. tindakan yang ogresif di daerah Tapal batas 
tersebut. 

Sehubungan dengarb ha1 iersebut. untl~k menyhindari ha1 - ha1 yang 
tidak diinginkan, aOar segera dilakukan langkch - langkuh ko1.9kril tentang 
penyelesaian Tapal Batas Daerah in:, sehingg:~ Pemerinfah don trasyarakat 
lndragiri H~lir tidak dirugikan. 

Uernikian disar~~paikon untuk dimaklurni. 

DRAGIRI HILIR 

Tembusan : disampaikan kepada, 
, 

1 .  Sdr. Ketua DPRD Provir,si Riau. 
I 

2. Sdr. Bupat~ lndragiri Hclu. 
i 3. SJr. Ketua DPRD Kab. lndragiri Hilir. 
1 4. Sdr. MUSPIDA Kah. lndragiri Hilir. 

i 5. Sdr. Camat Keritang. 



. 
/- '7 ",$/-@ 

l<QlVlISI A 

t i WBUPATEN INDRAGIRI HILBR 
J1. Kl-I. Dewantara No. 0 1 l'clp. (0768) 21C07 -- Fax 2205 1 

1 

*l'cmbi:dllan, 22 J u l i  2006 

F:.-pada Y th, 
NOIIIOI. : 32IKOM-NDI'RDNIli?GO6 Sdr. Kctua GPKD .. 
Lamp. : 1 (Satu) Rangkal: 1c;abupatcn indragirj I-Iilir. 
I'crillal : I-lasil K;lnjungan Lnpnngan tf i -  

" KM 11 Dcsa S ~ I ~ C N ~ I I I I ~  Tcn~tri la!~an 
Kecaniatan Kerifa~rg " 
......................................... 

1 .  Tata Tel-iib DI'RD Kabupatcn Irldragiri Millr 
2. Surat T U ~ S  dit1.i I'iinpinan DI'RI) Nornor : 1 10 / ~ 1 ' 1 ~ 1 ' ~ ~ / ~ 1 1 1 2 0 0 6  

Tanggal 14 Juli 2006. 

11. Waktu dan Tclnpat lccgiatan 

I-Iari 1 Tanggal : Jum'at, 21 Juli 2006 -- 
I ~ ~ ; ~ p a t  : KM. I 1 Dcsa Seilcr.lang Kccarnatal Kcritalg 
Pcscrta : A. Tim lcomisi A IIPRD ' 

1. t i .  MUHAMMAD GHAZAL! KURD1 
2. SYAMSUL RIZAI- PURBA 
3. Ir. MUHAMMAP ARPAH 
4. HARDI, SH 
5. SYAHRIL 
6. ABDUL WAHAB, BA 
7. KARTIKA RONI, S.Ag 
8. H. RUSIAN JAYA, SH 
9. H. ABDUL WAI4.M 
10. Hj. SUIASRI  
8. Pcndanlping 
1. Stilf Sckrctariat JilPRD (hi. ARIl-IN) 

I 

111. Bcntulc 1'crtcrnu:in 
1. Dialog, Musyawara1.1 clan Penjelasan 
2. Kunjungm L~apang;u: unluk menjun~pai beberapa masynrakat. 

1V. Pcnjclasan d;li~ Kctcrangan dari : 
I .  Nctu;~ I'itnitia I'illia(lc~ 1)cs;t 1)ii11;1u R;~mb:ii 
2. MAI-IMUI) 
3. M .  'I'AkIll~ 

a. Bahwa rencana Pcmilihan Kepala Desa Clanau Ran~bai sudah disetujui 
Camat Uatnng Gansal yang akan di laksa113kan pada hari Selasa, 25 Juli 
2006 tempat dd; !GII 1 1 .  



b. Jmllah pcndudilk yang tcrgabung kc dalanl ! h a  Danau Ran~bai : 
Ada 3 (tiga) Dusun : 1. Dusull Pcncahrg 

2. Dusun Pasir Putih 
3. Dusun Durian Kadam 

Jumlah Penduduk : * 1 .GO0 Jiwa 
Jumlah Wajib Pilih : Lt 1.200 Jiwa 
Jun~lah KK : 555 KK 

c. Lokasi TPS pada Pc~nilihan Kepala Dcsa, 1:snya I (:;atu) tcmpat, yaitu di 
KM. 11. Desa Scncalang Kec. Kcritang. x 

d. Calon Kcpala D C S ~  ikut bcrkampanyc yang suda!l ditctapkan ada 3 
(tiga) orang : 
1. M J A  RIDMIAT\! ( L,artzbang Pirdi ) 
2.  MAl-IMUD ( La~tzblr~zg Kclapa ) 
3. M. I'AHI2 ( Lanrboltg N'enns ) 

V. Inforn~asi  di J,ap;ingun I Scbilgian 1 l3ctcrap;l Masyara1i:it y;ing di tcmui : 

1 .  Tidak semua n:asyarakat yung mcngctahui kalau atla I'cmilihan Kcpaia 
Dcsa pada I-Iari Sclasa, Tanggal 25 Juli 200G. 

2. S ~ a l  13atas yang tclah diletaphan dcngan !'eraturan Gubcrn~r,  sebagian 
nlasyarakat ada yang tau dan ad2 yang tidak :au (Kurang Sosictlisasi). 

3. Bagi i~~asyarakat yang ;au tentang Pcraturari Gubernur tcrscbut, dia tidak 
inempersoalkan, silahkan saja dan scbagiar. lagi justru menanyakan 
tcnlang Tapal Batas (Palok) bcrtlnsruk:m Pcrr~turan Gubcc~ur. 

4. Pclaksanaa~l l'erni!ihan Kepala Dcsa ini scpcrtinyi ada Rckayasa dari 
pihak-pill& tertclltu: 

5. Dari asumsi Tin-, Komisi A~dilnp,u.gan, b a k m  dari 3 (tiga) Calon Kepala 
Desa yang ikut bcltanmg, zkm dimcnangkan oleh Sdr. RAJA RIDWAN. 
Hlasannya : - Ketipa calo~i  terscbut sangat kompak, kcmana-maha d a l m  

mclaksarlakan s~sialisasi tcncang Perr~ilihan Kcpala Dcsa 
(Pilkadcs) sclalu bcrsama-sama, bahkaf~ p-rgi bcrfl~oto saja 
jugs bcrsi~mn-sa~na. 

- Sclmiln SOLI I ~ ~ c s ~ i ~ ; ~ s ; i I n l ~ i ~ ~ ~  'I'upaI U;I[LLS i ~ ~ i ,  kc~igu O I . L U ~ ~  

tcrsebut lncmang ' tcriibat. (ini pcrnya!aan scbagian 
masyarakat Desa Scncalang yang ticlak mau disebutkan 
ldcntitasnya). 

- Dua cnlon lainnya y i t u  Mallmud sckarang lllcnjabat 
sebagai ,Kepala Dusun, sedangkan M. Tahir menjabat 
sebagai Ketua RT di KM. 1 1. 

V1. I<ctcriingan dari  Panitia I'ilkadcs dan Calon Kadcs : 

1. Soal Tapal Batas, bcrdasarkan Peraturan (iubcmur No. 25 ta!lun 2005 
tidak dijadikan acuar. karena Panitia hanya 1r.enyenp aspirasi rnasyarakat.1 
keinginan n~asyarakat agar seccpatnya diadakan Pernilillan Kepala Desa 
Dapau Rarnbai. 

2. Kalau akhirnya nanii Femerintah Propinsi ( Gubernui-red) tcrnyata tctap 
rnenetapkan di Km. 17 berdasarkan Peraturan Gubenlur tcrdahulu, maka 
dia scrahkau Kcpada Pcmcrintah Kabupaten Indragiri Iiulu. 

3. Hasil Pemilihan Kepala Desa dia tidak persoalkan, apakah ditcriina atau 
tidak yaning jelas temp diserahknn kepada Pexnerintah Kabupatcn Indragiri 
Hulu, apabila nantinya Ratas Kabupatcn Indragiri Hulu dcngan Indragiri 
Hilir tctap di KM. 17 Desa Sencalang Kccamatan Kcritmg. 



4: linrapnn I'ulii'ia I'i.lkadcs rlan C'alon Kcj)ala Dosa agar l)eniilii:an Kcpala 
Dcsa sang dircncanakal~ pada iiari Sclas.1 Tanggal 25 Juli 2006 bcrjalan 
lar~car dan ~ ~ ~ c m o h o n  agar nlasyaraka~ Dcsa Sencalaiig / mnsyarakat d x i  
Kuala Sullgai &as dan sckitxnya ag.lr dapat ~n;.ncsima scrta rid& 
mclakukan gc:rakan atau scjenisnya yang akan mc:~garali ;ltau mcnggangu 
jalannya Pcmiliha~i Kcpala Dcsa tcrscbut. 

5. Scbagai l'ambahin Informxi Dalam Tahun 20C)G ini, I'cmcrintah 
Kabupatcn Jndragiri l-lulu akan scgcra mcrnbangur. SD di Km. 1 I ,  sebagai 
lct& lbu Dcsa, karcna ttlhdn 2005 j ~ g a  sudali c'idirikan Puskcsrnas 
I'c~nban!~ ( PUSTU ) dan Bang.unau llinnya o ch Pcnlerili[di Dacrah 
Kabu9atcn 1ndral:iri 1-121 u. 

L 

VII. I<csirnpul:i~~ d;in S;ir;in - 

I<csimpuli~n : 
1. Pcmcrintah Dacrah Kabup'ltcn 1ndragi:i I-Iulu s a n 1  zcliali tiuak nicncrimn 

cI3n tidnk mcngha~~gni I'c~.nturan Gubcrrur No. 2.8 Tnliun 2005 Icntang 
I ) ~ I I ~ ~ ~ ~ ; I I I  13ak1s AII[~IS;I habi11~1k11 l~~i!r;~giri Ili11i1 ~ C I I ~ : I I I  I<ilbupatc~~ 
Indrngisi I-lilir. 

2. l ' c n ~ c r i n ~ ~ h  Dacrali Kab~pa tc~ i  Inr1ragil.i I-Iulu, khusus!iya I'c!ncrinlah 
~ ( c c ~ u I ~ ~ ~ [ z I  Un!iui~ Giu~sal sangat rr cndukung kclompok-kclompok 
iertcntu ( fl~'rsi/nt Pro A h t i / )  untuk scgcm di lakukan Pcmilihan Kcpala 
Desa Danau Rambai yang lokasi TPS nyn di Km. I I .  

3. Ada Kelompok yang ~ncniprovokasi agilr masyarakat/kclompok Ini~ulya 
tidak mencrinla atau tidak rncnyc~~~ju i  Kb1.17 sebagi  Baus Indragiri I-lulu $@ 
dengar1 Indragiri tlilir. 

4. Menjelang Pc~nilihan Kcpala Dcsa n~a j ih  ada niasyarak;, ya~lg  tidak 
mcngctahui kalau akan adz Pe~vLlian Kepilla Desa t l i  KM. 1 1. 

5. Ada rekayasa pil~ak-pihak tertentu atau k,:inginan mengaburkan Persoalan 
batas Kabupaten Indragiri Hilir dengan 1:ldragiri Ilulu dengan melakukan 
Pen:bangunan Fasilitas Umunl olch Pcmc:rintah K;:bupatc!l Indragiri H U ~ U  
sepcrti Pcstu, Sekolah, Balai Perten~uat~ dan lain scbagainya termasuk 
Rencancl pemilihan Kcpala Desa di KM. 1 1. , 

6. Di kllawartirkan akan add pcmaksaan .' tckanan bagi ~uasyarakat yang 
tidal; tar1 dan tidah mau nicngikuti Pcrnilihan I<cpala Dcsa pada hari 
Selasa, 25 Juli 2006. 

Saran : 
1. Agar Pemeri:~tali. Labupaten Indragiri Hilir dapat bcrtindak tcgas darl 

bcrani untuk tctsp menlasang patok Tapal Batas Kabupatcn Indagiri Hilir 
dcngan Kabupa:cn Indagiri I-Iulu di I<M. 17 bcrdasarkan I'eraturan 
Gubernur l'rovinsi Riau Nonlor 2s T&un 2005. 

2. Agar PcmcrinIah Kabupatcn I~idragiri tli!ir n1cngi:-irn surat kcpada Bupati 
Indargiri 1.1 1111 yang intinya agar Pcr-lcrintah Dacrali I~idagiri I-Iulu 
~ncnghormati / n~cngllargai kcput~rsan-kcptusan cian kctc~apa~l-kctctapa~~ 
yang telah bcrkekuatan hukum dcngan di tcmbuskr.n kcpada : 
1. Presiden RI di Jakarta 
2. DPR - Rl di Jakarta 
3. M a l ~ k a ~ ~ ~ : l h  Agung !<I di Jakarta 
.1. Mendagii di Jakarta 
5.  Gubernur Riau di Pckanbaru 
6. DPRD I'ropinsl Riau di Pckmbam 
7. Kapo!da IZiau di Pekanbarti 
8. Korem G3 1 Propicsi Riau di Pckat~baru 
9. Knpolrcs Illhi1 clan Inllu 



10. Dandim In..il dan I11l;u 
1 I .  DPRD Kal- Inllil cian Ir.11u 
12. Carnal Kcritsng Kab. 111I:il 
13. Carnal Batang Gar~gsal Kab. Inhil 

3. Scbclum pcmi l i l~n~ Kcpnla Dcsa ymg c ircncanaknn pada I.lari Selasa 
'I'anggal 25 Juli, 2006, :.gar pcmerintid~ Kabupatcn !ndragiri I-lilir 
scccpat.nya mcnganlbil Langkah-!angkal: tcpat d a r ~  kongkrit, agar tidak 
tcrjadi tekanan / intimidasi bagi masyaraknt yang Pro KaSypatcn Indragiri 
Hilir scrta masyarakat yang lid& mau , h n  tidal. bcrsedia ~nelakukan 
pernilillan Kepala Dcsa. 

Demikian data dan irlfornlasi ini kai:i sanpaikan scbag,ai laporan 
hu i l  kunjungan lapangan dan unluk sc1anjub:ya sebagai bahan 
pertimbangan dalilm n~enindaklanjuti persoalsn tersebut. 



- .-/ c- >~/?hogb 
I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEIU INDRAGIRI H I L I R m .  9.1 P- - 
Jalan KH. Dewalltara No. 01 Telp. (0768; 2100;r - 24206 Fax. 22051-24206 

T E M B I L A H i A N  

I Tembi!;:han, 24 Juli 2006 
Nomor :8T/DPSD/VII/2006 
Lampiran : 1 (satuj Rangkap 
Perihal : Peninjauan Pemilihzrl Kepala 

Desa \ 

Kepada Yth, 
-6,. Bupati Intlragiri l-lilir 

cli- 
Tembilahan 

Eersama ini ksmi makiumkan bahwa I)erdaxritan hasil Laporan 
Komisi A DPRD ~ab 'u~a ten  lndiagiri Hillr yang telzh meiakuican kunjungan 
Lapangan ke Dusun Danau Rambai Desa. Sencalang Kecarnatan Keri'ang 
pada tanggal 21 Juli 2006 kami sampaikan hal-ha1 sebagai berikut : 

1. Di Dusun Danau Rar !bai menu~ut hemat karni mas~l-, terrrlasuk wilaysh 
Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengzn pera2~ran Gul~ernur Riau Nomor 
28 Tahun 2005 akan di:aksa~akan Pemilihan :;epala Desa Danau Rambai 
pada Tanggal 25 Juli 2006, atas restu Pemda iabupaten Indragiri Hulu. 

2. Gerdasarkan informasi, tidak serr,ua masyarilkat setkmpat mengetallui 
tentang rencana Pemilihan Kepala Dew dimakzud karena di duga adanya - 
rekayzrsa dari c h u m  tertentu. 

3. Disamping itu masih banyak masyarakat setempat tidak mengetahui 
Peraturan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2005 tentang Penetapan dan 
Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan 
Kabupaten Indragiri Hilir pada Km. 17, karena sampai saat ini belum 
tersosialisssinya dengan baik Peraturan Gubernur dimaksud. 

Sehubungan dengan hat teisebut di atzs dan untuk menghindari 
hal-ha1 yang tidak diinginkan, kami minta agar Saudara segera mengsmbil 
Iangkah-langkah kongkrit. 

Demikian disampaikan untuk dimakl~.~mi. Atas ke jasamanya, 
diucapkan terima kasih. 

GEWAN PEAWAKILAN R4KYAT DAERAH 

Ternbusan ; disampaikan kepada Yth, 
1, Gubernur Rlnu dl Pekanbari~ 
2. Bupatl Indraglri Huiu di Rengat 



PEMERLNTAH KABUPATEN JNDRAGLRI HILIR 

Jln. ,&;a No.01 TeIap.(0768) 2 10 10-2 1 182 Fax.(0768) 21 138.. 

Tembilaharl, d Mei 2007. 

Kepada Y t h ,  

Nomor : v, &, A/  em/^, 2007; 100 1. Sdr. AE3D. KHAIII 
Lampiran : - 2. Sdr. HERMAN 
Perihal : L o u  Pelnyerobc tan Lahan di- 

MsRyamkat oleb. PT. rnX!NAT. T W A T  

Menghubungj s w a t  k m i  Nomor 3 1.04.01/ Pem/ II/2007/ 100 
t=%gal F e b M  2007 p e d d  pe:~yelesaian masalah 
penyerobotan tanah rakyat dan memperhatikan surat Camat 
Keritang Nomor II1/Trantib/ 100/2007 tanygal 24 April 2007 
perihal tanggapan penyerobotan lahar. masyarakat Kin. 23 Desa 
Sencalang, bahwa lahan yang diserobot oleh PT. N U T  berada di ' 

;(m. 23 dari K n .  17 membelok ke kiri l:e arah Dusun Tua Keritang 
H d u  Kecamatau Kem~mbg,  atau b u k n  Km. 23 dari K n  17 lurus 
ke arah Sinpang Granit Kabupaten Tndragiri Hulu. 

Sehubungan den gar^ ha1 tersebut, dengan mempedomani 
Peraturan Gubernur Riau Nomor 128 Tahun 2005 tentang 
Penetzpan dan Penegasan Batas Claerah antara Kabupaten 
Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir, bahwa batas 
Kabupaten Indragiri Hd.u dengan I i ao~pa ten  Indragiri Kilir terletak 
di Km. 17 jalan an ta ra . , .S impg  Grai:it - Kuala Enok, dcngan , 

de* maka ,: peiyen,botan -but m.;': kl',kasi di 
I \ v & ~ ~ ~ ~ ~ ~ & ~  1n&ag& 'Hilir. d 
lu . -  L A .  .. r i . .  

Pemerintah dan DPRD Kabupaten Indragki Hilir &m segera 
mexnfasilitasi penyelesaian pernasalahan ini dengan 
se baik-baikny a. 

Demikian d i m p a i k a n ,  atas kejasama ~ a u d a r a  diucapkan 
terima kasih. 

-- 

Pembina Utama Muda 
Nip. 420004729 

Ternbusan : disampaikan lcepada ; -- 
1. Yth. G u h u r  Riau. 
2. Yth. Bupati Indragiri Hulu. 
Yth. Kctua DPRD Kab. Indragin Hilir. 

5. Yth. Kades s c m a h g .  



PEMERIN'TAH KAEUPATEN I N  3RAGIF.I H I U R  

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 
Jalan I'endldikan No : 05 'T'elp.2112F Fax..:0763) 21301 

T E M  B I L ' A t 1 A h l  
I 

Ternblahan ,a ~ u n i  2007 

Kepaia Yth. 

Non~or Taa  ishu hut bun-?^^/ sx Bupat. Indragiri Hilir 
Lam piran : 1 (Satu) Lembar PL* , Te c/q. Kabag. ~ernerintahan Kab. Irlhil 
Perihal --.-. . 

: & n ~ . k m i m  . - _-- Di 
]'embilahsn 

Menindak lanjuti surat Bapak Sekretaris Daerah Kabupater Indragiri Hilir 
Noinor : 51.07.07/PemNY2007, Tanggal 8 J d  2007, E'erihal Pengecekan 
Lapangal Pada Lahan yang di seilgketalcan Lokasi Dusun Curian kadain, Desa 
Sencalang, Kccamatan Keritang Kabupater, Indmsiri Hili; Bersams ini Di 
samyaikan hal-ha1 sebagai bcrilcl~t : 
1. Rerdmkan Surat krsebut di atm Kami telah menuruncan Tern  kelokasi 

p d a  tanggal 12 Juni 2007 gJna mengadakan Pengecckan lahen dan 
I'engarnbilan Titik Ktmrdinat pada lahan yang duliaksud. , 

2. Sesuai dengan Data yang didapat oleh Team dr~pat di Lnformasikan sebega; 
berkalt : 

Berdasarkan penjclasan chi Pil~ak Permhaan Sdr. Efcndi Huhjui u secara 
lisan Diantaranya : 

Dasar Izin Perusaha  dari Pemerintahan ]Cabupaten Indragiri Hulu 
> Mulai Beropmi / bergerak pada tahun 20(4 
'> Lahan diperc~leh dengan cara pembelian dari masyarakat secara 

bertahap. 
dikelua~kan oleh 

~e%&rarkan Peta Tata Batas Kavmsau HuWl ~Gpins i  Riau da8 ti&-titik 
koordinat yzng diambil di Lapangan h4erupala I&wasan Hutan Produksi 
Terbatas (HPT) Sutlgai Keritang Svngai C:-langsal Eabupaten Iridragiri 
K1i.r. 
Berdasarkan Peta Rencana Tata Ruang Wilqqah Propmi (RTRWP) pada 
M a n  tersebut Terdapat Arahan Pengem>angan K a w m  Kehutaoan 
(MKK) dan arahan Pengembangan Kamsan Perkebunan (APKP) di 
Kabupaten Indragiri Hilir 

3. Berdamkan hal-ha1 tersebut diatas, untuk mendapatkan lnformasi data yang 
lengkap guna menye1esn;kan mmalah yang climaksud. disarankan untuk 
men& Team Terpadu. 

Demikian disarnpaiknn , untuk dapat dipergunakan sebagai bahan 

2. Sdr. h a t  Keritang 
3. Sdr. Kcpaln Dcsa Sencalmg 


